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1.

1.1.

1.2.

1.3.
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Ringkasan Eksekutif

Tujuan dan penggunaan evaluasi

Pada April 2024, UNICEF Indonesia menugaskan Coram International untuk melaksanakan evaluasi
formatif terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA)

di Indonesia Tahun 2021-2023. Tujuan evaluasi ini adalah untuk: (1) Menilai relevansi, koherensi,
efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program layanan perlindungan terpadu bagi perempuan dan
anak sebagai bagian dari komponen Perlindungan Anak dalam Country Programme 2021-2025; dan
(2) Mengidentifikasi pembelajaran dan praktik baik serta merumuskan serangkaian rekomendasi yang
berorientasi ke depan dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan UNICEF untuk meningkatkan
perencanaan, pelaksanaan, serta keberlanjutan layanan yang ada, serta memperluas dukungan yang
telah terbukti efektif ke wilayah yang saat ini belum memiliki layanan perlindungan dasar bagi anak
dan perempuan.

Metodologi evaluasi

Evaluasi ini menggunakan pendekatan berbasis teori dan mengintegrasikan isu lintas bidang
seperti gender, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang
komprehensif atas dokumen program, data, dan riset yang sudah ada, serta pengumpulan data
kualitatif primer di tingkat nasional dan subnasional (provinsi dan kabupaten/kota) di Jawa Timur dan
Sulawesi Selatan. Di tingkat kabupaten/kota, pengumpulan data dilakukan di empat lokasi utama
program UNICEF (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo), serta
dua lokasi ‘pembanding’ (Kota Batu dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan). Kegiatan ini mencakup
116 wawancara informan kunci (pemerintah pusat dan daerah, LSM dan OMS, UNICEF, serta penyedia
layanan daerah), diskusi kelompok terarah (FGD) dengan 117 anggota masyarakat dan petugas
perlindungan anak di tingkat desa (termasuk FGD dengan kelompok orang dewasa dan anak-anak);
serta studi kasus menyeluruh, yang mencakup wawancara mendalam dengan 41 penerima manfaat
dan penyedia layanan, serta ditunjang dengan telaah berkas kasus. Data dianalisis secara tematik
dan diselaraskan dengan matriks evaluasi yang telah disusun oleh tim sebelum pengumpulan data
dimulai.

Ringkasan temuan utama evaluasi

1.3.1. Relevansi

Pada tingkat nasional, UPTD PPA dinilai sangat relevan sebagai bagian dari upaya Pemerintah
Indonesia (Pemerintah Indonesia) dan UNICEF untuk memperkuat sistem perlindungan anak
di Indonesia. Program ini melaksanakan kegiatan di tingkat hulu yaitu di tingkat nasional, serta

di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat, sehingga mampu memberikan dukungan
komprehensif yang dibutuhkan dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Program ini juga secara
efektif merespons prioritas Pemerintah pusat, sekaligus mendorong keterlibatan dan rasa kepemilikan
yang kuat. Dukungan UNICEF di tingkat pusat memastikan adanya mandat hukum yang kuat. Hal ini
penting untuk mendukung pengembangan UPTD PPA di tingkat daerah. Program ini juga terbukti
sangat responsif terhadap kesenjangan yang ada dalam sistem perlindungan anak, serta
terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan dan penyedia layanan di tingkat daerah.
Para pemangku kepentingan melaporkan bahwa pengembangan UPTD PPA di tingkat provinsi dan
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kabupaten/kota (melalui dukungan UNICEF dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP),
pelatihan, dan khususnya pengembangan kapasitas) memberikan KemenPPPA struktur, mandat, dan
otonomi operasional yang diperlukan untuk memusatkan upaya mereka pada layanan penanganan
menyeluruh bagi korban/penyintas kekerasan. UPTD PPA juga dinilai mampu menyesuaikan dengan
perubahan konteks di lingkungan program, khususnya terkait risiko perlindungan daring. Dukungan
di tingkat desa juga dianggap sangat relevan mengingat adanya kebutuhan untuk mengatasi
kesenjangan pelaporan dan menambah jalur rujukan ke UPTD PPA dari tingkat daerah.

Peningkatan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan
relevansi UPTD PPA dalam menjawab kebutuhan penerima manfaat. Para pemangku kepentingan
menyoroti bahwa layanan spesifik dan peningkatan ketersediaan layanan di satu lokasi terpadu
sangat relevan dengan kebutuhan para pemegang hak (rights holders). Namun demikian, ditemukan
masih terbatasnya partisipasi bermakna dari penerima manfaat dari kalangan anak-anak.

1.3.2. Koherensi

Ditemukan bahwa koordinasi yang kuat di antara berbagai bidang keluaran (output areas)/tim
Perlindungan Anak UNICEF dalam kerangka penguatan sistem yang lebih luas—sangat berperan
penting dalam pengembangan UPTD PPA. Tingkat keselarasan yang tinggi antara UPTD PPA dan dinas
maupun Kementerian/Lembaga lain di tingkat pusat juga telah memperkuat upaya pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara keseluruhan. UPTD PPA dipandang
sebagai komponen utama dari upaya perlindungan perempuan dan anak yang dijalankan oleh DP3A,
bukan sebagai entitas yang terpisah, bertentangan, atau tumpang tindih.

Temuan di tingkat penyediaan layanan menunjukkan adanya koordinasi yang kuat antara
UPTD PPA dan lembaga pemangku kepentingan lain yang memberikan perlindungan bagi
perempuan dan anak untuk menghindari duplikasi layanan. Pemangku kepentingan UPTD PPA
melaporkan bahwa mereka memiliki mekanisme koordinasi yang baik dengan berbagai lembaga
pemangku kepentingan lain, termasuk (dalam beberapa kasus) nota kesepahaman (memorandums
of understanding/MoU) dan narasumber, serta melalui rapat dan komunikasi via telepon untuk
menangani kasus secara terkoordinasi. Koordinasi untuk menangani kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak dilaporkan terjalin antara UPTD PPA dan berbagai pihak, termasuk kepolisian,
rumah sakit, Dinas Sosial, lembaga DP3A lainnya (seperti PUSPAGA), mekanisme perlindungan
berbasis masyarakat dan pemangku kepentingan seperti PATBM, rumah aman komunitas, BINMAS
dan BABINSA, serta sekolah. Namun demikian, meski koordinasi dengan kepolisian telah dilakukan
hingga batas tertentu, sering muncul laporan mengenai tantangan koordinasi dengan pihak
kepolisian, yang menghambat proses identifikasi dan penanganan kasus kekerasan oleh UPTD
PPA. Koordinasi yang efektif antara mekanisme perlindungan di tingkat masyarakat dan
UPTD PPA terbukti sangat penting untuk memungkinkan UPTD PPA dalam mengidentifikasi
dan menangani kasus di tingkat desa, dan terdapat indikasi bahwa pemangku kepentingan di
tingkat desa sering kali merujuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ke UPTD PPA.
Namun, layanan di tingkat desa masih membutuhkan pelatihan dan peningkatan kesadaran secara
berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman tentang risiko perlindungan dan layanan yang
tersedia, serta memastikan kesinambungan koordinasi.

Temuan terkait koherensi UPTD PPA dengan penyedia layanan dari LSM dan OMS menunjukkan
hasil yang beragam. Keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan dalam memperkuat
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koordinasi dan mendorong pertukaran pengetahuan secara sistematis antara UPTD PPA dan LSM di
semua lokasi. Namun demikian, ditemukan juga bukti adanya koordinasi yang kuat dengan LSM
di beberapa lokasi di tingkat daerah, serta pemanfaatan peran LSM untuk membantu penanganan
kasus ketika sumber daya manusia internal UPTD PPA terbatas.

1.3.3. Efektivitas

Komponen UPTD PPA dalam Program Perlindungan Anak terbukti efektif dalam mencapai hasil
di tingkat nasional. Komponen ini bertujuan memperkuat lingkungan hukum dan operasional bagi
layanan perlindungan anak terpadu, khususnya melalui penyusunan Standar Layanan UPTD PPA
sebagaimana diatur dalam peraturan KemenPPPA, yang memandatkan pembentukan UPTD PPA di
tingkat daerah dan menetapkan standar pelayanan minimum.

Dukungan UNICEF di tingkat daerah juga terbukti efektif dalam mendukung pelaksanaan UPTD
PPA melalui pendekatan penguatan sistem. Hasil evaluasi menemukan bahwa praktik manajemen
kasus yang membaik dan dukungan terhadap penyusunan SOP telah memfasilitasi koordinasi yang
efektif antara UPTD PPA dan penyedia layanan terkait, terutama bila dibandingkan dengan praktik di
lokasi evaluasi ‘pembanding’. Hal ini memastikan bahwa korban/penyintas dapat mengakses berbagai
jenis layanan melalui sistem manajemen kasus yang terkoordinasi, serta mendapatkan layanan

secara tepat waktu. Para pemangku kepentingan yang telah mengikuti pelatihan UNICEF tentang
manajemen kasus dan standar layanan (CEKATAN) menilai bahwa pelatihan ini sangat berperan dalam
peningkatan manajemen kasus dan proses koordinasi yang telah diterapkan.

Namun, tantangan koordinasi di antara para pemangku kepentingan utama masih berlanjut dan
membatasi efektivitas keseluruhan model UPTD PPA. Tantangan tersebut berpusat pada kurangnya
pertukaran informasi antara staf UPTD PPA dan petugas di layanan terkait lainnya, yang menyebabkan
keterlambatan penyediaan layanan serta membatasi lingkup dan kualitas layanan yang dapat diakses
korban, sekaligus menghambat peluang untuk mengidentifikasi risiko dan melakukan respons dini.
Kualitas layanan manajemen kasus juga beragam. Meskipun pengembangan UPTD PPA tampak
telah meningkatkan penilaian menyeluruh dan manajemen kasus di lokasi program, di sejumlah lokasi
evaluasi program ditemukan adanya keterlambatan yang cukup signifikan dalam penanganan kasus.
Keterlambatan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan,
dengan staf UPTD PPA dan pekerja sosial terkait mengeluhkan beban kasus yang tinggi dan kadang
tidak tertangani. Tantangan ini juga menghambat proses identifikasi dan respons risiko secara efektif.
Selain itu, di berbagai lokasi evaluasi program, ditemukan kekurangan tenaga konseling hukum/
bantuan hukum dan psikolog, yang membatasi jumlah sesi konseling hukum dan psikolog yang dapat
disediakan oleh UPTD PPA.

Selain program pelatihan pemerintah, inisiatif pelatihan yang didukung UNICEF telah efektif dalam
meningkatkan kapasitas teknis staf UPTD PPA dan penyedia layanan di lembaga terkait, serta
memperkuat kualitas layanan yang diberikan. Para pemangku kepentingan secara khusus menyoroti
bahwa pelatihan mengenai eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring (online child sexual
exploitation and abuse/OCSEA) - isu yang berkembang pesat - telah efektif memperkuat kapasitas
UPTD PPA untuk menangani kasus tersebut. Namun demikian, kapasitas teknis staf UPTD PPA dan
penyedia layanan terkait masih menjadi tantangan utama, yang membatasi kualitas dan efektivitas
layanan dalam model perlindungan terpadu. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas belum
memadai dari segi cakupan maupun jumlah agar mampu secara komprehensif menutup kesenjangan
dalam kapasitas teknis dan pengetahuan tenaga kerja.
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UNICEF telah mendukung berbagai program untuk meningkatkan akses ke layanan UPTD PPA,
yang menghasilkan peningkatan jumlah perempuan dan anak yang dirujuk ke UPTD PPA setiap
tahun. Terdapat bukti bahwa kegiatan sosialisasi di tingkat desa efektif meningkatkan jumlah kasus
yang dirujuk ke UPTD PPA oleh masyarakat dan lembaga lokal, serta jumlah rujukan mandiri. Namun
demikian, hambatan besar masih ada dalam hal pelaporan kasus kekerasan terhadap anak
dan kekerasan terhadap perempuan maupun dalam mengakses layanan UPTD PPA dan perlu
diatasi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat, stigma pribadi terkait
kunjungan ke pusat layanan dan mekanisme respons, serta norma sosial-budaya yang dominan yang
membuat perempuan dan anak enggan melaporkan pelecehan. Satu kelompok yang ditemukan
kurang terlayani oleh UPTD PPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), yang belum secara
konsisten dapat mengakses layanan UPTD PPA.

Selain itu, di seluruh lokasi evaluasi ditemukan kurangnya kapasitas teknis dalam pelaksanaan
program yang peka gender, yang terkadang menghasilkan hasil yang kurang tepat bahkan
berpotensi merugikan perempuan dan anak. Data menunjukkan bahwa masih terdapat
keterbatasan pengetahuan tentang cara merancang dan memberikan layanan perlindungan terpadu
yang peka gender dan inklusif, agar dapat diakses oleh kelompok rentan atau kurang beruntung.
Sebagai contoh, para pemangku kepentingan memiliki pengetahuan terbatas mengenai kekerasan
seksual yang dialami anak laki-laki, serta pemahaman yang terbatas tentang penerapan respons
yang berperspektif gender selain sekadar menyediakan staf perempuan untuk korban perempuan.
Selain itu, ditemukan bahwa anak dan perempuan penyandang disabilitas menghadapi kesulitan
dalam mengakses layanan UPTD PPA, sementara penyedia layanan memiliki pemahaman yang
rendah tentang risiko perlindungan yang dihadapi anak penyandang disabilitas, serta keterbatasan
pengetahuan cara memastikan agar layanan dapat diakses oleh perempuan dan anak penyandang
disabilitas.

1.3.4. Efisiensi

Tampaknya sumber daya UNICEF telah dimanfaatkan secara efisien dan strategis sehingga
mampu menghasilkan sumber daya tambahan dengan melibatkan Pemerintah Indonesia untuk
mendorong rasa kepemilikan dan investasi lebih lanjut oleh Pemerintah. Investasi UNICEF dinilai telah
berkontribusi terhadap perubahan yang substansial dalam waktu singkat di tingkat daerah, melalui
pelatihan yang diberikan dan dukungan terhadap penyusunan SOP. UNICEF juga telah memanfaatkan
sumber dayanya untuk memperkuat layanan terpadu UPTD PPA dengan melibatkan mitra pelaksana
di tingkat daerah yang telah berakar kuat di masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan.
Meskipun sifat multisektoral dari pelatihan UNICEF dapat dianggap efisien, pengumpulan data di
tingkat daerah menunjukkan bahwa jangkauan pelatihan tersebut masih terbatas.

Pada periode 2021-2024, Pemerintah Indonesia mengalokasikan USD 31,2 juta untuk Dana Alokasi
Khusus (DAK), yang merupakan kontribusi besar dalam mendukung pembentukan UPTD PPA. Namun,
ditemukan sejumlah inefisiensi terkait dengan DAK tersebut. Pertama, terdapat keterlambatan
dalam penerapan UPTD PPA di seluruh wilayah; sejumlah kabupaten masih belum membentuk UPTD
PPA, sehingga belum menerima DAK (karena dana hanya dialokasikan ke kabupaten yang telah
memiliki UPTD PPA). Hanya 70 persen dari DAK yang digunakan, menunjukkan pemanfaatan
dana yang belum sepenuhnya optimal (dan karenanya tidak efisien). Kurangnya fleksibilitas
dalam penggunaan DAK juga dicatat sebagai bentuk inefisiensi.
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Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah juga dinilai tidak mencukupi. Meskipun
peraturan mewajibkan pemerintah daerah menerapkan model layanan terpadu, desentralisasi dana
menyebabkan besaran alokasi anggaran daerah untuk UPTD PPA beragam menurut lokasi dan tahun,
tergantung pada prioritas pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan melaporkan bahwa
anggaran untuk perlindungan anak secara umum masih terbatas. Di tingkat layanan, ditemukan
bahwa UPTD PPA memanfaatkan sumber daya internalnya secara efisien, serta berkoordinasi

dengan jaringan yang tersedia untuk mengakses sumber daya tambahan (sejauh memungkinkan).

1.3.5. Keberlanjutan

Secara keseluruhan, model UPTD PPA menunjukkan keberlanjutan yang kuat, dengan layanan
terpadu yang sangat mungkin berlanjut setelah dukungan UNICEF berakhir. Model UPTD PPA
telah tertanam kuat dalam struktur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan data menunjukkan
adanya kepemilikan yang kuat dari Pemerintah terhadap UPTD PPA di semua tingkatan. UPTD PPA
didasarkan pada kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif di tingkat nasional, yang
memastikan keberlanjutan program. Berdasarkan mandat hukum ini, model UPTD PPA diwajibkan
untuk dibentuk di setiap provinsi, kota, dan kabupaten. Namun, untuk mempertahankan kualitas
dan hasil UPTD PPA dalam jangka panjang, perlu dipastikan adanya sumber daya manusia yang
memadai serta pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi staf UPTD PPA.

Pembelajaran

Evaluasi menghasilkan sejumlah pelajaran umum yang relevan bagi program perlindungan anak di

Indonesia dan di tempat lain.

¢ Dalam memastikan pelaksanaan layanan perlindungan anak yang efektif dalam konteks
penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi, penting agar program dilaksanakan di
berbagai tingkat pemerintahan.

¢ Untuk mengembangkan dan memastikan layanan manajemen kasus yang berkelanjutan dan
efektif bagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penting adanya program pelatihan
dan pengembangan berkelanjutan yang sudah terintegrasi.

¢ Untuk memastikan respons yang efektif dan tepat waktu dalam kasus anak yang diidentifikasi
berisiko langsung, penting agar terdapat mandat hukum dan proses yang jelas untuk
mengidentifikasi risiko dan memberikan layanan respons cepat.

Rekomendasi utama

Direkomendasikan agar UNICEF terus mendukung pelaksanaan UPTD PPA, serta mendukung
institusionalisasi lebih lanjut dari model ini ke dalam sistem dan anggaran pusat maupun daerah.
Rekomendasi (yang diringkas) berikut telah didiskusikan, disempurnakan, dan divalidasi oleh
Evaluation Reference Group dan para pemangku kepentingan utama lainnya dalam workshop validasi
yang diadakan di Jakarta pada Januari 2025.

Memperkuat kerangka hukum dan kebijakan

*  Mengembangkan lebih lanjut peraturan di tingkat pusat dengan merujuk Keputusan Presiden
No. 55 tahun 2024, dan memandatkan pembentukan serta tata kelola UPTD PPA oleh pemerintah
daerah.

*  Menetapkan ketentuan yang secara eksplisit tercantum dalam Peraturan dan Pedoman baru
bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dikembangkan dan diterapkan antara UPTD
PPA, kepolisian, dan kejaksaan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, guna
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memastikan anak-anak tersebut dirujuk oleh aparat penegak hukum ke UPTD PPA dan dapat
mengakses layanan yang disediakan.

*  Memastikan penerapan mandat hukum yang mengharuskan staf UPTD PPA secara proaktif
mengevakuasi anak dari situasi berbahaya.

*  Mengembangkan dan menerapkan (termasuk melalui alokasi anggaran khusus) paket minimum
pelatihan, bimbingan, dan pengawasan berkelanjutan yang komprehensif di dalam UPTD PPA.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia

* Menginstitusionalisasikan pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi staf UPTD PPA dan
penyedia layanan terkait dalam keterampilan manajemen kasus serta pengembangan kapasitas
mengenai isu-isu perlindungan anak yang berkembang (misalnya, OCSEA).

*  Perlu dilakukan investasi dalam perekrutan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial untuk
memastikan keberlanjutan UPTD PPA.

*  Menerapkan kerangka pelaporan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pendampingan yang
tercantum dalam Rancangan Peraturan dan Pedoman Standardisasi (BORANG).

Memperkuat penyediaan layanan dan koordinasi

*  Mendukung UPTD PPA untuk membangun kerja sama yang kuat dengan LSM dan OMS (misalnya,
melalui perjanjian kemitraan atau nota kesepahaman).

*  Memperkuat hubungan antara mekanisme berbasis desa/masyarakat dan UPTD PPA untuk
memastikan semua kasus yang relevan mendapatkan asesmen, serta memberikan dukungan
tambahan di tingkat desa guna meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan masyarakat
terhadap UPTD PPA.

Memperkuat sistem manajemen informasi dan pemantauan

*  Protokol berbagi informasi perlu dikembangkan (atau jika sudah ada, diperkuat) antara UPTD PPA
dan penyedia layanan terkait.

*  Mekanisme yang efektif (termasuk alat dan panduan pemantauan dan evaluasi) untuk mengawasi
kinerja UPTD PPA dan memantau hasil program di seluruh UPTD PPA di Indonesia perlu
dikembangkan dan diterapkan sebagai bagian dari SIMFONI-PPA.

Pembiayaan

*  Melakukan studi kelayakan untuk membentuk UPTD PPA di lokasi-lokasi yang belum ada UPTD
PPA, termasuk kebutuhan pendanaan dan investasi sumber daya manusia.

*  Meninjau pedoman yang ada untuk alokasi DAK, guna memastikan semua dana yang tersedia
dapat digunakan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap UPTD PPA.

* Advokasi, bimbingan teknis, dan pelatihan perlu dilaksanakan agar pemangku kepentingan dan
staf (termasuk UPTD PPA, Dinas PPPA, dan BAPPEDA yang terlibat dalam perencanaan) memiliki
pengetahuan yang memadai mengenai cara mengelola dan mengalokasikan anggaran, serta
memastikan anggaran tersedia dan dimanfaatkan.

Meningkatkan akses
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¢ Mengembangkan proses untuk melibatkan penerima manfaat serta anak-anak dan remaja secara
umum (melalui Forum Anak dan jalur lainnya) dalam pengembangan UPTD PPA.

*  Melibatkan organisasi anak untuk memberikan masukan terhadap pembentukan mekanisme
yang ramah anak, aman, penuh rasa hormat, dan mudah diakses, khususnya bagi anak-anak yang
pernah mengalami kekerasan atau membutuhkan layanan.

*  Perlu dipertimbangkan bagaimana UPTD PPA dapat disesuaikan dengan kebutuhan perempuan
dan anak di daerah terpencil.

* Mengurangi potensi stigma terhadap anak dan perempuan korban kekerasan melalui
pelaksanaan intervensi perubahan sosial dan perilaku di masyarakat, serta dengan memastikan
staf UPTD PPA dilatih untuk memberikan layanan dengan cara yang ramah anak, berperspektif
gender, dan peka terhadap kelompok minoritas.
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2. Pendahuluan

Pada April 2024, UNICEF Indonesia menugaskan Coram International untuk melaksanakan evaluasi formatif
independen terhadap Layanan Perlindungan Terpadu bagi Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun
2021-2023. Lingkup evaluasi ini disempurnakan selama tahap inisiasi untuk berfokus pada satu komponen
spesifik dari Program Perlindungan Anak UNICEF, yaitu pengembangan dan pelaksanaan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Program UPTD PPA dilaksanakan bersama
oleh Pemerintah Indonesia dan UNICEF, serta beragam mitra di tingkat nasional dan daerah.

Tujuan utama evaluasi ini, sebagaimana ditetapkan dalam Terms of Reference (ToR) (Lampiran A), adalah
untuk menilai capaian antara (intermediate outcomes) dan efektivitas layanan perlindungan terpadu bagi
perempuan dan anak dalam hal pencapaian dan hasil, serta kontribusinya terhadap prioritas UNICEF dalam
menghasilkan pengetahuan dan pembelajaran. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi

bagi Pemerintah Indonesia agar dapat menyesuaikan pendekatannya dalam memperkuat desain layanan
terpadu dan memperluas skalanya. Evaluasi ini juga akan menjadi masukan bagi Country Programme
UNICEF Indonesia berikutnya, yang bertujuan meningkatkan layanan perlindungan anak secara berbasis
bukti.

Secara khusus, terdapat dua tujuan utama dari evaluasi ini, yaitu untuk:

1. Menilai relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program layanan perlindungan
terpadu bagi anak dan perempuan sebagai bagian dari komponen Perlindungan Anak dalam
Country Programme 2021-2025; dan

2. Mengidentifikasi pembelajaran dan praktik baik, serta merumuskan serangkaian rekomendasi yang
berorientasi ke depan dan dapat ditindaklanjuti bagi pemerintah dan UNICEF guna meningkatkan
desain, pelaksanaan, serta keberlanjutan layanan yang ada dan memperluas dukungan yang telah
terbukti efektif ke wilayah-wilayah yang saat ini belum memiliki layanan perlindungan dasar bagi
perempuan dan anak.

Evaluasi ini dilaksanakan melalui empat tahap: tahap inisiasi; tahap pengumpulan data; tahap analisis data;
dan tahap penyusunan laporan akhir.

Laporan akhir ini memuat: informasi kontekstual yang relevan, termasuk gambaran singkat mengenai
model UPTD PPA dan lingkungan perlindungan anak; tinjauan terhadap “objek evaluasi” (apa yang telah
dilaksanakan dalam komponen UPTD PPA dari Program Perlindungan Anak UNICEF); maksud, tujuan, dan
ruang lingkup evaluasi; kriteria dan pertanyaan evaluasi; metodologi, termasuk pedoman etika; temuan
dan kesimpulan awal; pembelajaran; kesimpulan akhir dan rekomendasi.
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3. Konteks Evaluasi

Bagian berikut menyajikan profil singkat konteks pelaksanaan program di Indonesia, termasuk tantangan
perlindungan anak dan sistem perlindungan anak terpadu. Lampiran J berisi profil kontekstual lengkap
dan mendalam yang memperluas uraian singkat ini dan memberikan informasi latar belakang
penting bagi evaluasi ini.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan jumlah
penduduk lebih dari 278 juta jiwa', di mana lebih dari sepertiganya (sekitar 85 juta) adalah anak-anak.
Perempuan mencakup hampir setengah populasi sebanyak 138 juta, dibandingkan dengan laki-laki
sebanyak 140 juta.? Anak di bawah lima tahun (balita) mencakup delapan persen dari total populasi (sekitar
22,5 juta), sementara 24 persen penduduk berusia 14 tahun ke bawah (sekitar 66,6 juta). Diperkirakan 87,2
persen penduduk Indonesia beragama Islam, diikuti Kristen (7 persen), dan sebagian kecil penduduk (1,7
persen) memeluk Hindu.? Dari sisi etnis, sekitar 41 persen populasi adalah suku Jawa dan 15 persen suku
Sunda,* meskipun secara keseluruhan pemerintah mengakui 1.128 kelompok etnis.

3.1 TataKelola
Indonesia merupakan negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih secara
nasional, bersama dengan sistem parlemen dua kamar yang juga dipilih melalui pemilihan umum.
Negara ini memiliki struktur pemerintahan yang terdesentralisasi, di mana pemerintah daerah
memiliki kewenangan dan anggaran yang signifikan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan daerah tiga tingkat. Struktur
pemerintahan yang terdesentralisasi ini berarti bahwa meskipun Kementerian/Lembaga di tingkat
pusatl mengawasi perlindungan anak dan menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat
nasional, pemerintah daerah memiliki kendali yang besar atas pelaksanaan layanan perlindungan bagi
perempuan dan anak.

3.2 Ekonomidan Kemiskinan
Pada Juli 2023, Bank Dunia kembali mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara
berpendapatan menengah atas dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,39.
Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama satu dekade terakhir,
meskipun sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Dalam periode 2015-2019,
Indonesia mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5 persen, dan menunjukkan
pemulihan yang kuat pasca-2020 (ketika pertumbuhan PDB turun ke 2,1 persen), hingga kembali
mencapai 5 persen pada 2023.5 Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didorong oleh
peningkatan konsumsi rumah tangga dan perbaikan neraca perdagangan.’

1 BPS, Population by Age Group and Sex, 2023. Dapat diakses pada: https://www.bps.go.id/en/statisticstable/3/
WVcOMGEYMXBKVFUxY25KeE9HADZkbTQzWkVkb 1p6MDkjMw==/population-by-age-groups-and-sex.html?year=2023.

2 Ibid.

3 Minority Rights Group International, Indonesia. Dapat diakses pada https://minorityrights.org/country/indonesia/, diakses pada 31 Oktober
2024.

4 Minority Rights Group International, Indonesia. Dapat diakses pada_https://minorityrights.org/country/indonesia/, diakses pada 31 Oktober
2024.

5 BPS, Indikator: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2022-2023.

6  World Bank Group, World Bank East Asia and the Pacific Economic Update, World Bank, Washington, Oktober 2024, p. xxvi. Dapat diakses pada
https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/b881d2ff-9912-4eb6-9698-8f151975abbé/content.

7 World Bank Group, The World Bank in Indonesia: Overview’, 20 October 2023. Dapat diakses pada_https://www.worldbank.org/en/country/
indonesia/overview, diakses pada 31 Oktober 2024.
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Meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19, Indonesia mencatat kemajuan besar dalam mengurangi
kemiskinan ekstrem selama dua dekade terakhir, dari 19 persen pada 2002 menjadi 1,5 persen pada 20222
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional juga menurun dalam beberapa
tahun terakhir, turun 0,33 persen pada Maret 2024 dibandingkan Maret 2023.

3.3 Konteks Perlindungan Anak

Program Perlindungan Anak, termasuk komponen layanan terpadu UPTD PPA, dirancang sebagai
respons terhadap tantangan yang terus dihadapi perempuan dan anak di Indonesia. Bagian ini
memberikan gambaran singkat tentang konteks perlindungan anak di Indonesia serta tantangan
yang dihadapi perempuan dan anak. Profil tantangan perlindungan anak di Indonesia yang lebih
mendalam dapat ditemukan dalam Lampiran J.

Kekerasan terhadap anak

Kekerasan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi perempuan dan anak di Indonesia, terjadi di
berbagai lingkungan termasuk rumah, sekolah, dan masyarakat.® Meskipun banyak kasus kekerasan
yang tidak dilaporkan,'®data statistik nasional menunjukkan bahwa tingkat kekerasan yang dialami
anak-anak masih tinggi. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun

2018 menemukan bahwa 62 persen anak laki-laki dan 63 persen anak perempuan berusia 13-17
tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidup mereka.” SNPHAR tahun 2021 menunjukkan
penurunan angka tersebut, namun tetap tinggi yaitu 37 persen pada anak laki-laki dan 46 persen
pada anak perempuan.' Berdasarkan data SIMFONI-PPA™, pada periode 1 Januari - 5 Agustus 2024,
kelompok usia 13-17 tahun merupakan proporsi terbesar korban kekerasan yang dilaporkan, yaitu
35,6 persen, diikuti kelompok usia 6-12 tahun sebesar 20,6 persen, dan usia 18-24 tahun sebesar
11,4 persen.'

Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender

Dalam satu dekade terakhir, data menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia
pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual.15 Pada 2021, proporsi perempuan dan anak
perempuan (usia 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau psikologis) oleh
pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir tercatat sebesar 7 persen.16 Angka
sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.17 Pada tahun
yang sama, 17 persen perempuan dan anak perempuan yang belum menikah berusia 15-64 tahun
mengalami kekerasan seksual oleh pelaku selain pasangan dalam 12 bulan sebelum survei
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World Bank, Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment, World Bank, 2023, him.iii. Dapat diakses pada https://
documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099041923101015385, diakses pada 31 Oktober 2024.

UNICEF Indonesia, ‘Child Protection: Keeping children safe from violence, neglect and exploitation’, <https://www.unicef.org/indonesia/
childprotection#:~:text=Violence%20against%20children%20is%20pervasive,0f%20physical%20attacks%20in%20school.>, diakses pada 2 Juli
2024.

Wawancara informan kunci dengan Petugas Perlindungan Anak UNICEF, 17 Juli 2024.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018.

SNPHAR, 2021.

SIMFONI-PPA merupakan sistem manajemen informasi untuk perlindungan perempuan dan anak yang dikelola oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Ibid.

World Health Organization, ‘A novel approach to ending violence against women Indonesia: The RESPECT framework’, 9 November 2023. Dapat
diakses pada https://www.who.int/indonesia/news/detail/09-11-2023-a-novel-approach-to-ending-violence-against-women-in-indonesia--
therespect-framework

BPS, Indicator: Proportion of Women and Girls (Aged 15-64 years) Subject to Violence (Physical, Sexual, or Psychological) by a Current or
Former Partner in the Last 12 Months. Dapat diakses pada: https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTM3NSMy/proportion-ofwomen-and-
girls—aged-15-64-years--subjected-to-violence--physical--sexual--or-psychological--by-a-current-or-former-partner-in-the-last-12months.html.
Wawancara informan kunci dengan Petugas Perlindungan Anak UNICEF, 17 Juli 2024.
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dilakukan.' Berdasarkan data SIMFONI-PPA, kekerasan seksual merupakan jenis kasus yang paling
sering dilaporkan dan dicatat oleh penyedia layanan sepanjang 2024, dengan 7.703 kasus (1 Januari
- 5 Agustus 2024)." Dari total 14.573 kasus kekerasan yang tercatat pada periode yang sama, 80,2
persen korban adalah perempuan,?® menegaskan adanya dimensi gender yang kuat dalam jenis-jenis
kekerasan tertentu.

Eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring

(Online Child Sexual Exploitation and Abuse/OCSEA)

Meskipun datanya masih terbatas, eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak secara daring
(OCSEA) merupakan tantangan perlindungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2022, dua persen
anak berusia 12-17 tahun yang menggunakan internet menjadi korban eksploitasi dan kekerasan
seksual daring.?" Berdasarkan survei yang dilakukan pada 2020-2021, antara 17 hingga 56 persen
kasus OCSEA tidak dilaporkan, dengan hanya satu anak dari seluruh responden yang menerima
konten seksual tidak diinginkan yang melaporkannya kepada pihak kepolisian.??

Keterbatasan data: Hambatan dalam pelaporan kekerasan terhadap anak

Sebagaimana dijelaskan dalam temuan evaluasi ini, data resmi mengenai kekerasan terhadap anak
belum sepenuhnya mencerminkan skala dan karakteristik kekerasan yang terjadi, karena adanya
tantangan besar dalam hal kurangnya pelaporan. Dipengaruhi oleh norma sosial-budaya yang
berakar pada ketimpangan gender struktural, perempuan dan anggota masyarakat melaporkan
adanya keraguan untuk melaporkan insiden kekerasan karena rasa malu dan stigma, serta keinginan
untuk menjaga masalah tetap menjadi “di dalam ranah rumah tangga” agar tidak menimbulkan aib
bagi keluarga. Ketergantungan finansial pada pasangan laki-laki juga menjadi faktor penghambat
pelaporan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun oleh pasangan intim. Rincian lebih
lanjut dapat dilihat pada Lampiran J.

Perkawinan anak

Usia legal perkawinan bagi anak perempuan di Indonesia dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun
melalui amandemen Undang-Undang Perkawinan pada September 2019. Namun, orang tua dapat
mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agar anak mereka dapat menikah sebelum usia 19
tahun. Data dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama tahun 2022 menunjukkan bahwa 95 persen
permohonan dispensasi dikabulkan.?® Akibatnya, banyak anak, terutama anak perempuan, yang tetap
menikah di bawah usia 18 tahun: pada tahun 2023, tujuh persen perempuan berusia 20-24 tahun
tercatat menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun.* Sejumlah studi juga menyoroti bahwa
banyak perkawinan anak tidak tercatat secara resmi.”®

18  BPS, Indicator: Proportion of Women and Girls (Aged 15-64 Years) Subjected to Sexual Violence by Persons Other Than Partner in the Last 12
Months, 2021.

19  SIMFONI-PPA, Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban, 1 Januari 2024 - 5 Agustus 2024. Dapat diakses pada https://kekerasan.kemenpppa.
go.id/ringkasan, diakses pada 5 Agustus 2024.

20 SIMFONI-PPA, Jumlah Kasus, 1 Januari 2024 - 5 Agustus 2024. Dapat diakses pada https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses
pada 5 Agustus 2024.

21 Disrupting Harm, Protecting Children in Indonesia From Online Sexual Exploitation and Abuse: The Way Forward, 2023, him.1. Dapat diakses
pada https://safeonline.global/wp-content/uploads/2023/12/DH Indonesia_advocacy note FINAL.pdf

22 ECPAT, INTERPOL, and UNICEF, Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse, Global Partnership to
End Violence Against Children, 2022, him. 8.

23 International NGO Forum on Indonesian Development, ‘Criticizing the Policy and Implementation of the Marriage Dispensation’, 31 Mei 2024,
<https://infid.org/en/mengkritisi-kebijakan-dan-implementasi-dispensasi-kawin/>, diakses pada 4 Juli 2024.

24 BPS, Indicator: Proportion of Women Aged 20-24 Years Who Were Married or in a Union Before 18 Years Old by Province (Percent), 2023.

25 UNICEF Indonesia, Revealing the Truth of Marriage Dispensation: An analysis of child marriage practice in Tuban, Bogor, and Mamuju Districts,
UNICEF, him. 7. Dapat diakses pada https://www.girlsnotbrides.org/documents/887/UNICEF-Marriage-Dispensation-Research-Brief.pdf
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Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) berusia 12-18 tahun ditangani dalam sistem peradilan
anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Undang-undang tersebut memungkinkan penerapan diversi, mendekriminalisasi
pelanggaran status, serta menetapkan bahwa penahanan hanya boleh dilakukan sebagai upaya
terakhir. Berdasarkan ketentuan undang-undang, anak harus mendapatkan bantuan hukum pada
setiap tahap proses peradilan pidana. Namun dalam praktiknya, tidak semua anak dapat mengakses
bantuan hukum, dan tingkat akses sangat bervariasi antarprovinsi. Pada tahun 2023, terdapat 5.190
perkara pidana anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri, dengan hanya 12,7 persen di antaranya
yang diproses melalui mekanisme diversi, menunjukkan masih banyak ABH yang terekspos pada
sistem peradilan pidana formal.

3.4 Sistem perlindungan anak
Bagian berikut memberikan gambaran singkat mengenai sistem perlindungan anak di Indonesia.
Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran J.

3.4.1 Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan perempuan

Sistem perlindungan anak di Indonesia didasari oleh kerangka hukum yang tertuang dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 (yang diamandemen pada tahun 2016). Undang-undang

ini memuat ketentuan luas mengenai hak-hak anak yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan
agama, serta isu-isu utama perlindungan anak seperti perlindungan dari penelantaran dan kekerasan
dan penyediaan pengasuhan alternatif. Undang-undang penting lainnya antara lain Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004), Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak (2012), dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (2006). Pada tahun

2022, Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan,
yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi 10 bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan dan
pelecehan terhadap anak, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan pelacuran, dan
tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga mengeluarkan sejumlah peraturan dan regulasi
yang memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta mengatur pelaksanaan teknis layanan
perlindungan terpadu dalam model Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA). Peraturan-peraturan tersebut juga menegaskan mandat Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk mengoordinasikan, memantau, dan
melaksanakan undang-undang, kebijakan, serta peraturan terkait layanan perlindungan. Model
layanan UPTD PPA dikonseptualisasikan oleh KemenPPPA pada tahun 2020 dengan dukungan
Bappenas dan UNICEF. UPTD PPA dirancang sebagai one-stop service di mana layanan perlindungan
bagi perempuan dan anak dapat diakses melalui satu lembaga. UPTD PPA menyediakan layanan
langsung (in-house) sekaligus berkoordinasi dengan jaringan layanan yang ada untuk merujuk
penerima manfaat ke layanan-layanan perlindungan utama.

Peraturan perundang-undangan utama yang terkait dengan model layanan terpadu UPTD PPA
disajikan dalam tabel berikut.®

26 Lampiran ] berisi tabel lengkap termasuk uraian ketentuan utama setiap undang-undang/peraturan.
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Gambar 1: Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan UPTD PPA

Peraturan utama terkait model UPTD PPA Tahun

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

Anak

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2020
dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 2022
tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 2022
tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023
2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan

Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 2024
Perempuan dan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2022

Pada tahun 2024, sejumlah Peraturan Presiden penting terkait UPTD PPA diterbitkan, termasuk
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak, serta Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3.4.2 Pemangku kepentingan utama dalam layanan perlindungan bagi perempuan dan anak

Tanggung jawab atas perlindungan anak di Indonesia tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga

di tingkat nasional, sementara tanggung jawab penyediaan layanan sangat terdesentralisasi dan
didelegasikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Mekanisme

berbasis masyarakat/desa juga berperan penting dalam pencegahan dan penanganan isu
perlindungan anak dan kekerasan terhadap perempuan.

Di tingkat nasional, sejumlah kementerian Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab atas
aspek-aspek utama yang berkaitan dengan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mandat KemenPPPA diperluas dari

sekadar penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak menjadi juga mencakup

aspek teknis penyelenggaraan layanan. Dengan demikian, KemenPPPA bertanggung jawab untuk

mengawasi pelaksanaan teknis model layanan terpadu UPTD PPA. Tugas KemenPPPA juga mencakup
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional, serta pengelolaan data nasional terkait
gender dan anak di Indonesia.?’ Sejumlah lembaga utama lainnya juga beroperasi di tingkat nasional
dan memiliki mandat dalam penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak,
termasuk: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri); Kementerian Sosial (Kemensos); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);

Kementerian Kesehatan (Kemenkes); dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Uraian lengkap

mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga terdapat dalam Lampiran J.

27 Bagian Kedua, Pasal 7, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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Kementerian/Lembaga lain yang juga memiliki mandat terkait perlindungan anak di tingkat nasional
antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes
PDTT), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham). Mengingat sifat desentralisasi pemerintahan dan layanan perlindungan
di Indonesia, Kemendes PDTT menjadi pemangku kepentingan penting dalam pengelolaan layanan
perlindungan dan merupakan mitra utama UNICEF Indonesia dalam menghubungkan mekanisme
perlindungan anak berbasis komunitas dengan UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota.?

Pemangku kepentingan utama di tingkat daerah meliputi Dinas PPPA di daerah, Bappeda (Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah) kabupaten/kota, serta Dinas Sosial (Dinsos). Lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga merupakan mitra pelaksana utama di
tingkat daerah. Di tingkat desa, mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat beroperasi di
bawah kewenangan Pemerintah Desa. Struktur perlindungan desa bervariasi menurut wilayah, namun
umumnya mencakup lembaga dan personel di tingkat desa yang bekerja dalam bidang PPA, seperti
Bhabinkamtibmas (polisi masyarakat), rumah aman komunitas, kader dan fasilitator PPA desa.

3.4.3 UPTD PPA

Penyedia layanan utama yang dibentuk untuk melaksanakan layanan perlindungan terpadu bagi
perempuan dan anak adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA). UPTD PPA menjadi fokus kerangka layanan perlindungan terpadu Pememerintah
Indonesia pada periode 2021-2023, dengan dukungan dari UNICEF dalam Country Programme
UNICEF Indonesia 2021-2025, serta menjadi fokus utama evaluasi ini.

UNICEF Indonesia telah berkoordinasi dengan KemenPPPA dan Bappenas dalam jangka waktu
panjang pada pengembangan dan pembentukan model layanan UPTD PPA. Pada tahun 2015, UNICEF
membantu KemenPPPA melaksanakan survei pertama mengenai prevalensi kekerasan terhadap anak,
dan kembali mendukung survei serupa pada tahun 2018. Hasil kedua survei tersebut menjadi dasar
bagi UNICEF untuk mengadvokasikan dimasukkannya isu perlindungan perempuan dan anak dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).? Pada tahun 2020, Peraturan Presiden
No. 65 memperluas peran KemenPPPA untuk mencakup penyelenggaraan layanan.®® Menyusul
perluasan mandat tersebut, KemenPPPA melalui dukungan teknis UNICEF mengembangkan cara
mengoperasionalkan penyelenggaraan layanan. Selanjutnya, KemenPPPA dan UNICEF bekerja sama
dalam pengembangan model layanan UPTD PPA.2'

UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak,
yang dirancang sebagai “one-stop shop” untuk layanan perlindungan terpadu di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota. Ruang lingkup layanan yang diberikan oleh UPTD PPA diatur dalam Peraturan
Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
Enam layanan utama yang diamanatkan adalah: pengaduan masyarakat; penjangkauan korban;
pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.*

28 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Kementerian Desa, 18 Juli 2024.

29 Wawancara informan kunci dengan Spesialis Perlindungan Anak UNICEF, 16 Juli 2024.

30 Bab 1, Pasal 3(e), Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

31 Ibid.

32 Bab 2, Pasal 3(1), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan
Perlindungan Perempuan dan Anak.
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Lebih lanjut, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Tahun 2022 memberikan
mandate kepada UPTD PPA sebagai lembaga utama dalam menangani kasus korban kekerasan
seksual, termasuk pemulihan dan pendampingan korban dalam enam layanan dasar tersebut.

Perempuan dan anak yang teridentifikasi berisiko atau menjadi korban kekerasan datang langsung
atau dirujuk ke UPTD PPA. Setelah itu, UPTD PPA memberikan layanan mereka yang relevan, atau
bekerja sama dengan lembaga dan institusi terkait di tingkat lokal untuk menyediakan layanan
terpadu yang sesuai yang ditangani oleh seorang manajer kasus UPTD PPA yang bekerja sama
dengan seorang asisten kasus. Koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga layanan lainnya sangat
penting agar UPTD PPA dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan mereka yang datang
ke UPTD PDA (lihat Lampiran ] untuk penjelasan lebih lanjut).®

33 Wawancara informan kunci dengan mantan konsultan teknis UNICEF, 19 Juli 2024.
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4. Objek Evaluasi

4.1 UPTD PPA dalam Program Perlindungan Anak UNICEF

Ruang lingkup evaluasi ini dipersempit dari yang semula tercantum dalam TOR, setelah dilakukan
konsultasi selama proses finalisasi kontrak dan tahap inisiasi. Hasilnya, pada tahap inisiasi dikonfirmasi
bahwa evaluasi akan difokuskan secara khusus pada dukungan UNICEF terhadap model

layanan terpadu UPTD PPA. Pengembangan dan pelaksanaan model layanan terpadu UPTD PPA
berada dalam lingkup Program Perlindungan Anak (Child Protection Programme), yaitu Bidang Capaian
(Outcome Area) 5 dari Country Programme UNICEF Indonesia 2021-2025.

Country Programme 2021-2025 mencakup pemenuhan hak-hak anak dalam enam area

prioritas utama, yaitu: gizi, air, sanitasi dan kebersihan (WASH), kesehatan, pendidikan, perlindungan
anak, dan kebijakan sosial. Perkiraan anggaran awal untuk program negara selama empat tahun ini
sebesar lebih dari USD 140 juta.** Visi utama komponen Program Perlindungan Anak adalah: ‘Pada
tahun 2025, anak perempuan dan laki-laki di Indonesia, khususnya mereka yang paling rentan serta
yang terdampak oleh situasi kemanusiaan dan degradasi lingkungan, lebih terlindungi dari segala
bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan praktik berbahaya." Komponen Perlindungan Anak
dalam Country Programme memiliki alokasi anggaran sebesar USD 16 juta.®

Program Perlindungan Anak selaras dengan pencapaian beberapa Sustainable Development Goals
(SDGs), termasuk SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan
yang Tangguh). Program Perlindungan Anak, khususnya dukungan terhadap model layanan terpadu
UPTD PPA, sejalan dengan Bidang Tujuan (Goal Area) 3 dalam Rencana Strategis Global UNICEF
2022-2025.%° Bidang Tujuan 3 menargetkan untuk memastikan semua anak terlindungi dari berbagai
bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan berbasis gender (KBG), perdagangan orang,
eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual.

Program Perlindungan Anak terdiri atas lima keluaran (output) yang berkontribusi terhadap satu
capaian tunggal (single outcome): ‘anak perempuan dan laki-laki secara bertahap diberdayakan dan
terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan praktik berbahaya melalui sistem perlindungan
anak yang berfungsi dengan baik, berkualitas, serta norma sosial positif di tingkat nasional dan
subnasional, termasuk dalam situasi kemanusiaan.” >’

34
35
36

37

I 26

United Nations, Economic and Social Council, United Nations Children’s Fund Executive Board, Second regular session 2020, , Dokumen
Country Programme, Indonesia, 8-11 September, him. 2-4.

United Nations, Economic and Social Council, United Nations Children’s Fund Executive Board, Second regular session 2020, Dokumen Country
Programme, Indonesia, 8-11 September, him. 10.

United Nations, Economic and Social Council, United Nations Children’s Fund Executive Board, Second regular session 2021, 7-10 September
2021, him 14,

UNICEF, Pemerintah Indonesia, Rencana Akis Country Programme Tahun 2021-2025, Desember 2020, him. 34.
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Gambar 2: Capaian dan keluaran Program Perlindungan Anak UNICEF

Capaian: anak perempuan dan laki-laki secara bertahap diberdayakan dan terlindungi dari kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, dan praktik berbahaya melalui sistem perlindungan anak yang berfungsi dengan
baik, berkualitas, serta norma sosial positif di tingkat nasional dan subnasional, termasuk dalam situasi

kemanusiaan

Keluaran 1:
Kebijakan
Perlindungan
Anak - Pemerintah
pusat dan

daerah serta

para pemangku
kepentingan
memiliki
pengetahuan dan
kapasitas yang
lebih baik untuk
menetapkan
peraturan
perundang-
undangan,
kebijakan,

dan anggaran
perlindungan anak
yang responsif
gender, ramah
iklim, inklusif, dan
berbasis bukti.

Keluaran 2:
Keterlibatan
remaja dalam
perlindungan
anak -

Anak perempuan
dan laki-laki,
termasuk anak
penyandang
disabilitas,
memiliki kapasitas
yang lebih

kuat, termasuk
literasi digital

dan keamanan
daring, serta
kesempatan untuk
mengembangkan,
mengakses, dan
memanfaatkan
informasi guna
meningkatkan
perlindungan

dari kekerasan,
eksploitasi, dan
perkawinan anak.

Keluaran 3:
Norma sosial -
Keluarga dan
masyarakat
memiliki kapasitas
yang lebih kuat
untuk menerapkan
perilaku positif
dan mendorong
norma sosial
yang melindungi
anak perempuan
dan laki-laki

dari kekerasan,
perkawinan anak,
dan perpisahan
keluarga.

Keluaran 4:
Layanan
perlindungan
anak -

Layanan
perlindungan
anak di tingkat
pusat dan daerah
memiliki kapasitas
yang lebih baik
untuk menyediakan
layanan
pencegahan dan
penanganan
yang mudah
diakses di bidang
kesejahteraan
sosial, keadilan,
dan administrasi
kependudukan
sesuai standar
minimum.

Keluaran 5:
Perlindungan
anak dalam situasi
darurat -
Pemerintah dan
aktor kemanusiaan
di tingkat pusat
dan daerah
memiliki kapasitas
yang lebih baik
untuk mencegah,
mengurangi,
mempersiapkan,
serta merespons
perlindungan
anak dalam situasi
darurat secara
tepat waktu dan
terkoordinasi.

Sebagaimana tercantum dalam Dokumen Country Programme, komponen Perlindungan Anak pada
Country Programme mendukung pendekatan pembangunan sistem, yang berfokus pada penguatan
sistem perlindungan anak. Kelima keluaran tersebut berada dalam kerangka pembangunan sistem:
semuanya merupakan komponen atau elemen penting yang harus ada untuk meraih satu capaian,
yakni memastikan perempuan dan anak semakin terbebas dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.
Logika yang mendasari Program Perlindungan Anak adalah bahwa dukungan yang bertujuan
memperkuat sistem perlindungan anak akan menghasilkan penurunan tingkat kekerasan, pelecehan,
dan eksploitasi terhadap anak.

Fokus utama evaluasi ini adalah Keluaran 4 dari Program Perlindungan Anak, yaitu tentang layanan
perlindungan anak, yang mendukung pelaksanaan program layanan perlindungan terpadu bagi
perempuan dan anak oleh Pemerintah Indonesia melalui model UPTD PPA. Tabel berikut menyajikan
kerangka hasil untuk Keluaran 4 dari Program Perlindungan Anak UNICEF sebagaimana tercantum
dalam Rencana Aksi Country Programme (Country Programme Action Plan/CPAP). Kolom yang ditandai
dengan warna hijau menunjukkan aspek dari Keluaran 5.4 yang paling erat kaitannya dengan
pengembangan dan pelaksanaan model UPTD PPA. Namun perlu dicatat bahwa aspek UPTD PPA dari
Program UNICEF juga mendukung penguatan layanan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan

hukum, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

Evaluasi Formatif Layanan Perlindungan Terpadu bagi Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun 2021-2023




Gambar 3: Program Perlindungan Anak UNICEF Tahun 2021-2025, Keluaran 5.4, Indikator kinerja utama.

Program Perlindungan Anak keluaran 5.4

Keluaran dan capaian
program (2020-2025)

Indikator kinerja utama

Layanan perlindungan
anak di tingkat nasional
dan daerah memiliki
kapasitas yang lebih

baik untuk menyediakan
layanan pencegahan dan
penanganan yang mudah
diakses dalam bidang
kesejahteraan sosial,
keadilan, dan administrasi
kependudukan sesuai
dengan standar
minimum.

perlindungan anak yang
mudah diakses dengan

kebijakan pemerintah,
anggaran, peraturan,

Indikator Baseline Target (Tahun)/MoV
(tahun)/Cara Verifikasi
(Means of
Verification/MoV)
Keluaran 5.4 (Layanan Jumlah kabupaten/kota 30 kabupaten/kota 123 kabupaten/kota di 5
Perlindungan Anak) yang memiliki layanan (2020)/dokumen provinsi terpilih (2025)/

dokumen kebijakan
pemerintah, anggaran,

sistem manajemen kasus | laporan M&E peraturan, laporan M&E
yang telah diterapkan.
Jumlah kabupaten/ 0 (2020)/dokumen 123 kabupaten/kota di 5

kota yang memiliki
fasilitas dan layanan
komprehensif untuk
sistem peradilan anak
yang sesuai dengan
Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

kebijakan pemerintah,
anggaran, peraturan,
laporan M&E

provinsi terpilih (2025)/
dokumen kebijakan
pemerintah, anggaran,
peraturan, laporan M&E

Jumlah provinsi

yang menerapkan
Strategi Nasional
Percepatan Administrasi
Kependudukan untuk
Pengembangan Statistik
Hayati (Stranas AKPSH)
(pencatatan kelahiran,
perkawinan, dan
perceraian)

5 provinsi terpilih
berfokus pada
pencatatan kelahiran
(2020)/dokumen
kebijakan pemerintah,
anggaran, peraturan

5 provinsi terpilih
menerapkan Stranas
AKPSH yang mencakup
pencatatan kelahiran,
perkawinan, dan
perceraian (2025)/
dokumen kebijakan
pemerintah, anggaran,
peraturan

4.2 Penerima Manfaat Program dan Pemangku Kepentingan
Penerima manfaat utama dari komponen UPTD PPA dalam Program Perlindungan Anak adalah
pemegang hak, termasuk anak-anak dan perempuan di Indonesia yang berisiko mengalami atau telah
mengalami berbagai bentuk kekerasan. Sebagaimana diatur dalam Permen PPPA Nomor 2 Tahun
2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, anak yang berhadapan dengan
hukum juga merupakan penerima manfaat dari model layanan UPTD PPA. Penerima manfaat lainnya
meliputi staf UPTD PPA dan petugas perlindungan anak lainnya yang bekerja dalam jaringan layanan
yang lebih luas. Anggota masyarakat serta petugas perlindungan di tingkat masyarakat/desa juga
termasuk penerima manfaat, demikian pula pemangku kepentingan pemerintah di tingkat pusat

dan daerah. Khususnya di tingkat pusat KemenPPPA dan Bappenas, dan di tingkat daerah meliputi
KemenPPPA, Bappeda, dan Dinas Sosial. Program UPTD PPA berupaya meningkatkan kapasitas
lembaga-lembaga ini dalam menyediakan layanan perlindungan.

B 28

Komponen UPTD PPA dari Program Perlindungan Anak juga berkolaborasi dengan beragam mitra
pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah untuk melaksanakan model layanan
perlindungan terpadu. Pemetaan para pemangku kepentingan ini disajikan dalam bagian “Pemangku
kepentingan utama dalam layanan perlindungan perempuan dan anak.”
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4.3

4.4

Teori Perubahan

Pernyataan tentang deprivasi perlindungan anak dalam Country Programme Strategy Note (PSN)
menyebutkan bahwa sejumlah besar anak di Indonesia mengalami kekerasan, pelecehan, dan
eksploitasi di rumah, sekolah, serta lingkungan masyarakat.®® Perubahan jangka panjang yang
diharapkan adalah bahwa “anak perempuan dan laki-laki di Indonesia, khususnya mereka yang paling
rentan serta yang terdampak oleh situasi kemanusiaan dan degradasi lingkungan, lebih terlindungi dari
seqala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan praktik berbahaya” .

Secara ringkas, logika Teori Perubahan (Theory of Change/ToC) ini adalah bahwa anak-anak dan
remaja, terutama mereka yang paling rentan atau terpinggirkan, termasuk anak-anak penyandang
disabilitas, akan lebih terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran: jika
Pemerintah terus memperkuat sektor kesejahteraan sosial, termasuk peningkatan kapasitas tenaga
kerja di tingkat daerah; dan jika Pemerintah berkomitmen mengalokasikan sumber daya untuk
mengembangkan dan melaksanakan reformasi hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak; dan
jika upaya untuk menekan kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak tetap menjadi prioritas
pemerintah dan para mitra, disertai dengan ketersediaan data dan dorongan terhadap diskusi
terbuka mengenai isu-isu tersebut; dan terakhir, jika Pemerintah, parlemen, OMS, dan mitra sektor
swasta berkomitmen untuk bekerja sama dengan UNICEF dalam mengembangkan inovasi agar
anak-anak dan keluarga dapat memperoleh informasi, layanan, serta peluang yang diperlukan untuk
pencegahan dan penanganan kasus perlindungan anak.

Meskipun ToC khusus untuk komponen UPTD PPA belum dikembangkan secara tersendiri, pekerjaan
UNICEF yang berkaitan dengan perancangan dan penerapan model UPTD PPA berada dalam
kerangka ToC Program Perlindungan Anak yang lebih luas. Model UPTD PPA paling berkaitan dengan
Keluaran 4 dalam ToC: “Layanan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah memiliki kapasitas
yang lebih baik untuk menyediakan layanan pencegahan dan penanganan yang mudah diakses

di bidang kesejahteraan sosial, keadilan, dan administrasi kependudukan.” Secara khusus, model
UPTD PPA bertujuan untuk memperkuat kapasitas layanan perlindungan anak di tingkat daerah

agar mampu memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Dukungan UNICEF yang secara langsung mendukung model UPTD PPA juga berupaya meningkatkan
pengetahuan dan kapasitas pemerintah serta pemangku kepentingan di tingkat nasional dan
daerah (Keluaran 1 dalam ToC Program Perlindungan Anak). Lampiran K menyajikan visualisasi ToC
dan uraian narasi tentang prasyarat dan risiko kritis yang teridentifikasi, serta deskripsi mengenai
komponen UPTD PPA dalam kaitannya dengan ToC secara umum.

Strategi dan dukungan

Sesuai dengan ToC, UNICEF telah menerapkan berbagai strategi perubahan melalui dukungan spesifik
untuk mendukung perancangan dan penerapan model layanan terpadu UPTD PPA. Pemetaan seluruh
dukungan yang dilakukan UNICEF Indonesia untuk mendukung komponen ini terdapat dalam tabel

di Lampiran E. Pemetaan dalam Lampiran E mencakup dukungan yang secara langsung berkaitan
dengan perancangan dan pelaksanaan model UPTD PPA, serta dukungan yang termasuk dalam
Program Perlindungan Anak yang lebih luas yang secara tidak langsung mendukung model tersebut,
termasuk dukungan di tingkat desa.
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Terkait Keluaran 1 dari Program Perlindungan Anak, UNICEF telah melaksanakan sejumlah dukungan
yang berhubungan langsung dengan komponen UPTD PPA. Dukungan ini berfokus pada tiga
strategi perubahan utama sebagaimana tercantum dalam ToC Program Perlindungan Anak, yaitu:
Pemanfaatan kekuatan bukti dan data; advokasi; serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya
untuk anak. Dukungan spesifik untuk menjalankan strategi ini mencakup: mendukung KemenPPPA
dan Bappenas dalam pelaksanaan dan analisis survei mengenai kekerasan terhadap anak dan
perempuan serta survei lainnya (misalnya SNPHAR, SUSENAS); memberikan bantuan teknis kepada
KemenPPPA untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan bagi model UPTD PPA (termasuk
Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak);
melakukan advokasi berbasis data dan bukti untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan
anak yang terkait langsung dengan mandat UPTD PPA (UU TPKS), mendukung penguatan data dan
indikator monitoring untuk implementasi model UPTD PPA (termasuk penguatan SIMFONI-PPA dan
integrasi berkelanjutan dengan Primero); serta keterlibatan dengan Bappenas untuk mendukung
kegiatan penganggaran dan pemantauan alokasi biaya.

Untuk Keluaran 4, strategi perubahan yang diterapkan sebagaimana tercantum dalam ToC meliputi:
Pemanfaatan kekuatan data dan bukti; pelaksanaan program berskala luas; penguatan sistem;
pemanfaatan sumber daya untuk anak; dan advokasi. Dukungan spesifik yang dilakukan untuk
menjalankan strategi perubahan ini mencakup: Pengembangan dan pelaksanaan pelatihan standar
layanan (CEKATAN); pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan perlindungan anak yang lebih
luas untuk meningkatkan kapasitas teknis UPTD PPA dan penyedia layanan terkait (termasuk pelatihan
PSEA dan OCSEA); penyediaan dukungan terhadap penerapan standar pelayanan minimum UPTD PPA
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; serta dukungan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam
model UPTD PPA melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk manajemen kasus.
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5. Maksud, Tujuan, dan Lingkup
Evaluasi

5.1 Maksud dan Tujuan
Maksud utama evaluasi formatif ini adalah untuk menilai hasil antara dan efektivitas layanan
perlindungan terpadu bagi perempuan dan anak, baik dari sisi capaian maupun hasilnya, serta
kontribusinya terhadap prioritas UNICEF dalam menghasilkan pengetahuan dan pembelajaran.
Sebagaimana dinyatakan dalam TOR, dua tujuan utama evaluasi ini adalah:

1. Menilai relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program layanan
perlindungan terpadu bagi anak dan perempuan sebagai bagian dari komponen Perlindungan
Anak dalam Country Programme 2021-2025; dan

2. Mengidentifikasi pembelajaran dan praktik baik serta merumuskan serangkaian
rekomendasi yang berorientasi ke depan dan dapat ditindaklanjuti bagi pemerintah dan
UNICEF untuk meningkatkan desain, pelaksanaan, serta keberlanjutan layanan yang ada, serta
memperluas dukungan yang telah terbukti efektif ke wilayah yang saat ini belum memiliki layanan
perlindungan dasar bagi anak dan perempuan.

5.2 Pengguna hasil evaluasi
Sebagaimana diuraikan dalam ToR (Lampiran A), pengguna utama hasil evaluasi ini adalah lembaga
pemerintah yang secara langsung melaksanakan program atau mendukung pelaksanaannya,
termasuk KemenPPPA, Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemensos, serta pemerintah daerah.
Pengguna lainnya meliputi Kantor UNICEF Indonesia, Kantor Regional UNICEF untuk Asia Timur
dan Pasifik, UNFPA, mitra pembangunan utama dan donor, serta para pemangku kewajiban (duty
bearers) dan pemegang hak (khususnya anak, perempuan, dan kelompok rentan). Hasil evaluasi ini
dimaksudkan untuk digunakan dalam advokasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan strategi
program perlindungan anak, serta untuk mendukung akuntabilitas dan pembelajaran. Pendekatan
evaluasi dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi pemanfaatannya, sehingga para pengguna
utama dapat mengaplikasikan temuan evaluasi sebelum finalisasi laporan akhir.

5.3 Lingkup evaluasi
5.3.1 Lingkup tematik
Evaluasi ini terutama menilai dukungan UNICEF terhadap komponen Program Perlindungan Anak
dalam Country Programme Pemerintah Indonesia-UNICEF 2021-2025 (dengan fokus pada periode
2021-2023), secara khusus terkait layanan perlindungan terpadu bagi anak dan perempuan dalam
model UPTD PPA.

Evaluasi ini menelaah pendekatan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan layanan tersebut
di tingkat nasional dan subnasional, serta menilai kualitas layanan perlindungan terpadu UPTD PPA
dan kesenjangan yang ada, termasuk kontribusi UNICEF terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan
tersebut. Selain itu, evaluasi menganalisis hasil intervensi program, mengidentifikasi faktor-faktor
yang memengaruhi pencapaian atau ketidakcapaian tujuan, serta menelaah peristiwa, tindakan, dan
kebijakan kunci yang berdampak terhadap pelaksanaan program.
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5.3.2 Lingkup geografis

Evaluasi ini mencakup pelaksanaan program di tingkat nasional dan daerah. Berdasarkan hasil
konsultasi dengan UNICEF selama proses kontrak, sebagaimana dikonfirmasi pada tahap inisiasi
evaluasi, lingkup geografis disesuaikan untuk mencakup dua provinsi: Jawa Timur dan Sulawesi
Selatan. Penyesuaian ini dilakukan dari lingkup awal yang tercantum dalam ToR, yakni empat provinsi
(Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan), agar memungkinkan pengumpulan data
secara mendalam dengan sumber daya yang tersedia (mengingat fokus utama evaluasi adalah pada
praktik di tingkat manajemen kasus, yang memerlukan pendekatan mendalam daripada pendekatan
yang terlalu luas).

5.3.3 Lingkup waktu
Lingkup waktu evaluasi ini mencakup awal pelaksanaan Country Programme saat ini (2021-2023)
sebagai bagian dari Country Programme Pemerintah Indonesia-UNICEF 2021-2025.
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6. Kriteria dan Pertanyaan Evaluasi

6.1 Kriteria evaluasi
Evaluasi ini bertujuan menghasilkan bukti terkait lima dari enam kriteria evaluasi the Organisation
for Economic Co-operation and Development/Development Assistance Committee (OECD/DAC), yaitu:
relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, metodologi evaluasi juga
mengintegrasikan prinsip-prinsip panduan UNICEF mengenai gender, hak asasi manusia, dan
keadilan. Serangkaian pertanyaan evaluasi terkait dengan masing-masing kriteria tersebut diuraikan
di bawah ini.

Sebagaimana dinyatakan dalam ToR, evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mengukur dampak
dukungan program.®® Namun, evaluasi ini ini bertujuan untuk menetapkan kontribusi dukungan
terhadap UPTD PPA oleh UNICEF terhadap pencapaian hasil serta efektivitas program UPTD PPA
dalam mencapai hasil yang diinginkan.

6.2 Pertanyaan evaluasi
Evaluasi ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama dan sub-pertanyaan berikut (diambil dari
ToR), yang dikembangkan untuk memenuhi tujuan di atas (beberapa pertanyaan telah diubah atau
ditambahkan dari versi dalam ToR; pertanyaan tersebut dicetak miring dalam tabel di bawah).

Gambar 4: Pertanyaan evaluasi

Sub-pertanyaar

Relevansi
Sejauh mana pendekatan Sejauh mana dukungan selaras dengan kebutuhan yang terus berkembang
pemrograman layanan dari para pemangku kepentin%an dan penerima manfaat utama di tingkat
perlindungan terpadu sesuai nasional dan daerah, termasuk anak perempuan dan perempuan?

dengan kebutuhan, prioritas,
dan kebijakan para pemangku Sejauh mana program ini selaras dengan tujuan, prioritas, dan kebijakan

kepentingan nasional dan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional dan daerah?
daerah, anak, perempuan, serta
masyarakat? Apakah strategi perubahan, pendekatan, dan metode pelaksanaan masih

relevan dan responsif terhadap konteks serta prioritas saat ini maupun
yang berkembang?

Sejauh mana kompatibilitas Sejauh mana komponen layanan program Perlindungan Anak UNICEF
program layanan perlindungan | selaras dan melengkapi area capaian Perlindungan Anak lainnya?
terpadu dengan program dan

dukungan lain serta sektor Sejauh mana pendekatan pemrograman layanan perlindungan terpadu
terkait (misalnya Kesehatan, melengkapi, menyelaraskan, dan mengoordinasikan dukungan dari mitra
Pendidikan, WASH, dan pemerintah, pemangku kepentingan lain, serta program UNICEF lainnya
Perlindungan Sosial)? dalam konteks yang sama, tanpa terjadi duplikasi upaya?

40 Evaluasiini tidak bertujuan untuk menilai dampak Program (misalnya terhadap penurunan angka kekerasan), mengingat keterbatasan
ketersediaan data baseline.
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Pertanyaan

Sub-pertanyaan

Sejauh mana pendekatan
UNICEF dalam layanan
Berlindungan terpadu
erkontribusi ter adalo
pencapaian tujuan/keluaran
yang diharapkan di tingkat
nasional dan daerah? Apakah
keluaran tercapai atau
kemungkinan akan tercapai?

Bagaimana keluaran program
layanan perlindunian terpadu
UNICEF dibandingkan dengan
sumber daya yang digunakan,
dan apakah sumber daya
UNICEF digunakan seefisien
mungkin untuk mencapai hasil
yang diharapkan?

Sejauh mana manfaat dari
pendekatan strategis UNICEF
terhadap program layanan
L}erlindungan terpadu

emungkinan akan terus
berlanjut setelah dukungan
UNICEF berakhir?

Sejauh mana prinsip-prinsip
gender, keadilan, dan hak asasi
manusia telah diintegrasikan
ke dalam perancangan,
pelaksanaan, dan pemantauan
program Perlindungan Anak?
[Pertanyaan ini dianggap
bersifat lintas tema]

K

Efektivitas

Sejauh mana hasil yang diharapkan telah/kemungkinan akan tercapai,
dengan mempertimbangkan perbedaan dampak antar kelompok? Hasil
yang diharapkan mencakup tingkat penggunaan layanan, aksesibilitas
layanan bag/ kelompok yang dicakupnya, dan kualitas layanan yang
dirasakan di tingkat daerah.

Sejauh mana dan strategi perubahan dan pendekatan apa yang
berkontribusi terhadap pencapaian hasil Program Perlindungan Anak?

Faktor apa saja yang memengaruhi pencapaian atau ketidakcapaian hasil
yang diharapkan, termasuk strategi, kemitraan, kolaborasi antarlembaga,
dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan? Apa saja tantangan kebijakan,
kapasitas keuangan, dan sumber daya manusia yang dihadapi dalam
layanan perlindungan terpadu di tingkat nasional dan daerah?

Apakah terdapat konsekuensi yang tidak disengaja (positif atau negatif)
dari program di tingkat nasional dan daerah?

Efisiensi

Sejauh mana pendekatan program layanan perlindungan terpadu efisien
dalam mencapai hasil yang diharapkan dalam hal pemanfaatan sumber
daya (manusia, teknis, dan finansial) serta ketepatan waktu pelaksanaan?
Apakah terdapat keterlambatan signifikan dalam pelaksanaan program

dan pencapaian hasil, dan jika ya, apa penyebabnya?

Sejauh mana para pemangku kepentingan berkoordinasi dan
memanfaatkan sumber daya serta kapasitas secara efisien untuk
mencapai hasil?

Sejauh mana struktur koordinasi dan kolaborasi berhasil mencegah
terjadinya duplikasi di antara para pemangku kepentingan utama?

Keberlanjutan

Sejauh mana kegiatan dan hasil program kemungkinan akan berlanjut
setelah dukungan UNICEF berakhir? Seberapa besar peluang dan
kapasitas dukungan untuk mempertahankan hasil positif dalam jangka
panjang, termasuk kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan
situasi dan kebutuhan?

Faktor utama apa yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan
keberlanjutan?

Dapatkah model atau pendekatan layanan perlindungan terpadu
dilemé)agakan dan diperluas ke wilayah yang belum memiliki layanan
tersebut?

eadilan, gender, dan hak asasi manusia

Sejauh mana layanan perlindungan telah dilaksanakan di wilayah yang
paling membutuhkan? Apakah pertimbangan keadilan telah diintegrasikan
di setiap tahap siklus program?

Pendekatan dan dukungan apa yang telah menghasilkan peningkatan

akses terhadap layanan perlindungan bagi kelompok rentan, kurang

Berubnltung, dan wilayah yang sulit dijangkau, termasuk anak penyandang
isabilitas?

Apakah terdapat pembelajaran konkret yang dapat direplikasi untuk
meningkatkan akses yang setara terhadap layanan perlindungan bagi
anak-anak yang paling rentan atau kurang beruntung?
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6.3 Matriks evaluasi
Kerangka analisis untuk evaluasi dikembangkan selama tahap inisiasi, berdasarkan pertanyaan-
pertanyaan yang telah dijabarkan sebelumnya. Matriks evaluasi (Lampiran D) menetapkan informasi
spesifik (indikator dan sub-pertanyaan) yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan evaluasi, serta
metode dan sumber data yang digunakan untuk mengukurnya. Matriks evaluasi ini menjadi dasar
pengembangan metodologi evaluasi dan panduan dalam proses analisis. Secara khusus, matriks
evaluasi mencakup: pertanyaan yang akan dijawab melalui evaluasi; indikator kualitatif dan kuantitatif
yang muncul dari/atau berkaitan dengan pertanyaan evaluasi; serta sumber data untuk menjawab
pertanyaan dan mengukur indikator tersebut.
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7. Metodologi

7.1 Pendekatan metodologis umum

I 38

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, evaluasi ini menerapkan kriteria standar Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)/Development Assistance Committee (DAC), yaitu
relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan, serta mencakup penilaian atas koherensi program.
Sesuai dengan permintaan dalam TOR, evaluasi ini juga mengarusutamakan responsivitas gender,
keadilan, dan hak asasi manusia dalam pertanyaan evaluasi di seluruh kriteria utama. Metodologi
evaluasi dikembangkan berdasarkan UNEG Norms and Standards for Evaluation (pembaruan 2017) dan
mengintegrasikan prinsip-prinsip panduan UNICEF terkait kesetaraan gender, keadilan, dan hak asasi
manusia di seluruh prosesnya.

Standar-standar tersebut diterapkan dalam metodologi, termasuk dalam perumusan pertanyaan
evaluasi, matriks evaluasi (Lampiran D), instrumen pengumpulan data (Lampiran C), dan proses
evaluasi. Berdasarkan standar ini, evaluasi memberikan perhatian khusus pada penilaian Program
Perlindungan Anak dan layanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam kaitannya dengan gender,
hak anak penyandang disabilitas, serta kelompok perempuan dan anak yang paling rentan atau
berisiko.

7.1.1 Berbasis teori

Evaluasi ini bersifat berbasis teori dan non-eksperimental. Pendekatan berbasis teori

dianggap tepat, mengingat perlunya, sebagaimana disebutkan di TOR, menilai kontribusi Program
Perlindungan Anak UNICEF terhadap hasil di tingkat nasional dan daerah dalam perlindungan
anak, serta efektivitasnya dalam mencapai hasil yang diinginkan pada tingkat capaian dan keluaran.
Namun demikian, evaluasi ini juga menggunakan kabupaten pembanding untuk mengidentifikasi
dan mengisolasi hasil serta kontribusi UNICEF di kabupaten tempat UNICEF aktif mendukung
pembentukan UPTD PPA.

7.1.2 Berbasis hak

Evaluasi ini menggunakan kerangka kerja berbasis hak, yang memungkinkan analisis terhadap
capaian program dalam kaitannya dengan kemajuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak anak.
Pendekatan ini juga mengintegrasikan pertimbangan keadilan dan gender, yang merupakan
elemen penting dari pendekatan berbasis hak.

7.1.3 Pendekatan konsultatif dan partisipatif

Evaluasi ini menggunakan pendekatan konsultatif dan partisipatif yang melibatkan UNICEF,
pemangku kepentingan utama pemerintah seperti KemenPPPA dan Bappenas, mitra pelaksana LSM/
OMS, penanggung jawab utama dan penyedia layanan, serta pemegang hak/penerima manfaat
program. Pengguna utama hasil evaluasi juga dilibatkan dalam pengumpulan data. Pelibatan
pengguna utama secara partisipatif selama evaluasi, termasuk dalam tahap pengumpulan data,
memastikan bahwa temuan, rekomendasi, dan pembelajaran yang dihasilkan relevan dengan konteks,
akurat, dan dapat diterapkan secara praktis.
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7.1.4 Kerangka sistem

Mengingat pentingnya pendekatan berpikir sistemik dalam Program Perlindungan Anak

UNICEF Indonesia, evaluasi ini menerapkan kerangka sistem perlindungan anak untuk menafsirkan
pengetahuan, data, dan informasi yang dihasilkan. Pendekatan sistem ini mengakui bahwa
pembangunan dan penguatan sistem perlindungan anak secara keseluruhan merupakan hal yang
krusial dalam melindungi anak dan remaja dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, lebih dari
sekadar proyek jangka pendek atau perubahan kebijakan yang terbatas yang tidak memperkuat
sistem perlindungan anak itu sendiri.

7.1.5 Pendekatan campuran (mixed methods)

Evaluasi ini menggunakan pendekatan campuran, yang mencakup metode kuantitatif dan kualitatif.
Data kuantitatif sekunder yang sudah tersedia dimanfaatkan, sedangkan pengumpulan data primer
dilakukan secara kualitatif. Data kuantitatif memberikan gambaran umum dan ukuran numerik
terhadap hasil program serta konteksnya, sementara data kualitatif memberikan pemahaman yang
lebih mendalam terhadap hasil evaluasi. Metode penelitian kualitatif memiliki potensi interpretatif
dan penjelasan yang lebih tinggi dibandingkan metode kuantitatif, serta memberikan peluang terbaik
untuk menelusuri bagaimana strategi atau pendekatan tertentu berhasil atau tidak berhasil dalam
konteks tertentu, dan (yang terpenting) mengapa.

Jenis data kualitatif dan kuantitatif yang digunakan dijelaskan pada bagian berikut.

Sumber data, metode pengumpulan, dan pengambilan sampel

Evaluasi ini menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data untuk memastikan
keandalan hasil, mendorong imparsialitas, mengurangi bias, dan memastikan bahwa evaluasi
didasarkan pada informasi yang paling komprehensif dan relevan.

Mengingat sebagian besar metode pengumpulan data bersifat kualitatif, teknik pengambilan
sampel secara purposif digunakan untuk pemilihan peserta. Artinya, seluruh anggota sampel dipilih
berdasarkan kesesuaian mereka dengan kriteria yang relevan dengan pertanyaan evaluasi, serta
sejauh mana informasi yang mereka miliki berguna untuk mengembangkan dan menguji gagasan
analitis yang muncul. Pemilihan peserta spesifik didukung oleh staf lapangan UNICEF berdasarkan

kriteria yang dikembangkan oleh tim.
Daftar lengkap peserta evaluasi tercantum dalam Lampiran F.

7.2.1 Telaah dokumen

Sepanjang tahap inisiasi evaluasi, tim melakukan telaah terhadap sejumlah dokumen dari UNICEF
dan hasil penelitian tinjauan pustaka. Dokumen tersebut mencakup: laporan analisis situasi; laporan
evaluasi; dokumen country programme; catatan strategi program; rencana manajemen tahunan;
tinjauan program; laporan kemajuan; tinjauan tengah tahun dan akhir tahun; laporan tahunan;
laporan pemantauan pihak ketiga dari Pemerintah, PBB, dan LSM; studi penelitian; serta laporan
media yang relevan. Telaah dokumen ini juga mencakup peninjauan dokumen utama pemerintah
(undang-undang, kebijakan, dan rencana aksi) yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan
anak. Informasi ini sangat penting untuk penyusunan kerangka evaluasi dan metodologinya secara
umum. Telaah dokumen menjadi krusial dalam memahami input dan output terkait penyediaan
layanan terpadu, serta hasil dan dampak yang diharapkan, dengan fokus khusus pada identifikasi
input dan output dari kegiatan UNICEF.
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7.2.2 Wawancara narasumber kunci/wawancara kelompok dengan pemangku kepentingan

tingkat nasional dan daerah

Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui wawancara narasumber kunci (Key

Informant Interviews/K1l), yang dilakukan secara langsung, atau jika tidak memungkinkan, secara virtual
(Zoom), di tingkat nasional dan daerah. Tujuan wawancara ini adalah memperoleh informasi rinci dan
spesifik dari para ahli atau narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam di bidang yang relevan
dengan evaluasi. Pendekatan semi-standar digunakan dengan panduan alat wawancara terstruktur,
tetapi tetap memberikan ruang bagi interaksi yang dipandu oleh responden. Wawancara kelompok
dilakukan pada kasus tertentu untuk meningkatkan kenyamanan responden dan memperkaya
interaksi.

Pemangku kepentingan nasional yang dipilih mencakup pihak-pihak yang memiliki pengetahuan,
keahlian, dan informasi akurat terkait indikator dalam kerangka evaluasi, termasuk: staf kunci
UNICEF, perwakilan pemerintah, LSM/OMS nasional utama, serta konsultan yang terlibat dalam
pengembangan UPTD PPA.

Pemangku kepentingan di tingkat daerah dipilih berdasarkan pengetahuan mendalam mereka
tentang layanan perlindungan bagi perempuan dan anak, pengetahuan atau peran spesifik terkait
model UPTD PPA, serta pengalaman/keahlian Program Perlindungan Anak secara lebih luas dalam hal
pelaksanaan dan penyedian layanan perlindungan. Pemangku kepentingan ini mencakup lembaga
pemerintah daerah dan mitra pelaksana, termasuk: Dinas PPPA, Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/
kota, serta staf kantor lapangan UNICEF.

7.2.3 Wawancara narasumber kunci/wawancara kelompok dengan tenaga profesional perlindungan
Evaluasi ini juga melibatkan KII/wawancara kelompok dengan penyedia layanan, termasuk staf UPTD
PPA, lembaga rujukan, dan penyedia layanan terkait. Wawancara mencakup pertanyaan tentang
jenis layanan perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak, jenis kasus yang ditangani,
tantangan dalam penyediaan layanan yang mudah diakses dan berkualitas, serta koordinasi dan
kolaborasi dengan penyedia layanan lainnya. Sistem dan proses manajemen kasus menjadi tema
utama dalam wawancara ini.

Pemangku kepentingan yang dipilih adalah mereka yang berpengalaman dalam memberikan layanan
perlindungan bagi perempuan dan anak, termasuk: staf UPTD PPA, staf P2TP2A (di kabupaten
pembanding), mitra pelaksana dari OMS dan organisasi keagamaan, serta penyedia layanan dan
lembaga terkait (penyedia bantuan hukum, psikolog, kepolisian, pekerja sosial, konselor, staf rumah
aman); dan kader desa.

7.2.4 Studi kasus menyeluruh (melibatkan wawancara mendalam dengan dengan orang tua/pengasuh;
anak-anak/perempuan; dan pekerja sosial)

Studi kasus menyeluruh melibatkan wawancara mendalam (In-Depth Interviews/IDI) yang
ditargetkan dengan perempuan/anak, orang tua/pengasuh, manajer atau pekerja kasus, serta
anggota masyarakat kunci terkait kasus tertentu. Tujuannya adalah mengumpulkan data mengenai
pengalaman dan pandangan peserta terhadap layanan perlindungan yang diterima dan/atau kontak
mereka dengan sistem UPTD PPA. Anak-anak diberi pilihan untuk mengikuti wawancara individu atau
didampingi oleh orang tua/pengasuh (jika sesuai) atau pekerja kasus/pekerja sosial. Wawancara
individu hanya dilakukan untuk anak berusia 12 tahun ke atas.
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Jika memungkinkan, studi kasus juga dilengkapi dengan telaah berkas kasus.*' IDI juga dilakukan
dengan manajer/pendamping kasus yang menangani serta pihak lain yang relevan (misalnya petugas
kepolisian, guru, staf LSM) untuk menilai praktik manajemen kasus dan melakukan triangulasi data
dari IDI dan telaah berkas kasus.

Untuk studi kasus, digunakan pendekatan pengembilan sampel untuk kasus yang umumnya ditangani
(typical case sampling), dengan target tiga studi kasus di setiap enam lokasi evaluasi. Kasus dipilih

dari data pemantauan UPTD PPA (atau P2TP2A di kabupaten pembanding) untuk mewakili kasus
perlindungan anak yang umum (misalnya kasus di mana anak menerima layanan dari UPTD PPA

atau P2TP2A). Staf UPTD PPA diminta mempertimbangkan kriteria yang mereka asosiasikan dengan
kasus perlindungan anak yang umumnya ditangani. Kasus yang memenuhi kriteria tersebut dipilih
dengan mempertimbangkan keberagaman demografis seperti jenis kelamin, usia, jenis kasus, serta
jenis layanan atau dukungan yang diterima. Secara keseluruhan, 34 IDI dilakukan dengan total 41
peserta sebagai bagian dari studi kasus menyeluruh.

7.2.5 Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan anggota masyarakat

Tujuan dari diskusi kelompok terarah ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas
tentang persepsi dan sikap terkait tantangan perlindungan yang dihadapi perempuan dan anak di
lokasi studi, serta untuk memahami mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat
lokal/desa. Diskusi difokuskan pada isu-isu perlindungan utama yang dihadapi perempuan dan anak
sebagaimana dipersepsikan oleh peserta, persepsi terkait akses terhadap layanan dan jenis layanan
yang tersedia di masyarakat, serta pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai penyebab tantangan
perlindungan.

Peserta dari lokasi program maupun pembanding mencakup anggota masyarakat yang memiliki
pengetahuan tentang mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat/desa. Kelompok FGD juga
dipilih untuk mencakup anggota masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam sistem perlindungan
anak; FGD ini digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait pemahaman dan pengetahuan

yang lebih luas mengenai perlindungan anak di masyarakat. Secara keseluruhan, 17 FGD dilakukan
selama pengumpulan data di enam lokasi kabupaten evaluasi, dengan melibatkan 117 peserta.

7.2.6 Pemilihan lokasi geografis

Pengumpulan data dilakukan di tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten). Setelah
berkonsultasi dengan UNICEF selama tahap awal evaluasi, pengumpulan data di tingkat daerah
dilakukan di dua provinsi: Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Perubahan cakupan ini dariyang
tercantum dalam ToR (yang mencakup empat provinsi: Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi
Selatan) dilakukan agar pengumpulan data dapat dilakukan secara mendalam sesuai sumber daya
yang tersedia (dengan mempertimbangkan bahwa fokus utama evaluasi adalah menelaah praktik di
tingkat pemberi layanan, sehingga dibutuhkan pendekatan mendalam, bukan terlalu luas).

Pemilihan kabupaten dilakukan melalui konsultasi dengan UNICEF berdasarkan kehadiran program
tersebut. Kabupaten dengan UPTD PPA yang telah mapan (yakni yang telah menerima dukungan
signifikan dari UNICEF) dipilih di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, ditambah satu kabupaten
pembanding di masing-masing provinsi (yang belum memiliki UPTD PPA mapan atau belum

41 Sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Etika (Lampiran B), telaah berkas fisik kasus dilakukan di tempat, dan informasi identitas tidak dicatat
pada catatan berkas kasus.

Evaluasi Formatif Layanan Perlindungan Terpadu bagi Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun 2021-2023 41



7.3

. 42

menerima dukungan penuh UNICEF), namun memiliki konteks yang relatif sebanding dengan salah
satu lokasi program. Hal ini memungkinkan perbandingan antara layanan di lokasi yang memiliki
kehadiran program signifikan dan lokasi pembanding. Lokasi juga dipilih berdasarkan keragaman
geografis, mencakup wilayah pedesaan dan perkotaan. Profil kontekstual rinci untuk setiap lokasi
geografis dapat dilihat di Lampiran H.

Gambar 5: Lokasi pengumpulan data

Sulawesi Selatan Jawa Timur

Kabupaten 1 Kabupaten Maros Kabupaten Sidoarjo

Kota 2 Kota Makassar Kota Surabaya

Kabupaten/kota 3 (pembanding) Kabupaten Pangkajene Kepulauan | Kota Batu

Analisis Data

Tinjauan dan analisis sistematis terhadap seluruh data dilakukan untuk mengidentifikasi tema utama,
pola, wacana, hubungan, dan penjelasan yang relevan dengan pertanyaan dan indikator evaluasi
sebagaimana tercantum dalam matriks evaluasi. Matriks evaluasi digunakan sebagai kerangka kerja
untuk mengorganisasi data dan memandu analisis.

7.3.1 Metode analisis data

Analisis tematik terhadap data kualitatif

Seluruh data kualitatif mentah ditinjau dan dikodekan berdasarkan tema yang sesuai dengan
pertanyaan evaluasi. Tim evaluasi menggunakan analisis tematik dengan fokus pada pemahaman
bagaimana layanan perlindungan terintegrasi berfungsi sebagai bagian dari sistem perlindungan
anak, serta peran dukungan UNICEF di dalamnya. Analisis ini berupaya mengidentifikasi hasil yang
diharapkan maupun tidak diharapkan dari program, praktik baik, tantangan, serta kapasitas dan area
yang perlu ditingkatkan.

Analisis data kuantitatif

Analisis sekunder dilakukan terhadap data UPTD PPA yang tersedia. Tujuannya adalah untuk
memperoleh gambaran yang komprehensif, deskriptif dan objektif mengenai jumlah kasus yang
ditangani di berbagai lokasi; karakteristik demografis anak dan perempuan penerima layanan
termasuk jenis kelamin, usia, dan disabilitas; jenis kasus yang dirujuk; sumber rujukan; serta hasil
kasus. Namun, tim hanya dapat mengakses data administratif dari sejumlah kecil lokasi, dan data
tersebut tidak tersedia dalam bentuk yang terurai dengan cukup rinci.

Triangulasi data

Berbagai jenis dan sumber data ditriangulasi satu sama lain untuk mengidentifikasi
ketidakkonsistenan informasi. Triangulasi membantu memastikan akurasi temuan, analisis, dan
interpretasi: penggunaan berbagai metode membantu evaluator mengatasi bias atau kelemahan
yang terkait dengan metode tertentu.
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Fokus peka gender berbasis hak asasi manusia

Sebagaimana telah disebutkan, evaluasi ini menerapkan lensa hak asasi manusia dalam analisis
data, dengan mempertimbangkan seluruh temuan evaluasi dalam kerangka konseptual yang
secara normatif berdasarkan standar dan hukum hak asasi manusia. Ini mencakup pertimbangan
terhadap ketidaksetaraan dan bentuk diskriminasi struktural serta dinamika kekuasaan yang
melatarbelakanginya dalam analisis gagasan dan pengalaman masyarakat terhadap sistem
perlindungan. Seluruh data yang dihasilkan diurai berdasarkan jenis kelamin, etnis, usia, dan
disabilitas (jika data tersedia), dan lensa analisis yang peka gender dan keadilan diterapkan pada

seluruh bukti.

7.3.2 Validasi dan pengawasan

Temuan evaluasi disampaikan dalam lokakarya validasi yang diselenggarakan secara hybrid (lokakarya
tatap muka dengan sejumlah peserta bergabung secara daring) di Jakarta pada Januari 2025.
Lokakarya ini melibatkan Evaluation Reference Group, pemangku kepentingan utama di tingkat
nasional dan provinsi tempat pengumpulan data, serta remaja anggota Forum Anak di provinsi
tersebut. Para peserta diberi ruang untuk meninjau dan memberikan masukan terhadap temuan
utama serta berpartisipasi dalam diskusi kelompok kecil untuk membahas dan memperdalam
rekomendasi laporan. Peserta juga diberi kesempatan untuk memberikan komentar tertulis terhadap

draf laporan.

Dua putaran komentar tertulis juga diberikan oleh staf kunci UNICEF Indonesia dan telah dimasukkan

ke dalam versi final laporan.

7.4 Keterbatasan dan kendala

Gambar 6: Tabel keterbatasan dan strategi mitigasi

Potensi kendala / keterbatasan Strategi mitigasi

Akses ke responden

Evaluasi ini bergantung pada partisipasi pemangku
kepentingan utama dan penerima manfaat program.
Jika partisipasi mereka tidak diperoleh, hal ini dapat
mengganggu dasar bukti evaluasi.

Dengan berkomunikasi dengan peserta jauh
sebelum pengumpulan data, tim berhasil
memastikan ketersediaan mereka. Selain

itu, pendekatan penjadwalan yang fleksibel
membantu memastikan partisipasi pihak kunci.

Tim juga bekerja sama dengan UNICEF dan
anggota ERG untuk memastikan mendapatkan
izin yang diperlukan di tingkat nasional dan
daerah agar dapat mengakses pemangku
kepentingan utama.

Bias pelaporan

Evaluasi ini membahas isu sensitif dan juga mengevaluasi
pekerjaan profesional. Karena sifat sensitif ini, bukti

yang dikumpulkan kemungkinan terpengaruh oleh

bias pelaporan. Responden mungkin enggan atau tidak
bersedia membagikan informasi sensitif atau pribadi,
baik tentang pengalaman traumatis (pada anak maupun
orang dewasa) maupun aspek pekerjaan profesional yang
mereka khawatirkan dapat menimbulkan kesan negatif
terhadap diri mereka atau UNICEF.

Untuk memitigasi bias pelaporan, evaluator
dengan hati-hati menjelaskan kepada seluruh
responden bahwa evaluasi ini bersifat
pembelajaran; dan menjelaskan bahwa
anonimitas mereka akan terlindungi, dan bahwa
tidak ada konsekuensi negatif pribadi atau
profesional dari informasi yang mereka bagikan.
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Potensi kendala / keterbatasan Strategi mitigasi

Bias ingatan Evaluator berhati-hati mempertimbangkan
Karena evaluasi ini melibatkan percakapan dengan dampak bias ingatan dalam analisis dan
responden mengenai pengalaman masa lalu, terdapat interpretasi data penelitian. Evaluator juga
kemungkinan bahwa bukti terpengaruh oleh bias ingatan. | mentriangulasi informasi objektif melalui
Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan ketika bantuan sumber data dan dokumentasi lain
responden lupa atau salah mengingat peristiwa yang (misalnya berkas, laporan, dlf).

terjadi sebelumnya; dan gagasan responden tentang
kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa peristiwa
tersebut terjadi mungkin telah dipengaruhi oleh peristiwa
selanjutnya.

7.5 Pertimbangan etis

24

Evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Etika dan Prinsip Etika untuk Penelitian yang
Melibatkan Anak oleh UNEG, serta pedoman etika internal Coram International. Protokol etika yang
terperinci dan disesuaikan dikembangkan, mencakup lembar informasi, formulir persetujuan, daftar
periksa, dan protokol rujukan perlindungan anak. Protokol, metodologi, dan alat penelitian diajukan
kepada dewan etik independen di Indonesia, yaitu Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dan
disetujui sebelum pengumpulan data dimulai. Protokol etika dan alat penelitian tercantum dalam
Lampiran B dan Lampiran C. Untuk mematuhi prinsip utama “do no harm”, evaluasi menerapkan
prinsip-prinsip berikut:

Partisipasi sukarela: Partisipasi dalam evaluasi ini dilakukan secara sukarela. Tim evaluasi
menjelaskan kepada peserta dengan bahasa yang jelas dan sesuai usia bahwa mereka tidak
diwajibkan untuk berpartisipasi dan dapat menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi
negatif.

Persetujuan berdasarkan informasi (informed consent): Peserta evaluasi diberi penjelasan
mengenai tujuan dan sifat penelitian, kontribusi mereka, serta bagaimana data yang dikumpulkan
akan digunakan melalui lembar informasi dan formulir persetujuan yang disediakan dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris. Evaluator menjelaskan isi formulir persetujuan dengan bahasa yang
sesuai usia sebelum wawancara dimulai, untuk mempelajarai peserta sebelum wawancara dimulai.
Dalam FGD, peserta diinformasikan secara lisan mengenai tujuan studi dan kontribusi mereka,

dan persetujuan verbal diberikan serta dicatat sebelum FGD dimulai. Jika relevan, persetujuan juga
diperoleh dari orang tua atau pengasuh anak.

Mengelola ekspektasi: Evaluator menjelaskan secara hati-hati mengenai tujuan dan sifat penelitian
kepada peserta, serta peran data yang dikumpulkan dalam proyek evaluasi. Peserta diinformasikan

bahwa tujuan keterlibatan mereka bukan untuk memberikan bantuan langsung, guna menghindari

timbulnya harapan yang tidak berdasar.

Anonimitas dan kerahasiaan: Identitas seluruh peserta evaluasi dijaga kerahasiaannya selama
proses pengumpulan data maupun dalam tahap analisis dan penulisan temuan penelitian. Protokol
perlindungan dan penyimpanan data yang ketat diterapkan untuk menjaga kerahasiaan peserta dan
data evaluasi. Pedoman etika Coram International mencakup langkah-langkah ekstensif untuk
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memastikan anonimitas, termasuk melakukan wawancara di tempat yang privat; tidak mencatat
nama; memastikan hasil evaluasi disajikan tanpa mengungkap identitas individu; serta menerapkan
penyimpanan data yang aman.

Menangani isu perlindungan anak: Protokol dan alat yang disesuaikan terkait perlindungan dan
keselamatan anak dikembangkan untuk mendukung identifikasi dan rujukan isu perlindungan anak
(Lampiran B), dan semua evaluator telah dilatih mengenai protokol ini. Seluruh anggota tim memiliki
keahlian dalam melaksanakan evaluasi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk anak-
anak, remaja, dan kelompok rentan. Semua evaluator internasional telah menjalani pemeriksaan
catatan kriminal di Inggris melalui Disclosure and Barring System.
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8. Temuan Evaluasi

8.1 Relevansi

Pertanyaan: Sejauh mana pendekatan program layanan perlindungan terpadu sesuai
— dengan kebutuhan, prioritas, dan kebijakan para pemangku kepentingan nasional dan
daerah, anak, perempuan, serta masyarakat?

Ringkasan temuan mengenai relevansi

Program ini tampaknya sangat relevan dengan kebutuhan, prioritas, dan kebijakan para
pemangku kepentingan utama di tingkat nasional maupun daerah, serta dengan kebutuhan
penerima manfaat. Di kedua tingkat tersebut, pengembangan UPTD PPA merupakan respons
terhadap kesenjangan dalam penyediaan layanan komprehensif di dalam sistem perlindungan anak.
Meskipun UPTD PPA dikembangkan dari dan umumnya menggantikan layanan sebelumnya untuk
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan
dan Anak - P2TP2A), hasil temuan menunjukkan bahwa rancangan UPTD PPA sangat relevan karena
mampu menjawab fragmentasi serta keterbatasan fokus/spesialisasi di antara para pemangku
kepentingan perlindungan anak pada model yang telah ada, melalui pembentukan unit khusus,
penerapan proses manajemen kasus bagi korban/penyintas kekerasan terhadap perempuan dan
anak, serta peningkatan koordinasi antar penyedia layanan. Peningkatan jumlah kasus yang masuk ke
UPTD PPA, beserta data jenis kasusnya, menunjukkan bahwa layanan tersebut menjawab kebutuhan
penerima manfaat. UPTD PPA juga terbukti tetap relevan dalam menghadapi isu-isu baru, seperti
meningkatnya kasus kekerasan dan eksploitasi seksual daring, dengan menyediakan dukungan
berupa peningkatan kapasitas dan kesadaran dalam mengidentifikasi dan menangani kasus tersebut.
Namun demikian, relevansi UPTD PPA bagi penerima manfaat dapat ditingkatkan dengan memastikan
adanya mekanisme yang memungkinkan partisipasi bermakna dari penerima manfaat/pengguna
layanan, termasuk anak, remaja, dan anggota masyarakat. Ditemukan pula bahwa rancangan UPTD
PPA kurang relevan di daerah terpencil, di mana akses langsung ke lokasi fisik UPTD PPA tidak selalu
memungkinkan.

8.1.1 Kesesuaian dengan kebutuhan, prioritas, dan kebijakan pemangku kepentingan

di tingkat nasional dan daerah

Program ini dinilai responsif terhadap kesenjangan yang ada dalam sistem perlindungan anak
dan dengan demikian relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan perlindungan
anak di tingkat nasional dan daerah. Menurut para pemangku kepentingan utama di lokasi
program evaluasi, sebelum pembentukan UPTD PPA sudah terdapat layanan yang menangani
kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu P2TP2A. Namun, P2TP2A menangani beragam

isu, tidak memiliki spesialisasi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta
bukan merupakan unit yang otonom. Layanan tersebut juga belum memiliki proses yang baku
(misalnya sebagaimana diatur dalam standar operasional prosedur), sistem manajemen kasus yang
kuat, maupun tenaga yang memadai dan berkualifikasi. Akibatnya, penyedia layanan tidak dapat
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memberikan layanan yang komprehensif dan terkoordinasi. Para informan kunci menggambarkan
kebutuhan akan UPTD PPA sebagai hal yang “mendesak” atau “vital” untuk menutup kesenjangan
dalam sistem yang ada dan memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
yang lebih efektif, sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut:

“[Sebelum pembentukan UPTD PPA], mereka hanya berkata, ‘kita tangani bersama’ tanpa
SOP atau standar. Siapa yang menangani kasusnya? Tidak ada pekerja kasus. Penanganan
dilakukan hanya berdasarkan perasaan. Proses manajemennya sangat buruk.” #

“Kebutuhannya sangat mendesak...dengan adanya UPTD PPA, kini ada layanan khusus untuk
menangani perempuan dan anak. Dibandingkan dengan sebelumnya, memang berjalan, tapi
tidak ada spesialisasinya. Tidak cukup kuat.”

Di Sulawesi Selatan, juga dilaporkan adanya keterbatasan ‘rasa kepemilikan’ kasus dari lembaga
pemerintah, di mana layanan sebagian besar ditangani melalui LSM.* Rendahnya rasa kepemilikan ini
juga tampak pada alokasi anggaran, di mana dana yang disediakan hanya mencakup kebutuhan tim,
tetapi tidak mencakup penyediaan layanan bagi perempuan dan anak.*

Pembentukan UPTD PPA tampak responsif terhadap berbagai kesenjangan dan tantangan
tersebut dalam sistem perlindungan anak di tingkat layanan. Menurut informan kunci, pendirian
UPTD PPA menjawab kekurangan sebelumnya dalam hal proses, otonomi, spesialisasi, dan koordinasi
(baik di antara penyedia layanan maupun dalam keterhubungan antar-layanan di tingkat desa,
kabupaten/kota, dan provinsi) dalam layanan respons yang sudah ada. Hal ini telah membantu
meningkatkan akses terhadap layanan serta memungkinkan pemberian layanan yang lebih efektif.
Capaian ini juga terlihat dari studi kasus yang dilakukan untuk evaluasi ini (lihat bagian efektivitas di
bawah). Misalnya:

“Masalah dalam hal penanganan sudah hilang; sekarang lebih berkelanjutan, konsisten, dan
komprehensif.” #

“Sekarang kami punya UPTD PPA, akhirnya bisa fokus hanya pada kekerasan terhadap anak
dan perempuan. Sebelumnya kami harus menangani program lain. Sekarang kami bisa berdiri
sendiri dan fokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga penanganan kasus
menjadi lebih optimal.”

4
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Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, 16 Juli 2024.

Wawancara informan kunci dengan Dinas Sosial Provinsi, Surabaya, 3 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, 3
September 2024.

Ibid.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Sosial Provinsi, Surabaya, 3 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan kantor Dinas PPPA Kabupaten Kota Surabaya, 5 September 2024.
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Para pemangku kepentingan di kedua provinsi juga melaporkan bahwa UPTD PPA membantu
mengatasi kurangnya koordinasi dalam penanganan kasus lintas kabupaten/kota, dengan
menetapkan proses dan mandat penangangan kasus dilaporkan kepada dan ditangani oleh UPTD
PPA.

Namun, di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), beberapa pemangku kepentingan kunci

menilai bahwa pembentukan UPTD PPA tidak membawa perubahan signifikan dalam
penanganan kasus. Sejumlah pihak (umumnya dari dinas lain seperti kesehatan dan kepolisian)
tampak belum memahami bahwa UPTD PPA membawa perubahan dalam penanganan kasus
kekerasan terhadap anak dan perempuan. Mereka melaporkan bahwa, selain perubahan nama, UPTD
PPA menjalankan fungsi serupa dengan P2TP2A (yakni memberikan layanan bagi korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak melalui kerja sama lintas sektor). Menurut mereka, UPTD PPA tidak
harus menggantikan P2TP2A, melainkan dapat menjalankan fungsi yang berbeda namun saling
melengkapi.

Di kabupaten pembanding, peserta yang memahami model UPTD PPA menganggap model
ini relevan dengan konteks lokal mereka, karena yang dibutuhkan adalah unit yang lebih fokus,
mandiri, dan mampu memberikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
yang berkualitas (khususnya melalui manajemen kasus dan mandat yang lebih fokus sehingga
memungkinkan koneksi dengan lembaga kunci lainnya).

8.1.2 Relevansi Pendekatan dan Desain UNICEF

Posisi program UPTD PPA dalam kerangka besar Program Perlindungan Anak UNICEF, yang
berfokus pada penguatan sistem perlindungan anak, dinilai sangat relevan dengan konteks di
Indonesia. Program ini menerapkan pendekatan multi-level, yaitu dengan memberikan dukungan
untuk memperkuat berbagai komponen sistem perlindungan anak di berbagai tingkat pemerintahan
(pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat). Dengan demikian, Program Perlindungan Anak
mampu memberikan dukungan komprehensif yang diperlukan untuk memastikan efektivitas layanan
di tengah konteks desentralisasi yang kuat, di mana kebijakan dan regulasi nasional berperan
penting dalam membentuk mandat di tingkat daerah (penyedia layanan). Program ini juga didukung
oleh koordinasi yang kuat antar bagian (output) dalam tim perlindungan anak, khususnya melalui
kolaborasi dengan output/bagian hukum dan kebijakan dan perubahan perilaku sosial.

Relevansi dukungan UNICEF terhadap kebutuhan dan prioritas di tingkat nasional

Program Perlindungan Anak UNICEF terbukti menjalin hubungan yang baik dengan para mitra
nasional melalui kemitraan yang berkualitas dengan para pemangku kepentingan kunci, sehingga
memastikan keselarasan program dengan prioritas Pemerintah. Di tingkat nasional, UNICEF
bekerja sama dengan mitra utama, khususnya KemenPPPA dan Bappenas, untuk menetapkan mandat
dan kerangka kerja hukum bagi UPTD PPA. Kegiatan penyusunan bukti dan advokasi yang dilakukan
sebelum pembentukan UPTD PPA menjadi dasar bagi pengembangan kerangka hukum tersebut.
Upaya ini menghasilkan landasan hukum yang kuat bagi pembentukan UPTD PPA. Permen PPPA
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak mengatur struktur
dan kerangka kerja UPTD PPA, termasuk enam jenis layanan yang wajib disediakan oleh UPTD PPA,
yaitu: pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara;
mediasi; dan pendampingan korban.*® Pada tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana

48 Bab 2, Pasal 3(1), Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
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Kekerasan Seksual (TPKS) menetapkan bahwa UPTD PPA menjadi lembaga utama yang menangani
kasus kekerasan seksual, termasuk pemulihan dan pendampingan korban melalui layanan dasar yang
disediakan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mewajibkan pemerintah daerah di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk UPTD PPA.#

Para pemangku kepentingan mencatat bahwa perkembangan hukum tersebut sangat relevan dengan
konteks Indonesia, di mana mandat hukum nasional diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan di
tingkat daerah.

Pemangku kepentingan pemerintah di tingkat nasional juga menekankan bahwa kemajuan

ini dimungkinkan berkat hubungan jangka panjang yang telah dibangun UNICEF dengan
kementerian kunci, khususnya KemenPPPA dan Bappenas. Salah satu pemangku kepentingan
menyebut hubungan ini sebagai hubungan dengan “kekuatan tawar yang setara,” di mana UNICEF
mempertimbangkan kepentingan pemerintah, memastikan bahwa program yang dilakukan relevan
dan disesuaikan dengan konteks lokal. Misalnya:

“Keberadaan UNICEF di tingkat nasional sangat membantu, misalnya dalam advokasi UU TPKS,
yang memandatkan UPTD PPA sebagai penyedia layanan bagi korban kekerasan seksual...
UNICEF memiliki hubungan kerja yang baik dengan kementerian di tingkat nasional, yang
penting untuk advokasi kebijakan.” >

“UNICEF selalu mendengarkan hasil analisis kami dan kebutuhan spesifik kami, serta
mempertimbangkan ketersediaan anggaran nasional... UNICEF melakukan pengawasan ketat
bersama kami, saling melengkapi. Kami memiliki kekuatan tawar yang cukup seimbang dalam
menyusun anggaran, membahas strategi, metodologi, dan sebagainya dengan UNICEF.” 5

Dukungan UNICEF dalam penyusunan bukti dan kegiatan advokasi juga terbukti krusial dalam
memastikan keselarasan dengan prioritas pemerintah dan dalam mendukung pembentukan
UPTD PPA. Pada tahun 2015, UNICEF membantu KemenPPPA melaksanakan survei pertama tentang
prevalensi kekerasan terhadap anak. UNICEF juga mendukung survei lanjutan pada tahun 2018,
yang mendorong fokus pemerintah terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di tingkat
nasional. Hasil kedua survei ini menjadi dasar bagi advokasi UNICEF di tingkat nasional agar isu
perlindungan perempuan dan anak dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN).>2 Kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga pemerintah nasional utama yang
dikembangkan dan dijaga tampaknya menjadi faktor yang memungkinkan tercapainya hasil tersebut.
Secara khusus, UNICEF Indonesia telah berkoordinasi dengan KemenPPPA dan Bappenas dalam
jangka waktu yang panjang, yang pada akhirnya menghasilkan pengembangan dan pembentukan
model layanan UPTD PPA.
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ‘KemenPPPA: Perpres tentang UPTD PPA Wajibkan Pembentukan UPTD PPA
di Daerah’, 4 Mei 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3NA>, diakses pada 1 Juli 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Wahana Visi, Jakarta, 18 Juli 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan KemenPPPA, Jakarta, 16 Juli 2024.

KII bersama staf UNICEF Indonesia, Jakarta, 16 Juli 2024.
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Relevansi upaya UNICEF dalam mendukung pelaksanaan mandat hukum tersebut juga diakui
oleh para pemangku kepentingan. Hal ini mengingat tantangan yang dihadapi pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan dan regulasi baru. Program UNICEF yang mendukung model UPTD
PPA bertujuan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pemerintah nasional dan daerah serta para
pemangku kepentingan. Strategi dan dukungan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan UPTD
PPA dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas KemenPPPA, Bappenas, dan lembaga pemerintah
lainnya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan model layanan terpadu perlindungan
perempuan dan anak.

Relevansi dukungan UNICEF terhadap kebutuhan dan prioritas pemangku kepentingan di tingkat daerah
Di tingkat daerah, model UPTD PPA tampak selaras dengan prioritas dan kebijakan para
pemangku kepentingan utama serta sejalan dengan program dan tujuan yang lebih luas di
masing-masing daerah. Misalnya, di Kota Surabaya, keselarasan yang kuat terlihat dengan prioritas
dan keberlanjutan kepemimpinan Wali Kota sebelumnya yang sangat menekankan isu perlindungan.

Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun model UPTD PPA. Di Sulawesi Selatan, model
UPTD PPA juga sejalan dengan program dan tujuan Dinas PPPA, khususnya program “Lindungi
Anakmu”, di mana UPTD PPA dipandang sebagai komponen penting dari inisiatif tersebut.

Dukungan UNICEF di tingkat Daerah relevan dalam mendukung pelaksanaan model UPTD

PPA sebagaimana diatur dalam peraturan dan standar nasional. Dukungan yang diberikan di
tingkat daerah tampaknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah (meskipun
beberapa pemangku kepentingan di lokasi evaluasi mengaku tidak mengetahui secara pasti bentuk
dukungan yang diberikan UNICEF). Dukungan tersebut mencakup bantuan dalam penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasional UPTD PPA, pengembangan mekanisme kerja
(kebutuhan staf, prosedur, dll.), serta pelatihan bagi staf UPTD PPA, khususnya terkait manajemen
kasus dan penguatankoneksi antara mekanisme di tingkat desa dengan UPTD PPA (lihat paragraph
berikutnya). Menurut pemangku kepentingan kunci, bentuk dukungan ini sangat relevan dengan
kebutuhan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota:

“Sangat tepat dan sesuai karena itu memberikan dasar bagi pelaksanaan layanan... ketika
UPTD PPA dibentuk, mereka perlu tahu bagaimana mengelola kasus - bagaimana melakukan
asesmen, intervensi, hingga penutupan kasus.”™?

“Sangat diperlukan dan sangat komprehensif, misalnya pelatihan bagi seluruh desa di Maros.
Bahkan sekarang terbentuk forum untuk saling berbagi kasus antardesa.”™*

Namun, pelatihan yang diberikan dinilai belum cukup intensif untuk mendukung penerapan
manajemen kasus yang kuat, mengingat banyak staf belum memiliki pengalaman yang diperlukan
dalam praktik manajemen kasus. Pelatihan yang lebih intensif dan rutin, dan idealnya termasuk
bimbingan, akan sangat relevan untuk menetapkkan dan menjaga manajemen kasus yang
efektif di UPTD PPA, serta memastikan penerapan praktik pengawasan yang efektif.

53 Wawancara informan kunci dengan Dinas Sosial Provinsi, Surabaya, 3 September 2024.
54 Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan, Maros, 3 September 2024.
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Dukungan yang diberikan kepada sistem perlindungan berbasis desa juga tampak relevan,
mengingat perlunya mengatasi kesenjangan dalam pelaporan dan memperluas jalur rujukan dari
tingkat lokal. Kegiatan yang relevan di tingkat masyarakat untuk mengatasi masalah permintaan
mencakup kerja sama dengan Kementerian Desa untuk mendorong dan memperkuat kapasitas
Mekanisme Layanan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mengidentifikasi serta
mengetahui cara menangani atau merujuk kasus perlindungan anak dan kekerasan terhadap
perempuan. Para pemangku kepentingan dan penyedia layanan mencatat bahwa sosialisasi UPTD
PPA di tingkat desa sangat penting untuk membangun keterhubungan antara desa dan UPTD PPA
serta menciptakan peluang bagi masyarakat untuk melakukan rujukan mandiri, maupun memperkuat
koordinasi/rujukan antara lembaga perlindungan berbasis masyarakat/polisi masyarakat dengan
UPTD PPA. Beberapa kasus perlindungan anak yang dirujuk oleh relawan masyarakat terlatih
disebutkan dalam FGD. Dukungan di tingkat desa perlu ditingkatkan untuk memperkuat
kepercayaan desa terhadap UPTD PPA dan memperluas jalur rujukan, terutama di wilayah
pedesaan dan terpencil, di mana anak-anak dan perempuan mungkin tidak memiliki akses
langsung ke UPTD PPA.

8.1.3 Relevansi terhadap kebutuhan dan prioritas penerima manfaat/pemegang hak

Pengembangan UPTD PPA, yang bertujuan menangani kekerasan terhadap anak dan kekerasan
terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya, sangat relevan dengan kebutuhan penerima
manfaat, serta didasarkan pada bukti yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan
mereka. Berdasarkan bukti (yang dijelaskan dalam konteks Perlindungan Anak di atas dan diuraikan
lebih lanjut dalam Lampiran J), anak-anak di Indonesia rutin terpapar kekerasan, penelantaran, dan
eksploitasi, sementara tingkat kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam hubungan
intim, tergolong tinggi. Dengan tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak, tingkat
pelaporan yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam mengakses layanan dan dukungan.

Data program menunjukkan bahwa setelah pengembangan UPTD PPA, tingkat pelaporan kasus
kekerasan meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 7: Jumlah kasus yang tercatat di UPTD PPA (Nasional), 2016-2023
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Sumber: Data kasus SIMFONI-PPA
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Menurut database SIMFONI-PPA, pada tahun 2023 sebagian besar kasus yang diterima UPTD PPA
merupakan kekerasan seksual, disusul oleh kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. UPTD PPA
juga menerima jumlah kasus yang lebih sedikit terkait perdagangan orang atau eksploitasi.

Gambar 8: Jumlah kasus yang tercatat di UPTD PPA
berdasarkan jenis kasus (nasional), perempuan dan anak, 2023
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Data yang menunjukkan peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
kekerasan terhadap anak ini mengindikasikan bahwa pengembangan UPTD PPA telah responsif
terhadap kebutuhan penerima manfaat (dan bahwa upaya peningkatan akses terhadap UPTD PPA
menunjukkan hasil positif - lihat bagian efektivitas untuk detail lebih lanjut). Di antara para pemangku
kepentingan, hal ini dikaitkan dengan spesialisasi layanan dan meningkatnya ketersediaan berbagai
layanan di satu tempat, serta dukungan UNICEF dalam membangun kapasitas mekanisme berbasis
desa untuk mengidentifikasi dan merujuk kasus ke UPTD PPA. Misalnya:

“UPTD PPA sangat membantu masyarakat dalam melaporkan kasus. Masyarakat merasa
sangat tidak nyaman jika langsung melapor ke polisi, misalnya. Dengan adanya UPTD PPA,
mereka merasa lebih tenang dan terbuka, karena ada pendampingan hukum dan perlindungan
yang lebih baik.” **

“[Sebelum ada UPTD PPA] tempat untuk mengadu tidak terhubung. Misalnya, kalau mereka
butuh bantuan hukum, mereka berhenti di kantor polisi dan harus pergi ke tempat lain.
Sekarang, dengan adanya UPTD PPA di tingkat kabupaten atau kota, semuanya ditangani
langsung... sekarang mereka datang dan merasa ada yang bisa membantu.” 3¢

55 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappeda Sulawesi Selatan, 3 September 2024.
56 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Sosial Provinsi, Surabaya, 3 September 2024.
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Namun, beberapa aspek diidentifikasi masih perlu diperkuat agar desain program tetap
relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Dukungan UNICEF
kepada masyarakat/desa memang sangat relevan dalam mengatasi hambatan pelaporan, tetapi
intervensi perubahan perilaku sosial (Social and Behaviour Change/SBC) yang lebih luas akan sangat
relevan untuk menangani hambatan ini secara menyeluruh. Para pemangku kepentingan mencatat
bahwa kesadaran masyarakat dan keluarga masih menjadi kesenjangan utama (dan norma serta
kepercayaan masyarakat diidentifikasi sebagai penghalang akses layanan dalam FGD dengan
masyarakat). Intervensi SBC juga penting untuk mengatasi hambatan di kalangan penyedia layanan
yang lebih luas yang mengurangi akses ke UPTD PPA, misalnya di kalangan polisi dan kepala desa
yang masih cenderung lebih memilih mediasi keluarga, bahkan untuk kasus kekerasan.

Selain itu, meskipun sebagian besar kasus yang dirujuk ke UPTD PPA berkaitan dengan kekerasan,
staf UPTD PPA di kedua provinsi yang dievaluasi melaporkan bahwa cukup banyak kasus lain juga
dirujuk, termasuk kasus dukungan biaya hidup dan hak asuh anak yang tidak melibatkan kekerasan.
Hal ini dapat mengurangi relevansi model UPTD PPA sebagai layanan terpadu yang dirancang
untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus yang berkaitan dengan
sengketa hukum antara orang tua tanpa unsur kekerasan sebaiknya dirujuk ke penyedia layanan
hukum, sehingga staf UPTD PPA dapat fokus pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Direkomendasikan agar dikembangkan mekanisme untuk merujuk kasus semacam ini ke
layanan mediasi atau layanan hukum di luar UPTD PPA.

Selain itu, meskipun terdapat berbagai inisiatif untuk memfasilitasi partisipasi anak dan remaja dalam
tata kelola di tingkat daerah, belum ada keterlibatan sistematis dan bermakna dari penerima
manfaat atau dari anak, remaja, maupun orang tua/pengasuh dalam perancangan dan
penyelenggaraan UPTD PPA. Hal ini membatasi kemampuan layanan untuk menunjukkan relevansi
dan responsivitasnya terhadap kebutuhan pemegang hak. Forum Anak memang telah dibentuk di
lokasi program yang didukung UNICEF dan menjadi sarana bagi anak dan remaja untuk berpartisipasi
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun,
belum jelas apakah Forum Anak dimanfaatkan untuk memberikan masukan terhadap pengembangan
UPTD PPA. Tidak ditemukan mekanisme pencatatan hasil keterlibatan Forum Anak, sehingga tidak
ada transparansi sejauh mana dan bagaimana masukan dari anak dan remaja diakomodasi dalam
pengambilan keputusan terkait perlindungan anak atau desain program. Melibatkan anak dan remaja
secara langsung dan bermakna dalam pengembangan UPTD PPA dapat membantu memastikan
relevansi layanan terhadap kebutuhan penerima manfaat yang terus berubah, termasuk misalnya,
dengan mengidentifikasi isu perlindungan baru dan memastikan akses serta layanan yang sesuai
dengan kebutuhan anak dan keluarga. Direkomendasikan agar dikembangkan mekanisme untuk
melibatkan penerima manfaat serta anak dan remaja secara umum (misalnya melalui Forum
Anak yang sudah ada) dalam pengembangan UPTD PPA.

UPTD PPA juga terbukti mampu beradaptasi terhadap perubahan konteks lingkungan program
melalui integrasi isu perlindungan yang baru muncul atau memburuk ke dalam dukungan teknis bagi
para pemangku kepentingan. Secara khusus, risiko perlindungan daring diidentifikasi sebagai area
kebutuhan yang terus berkembang. Di beberapa lokasi, telah diberikan pelatihan kepada staf UPTD
PPA tentang penanganan kekerasan dan eksploitasi seksual anak secara daring (OCSEA), namun
sejumlah pemangku kepentingan utama menilai bahwa staf UPTD PPA masih memerlukan pelatihan
dan penguatan kapasitas lebih lanjut untuk menangani isu-isu baru dan yang terus berkembang
secara efektif.
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Para pemangku kepentingan juga melaporkan bahwa model UPTD PPA, yang dirancang beroperasi di
lokasi fisik di kota atau kabupaten dan bergantung pada jejaring layanan untuk memberikan respons
komprehensif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kurang relevan untuk
konteks daerah yang lebih terpencil. Misalnya, menurut pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan
dan Jawa Timur:

“Di daerah terpencil, mereka mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan. Di tempat-
tempat seperti itu, kita perlu fokus pada bagaimana membawa layanan ke masyarakat lokal...
[misalnya] di Pangkep, butuh enam jam bagi warga dari daerah terpencil untuk mencapai ibu
kota kabupaten...sulit melakukan koordinasi dalam kondisi seperti ini.” >

“Kasus yang terjadi di pedesaan biasanya ditangani di tingkat masyarakat...tetapi jika perlu
tindak lanjut, mereka mengalami kesulitan.”#

Diperlukan pertimbangan mengenai bagaimana model UPTD PPA dapat disesuaikan dengan
kebutuhan perempuan dan anak di daerah terpencil (misalnya melalui proses khusus dan
peningkatan koordinasi dengan mekanisme berbasis masyarakat, atau dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dll.)

8.2 Koherensi

-— Pertanyaan: Sejauh mana kompatibilitas program layanan perlindungan terpadu
dengan program dan dukungan lain serta sektor terkait?

Ringkasan temuan mengenai koherensi

Program ini menunjukkan tingkat koherensi yang kuat di tingkat nasional, dengan keselarasan
yang erat baik di dalam UNICEF maupun dengan berbagai pendekatan dan inisiatif Pemerintah.
Di tingkat daerah, ditemukan pula tingkat koherensi yang tinggi antara program UPTD PPA dan
lembaga serta layanan utama lainnya. Namun, terdapat beberapa inkonsistensi dalam koordinasi
antar penyedia layanan di lokasi evaluasi. Di tingkat nasional, Program UPTD PPA sangat selaras
dengan elemen lain dalam program perlindungan anak UNICEF, menunjukkan koordinasi yang kuat
dengan Pemerintah Indonesia untuk mencapai kemajuan dalam lingkup Program Perlindungan

Anak. Program UPTD PPA juga sejalan dengan berbagai inisiatif Pemerintah lainnya yang menangani
kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat nasional, termasuk inisiatif yang diintegrasikan ke
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di tingkat daerah, Program UPTD
PPA telah membantu memperjelas peran di antara para pemangku kepentingan pemerintah daerah,
mendorong layanan pencegahan dan penanganan yang lebih terpadu antara unit-unit di bawah Dinas

57 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, 3
September 2024.
58 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Sosial Provinsi, Surabaya, 3 September 2024.
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PPPA maupun antara Dinas PPPA dan dinas lainnya seperti Dinas Sosial. UPTD PPA juga tampaknya
telah memperkuat koordinasi antarpenyedia layanan, meminimalkan duplikasi peran dan proses.
Koordinasi yang lebih baik dan kuat ini dapat dikaitkan dengan penerapan mekanisme manajemen
kasus, termasuk konferensi kasus, serta koordinasi yang erat antara mekanisme perlindungan anak
berbasis desa dan UPTD PPA. Namun, koordinasi perlu terus diperkuat untuk memastikan konsistensi
di seluruh wilayah. Koordinasi antara kepolisian dan UPTD PPA/penyedia layanan PPA merupakan
area yang perlu ditingkatkan, demikian pula koordinasi antara UPTD PPA dan LSM, karena temuan
menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam kedua aspek ini, baik di lokasi program maupun
di lokasi pembanding.

8.2.1 Koherensi di dalam UNICEF

Dukungan yang diberikan UNICEF kepada kementerian terkait untuk melaksanakan berbagai
inisiatif dalam Program Perlindungan Anak menunjukkan tingkat koherensi yang tinggi antara
UPTD PPA dan elemen lain dari program perlindungan anak UNICEF. Koordinasi yang kuat di
antara berbagai area output/tim Program Perlindungan Anak UNICEF, dalam kerangka penguatan
sistem yang lebih luas, menjadi kunci bagi kemajuan penting yang memungkinkan UPTD PPA
tertanam dalam struktur pemerintahan. Sebagai contoh, pekerjaan di bawah Output 1 [Lingkungan
Pendukung] berperan penting dalam mendorong pembentukan UPTD PPA dan pengembangan
mandat hukum untuk mendukung penerapan UPTD PPA di seluruh Indonesia. Dukungan UNICEF
dalam: pengembangan hukum dan kebijakan (seperti pedoman mekanisme perlindungan anak
berbasis masyarakat bersama Kemendes dan Kemendagri); penetapan kerangka dan mekanisme
layanan, misalnya dukungan kepada KemenPPPA untuk menyusun standar bagi PUSPAGA dan
dukungan penetapan alat penjaminan mutu untuk menilai kepatuhan terhadap standar nasional
(LP2KS), serta; pelaksanaan pelatihan (seperti pelatihan Dukungan Psikososial dan Kesehatan Mental
bagi staf PUSPAGA), telah berkontribusi pada koherensi antara UPTD PPA dan layanan utama lainnya.

8.2.2 Koherensi di tingkat pemerintah pusat

UPTD PPA memiliki tingkat koherensi yang tinggi dengan inisiatif pemerintah yang lebih

luas untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap
perempuan di tingkat nasional. UNICEF melaporkan adanya koordinasi dan keselarasan yang
kuat dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung UPTD PPA dan memperkuat perlindungan
anak secara umum, dengan mencatat bahwa UNICEF bekerja dalam struktur Pemerintah Indonesia
dan memiliki mandat yang saling melengkapi.> Berbagai kementerian (dalam beberapa kasus
dengan dukungan UNICEF) telah mengembangkan dan melaksanakan beragam kerangka dan
mekanisme layanan, hukum, kebijakan, pelatihan, serta dukungan yang berfokus pada pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan. Beberapa

contoh keselarasan inisiatif pemerintah dengan UPTD PPA antara lain: KemenPPPA dan Kemendes
mengembangkan mekanisme berbasis masyarakat dalam model Desa Ramah Perempuan dan
Peduli Anak (DRPPA); Kementerian Pendidikan menerbitkan Permendikbud No. 46 Tahun 2023 yang
mengatur larangan hukuman fisik di sekolah dan mengimplementasikan program disiplin positif, dan;
Bappenas mengintegrasikan kerangka RESPECT untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan
ke dalam Dokumen Teknis RPJMN 2025-2029. Dilaporkan juga bahwa Kementerian Kesehatan telah
memberikan pelatihan bagi tenaga rumah sakit dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak
dan kekerasan terhadap perempuan.®

59 Wawancara informan kunci dengan perwakilan UNICEF pada fase inisiasi, Juli 2024.
60 Wawancara informan kunci dengan perwakilan RSUD Sidoarjo, Sidoarjo, 6 September 2024.
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Informasi lebih lanjut mengenai program pemerintah yang sejalan dengan UPTD PPA dapat dilihat di
Lampiran E.

8.2.3 Koherensi di tingkat daerah dan penyelenggaraan layanan

Pemangku kepentingan di tingkat daerah melaporkan adanya keselarasan yang tinggi antara
UPTD PPA dan dinas serta lembaga lain yang berjalan paralel, sehingga memperkuat upaya
pencegahan dan penanganan KtA dan KtP secara keseluruhan. Mandat UPTD PPA untuk menangani
kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan memungkinkan lembaga
seperti PUSPAGA memprioritaskan layanan pencegahan dan penanganan kasus non-kekerasan
terhadap anak/kekerasan terhadap perempuan. UPTD PPA dianggap sebagai komponen utama dari
upaya perlindungan perempuan dan anak yang lebih luas oleh DP3A, bukan sebagai entitas yang
terpisah, bertentangan, atau duplikatif. Hubungan yang kuat antara UPTD PPA dan dinas di tingkat
kabupaten/provinsi terbukti dari wawancara dan observasi lapangan. Kegiatan paralel oleh pemangku
kepentingan lain seperti P2TP2A (di lokasi yang masih aktif seperti Sidoarjo), kepolisian, rumah sakit,
dan mekanisme perlindungan di tingkat desa telah memperkuat pengetahuan mengenai kekerasan
dan perlindungan anak, menciptakan peningkatan permintaan dan rujukan ke UPTD PPA, sehingga
UPTD PPA dapat menjalankan perannya sebagai penyedia layanan.

Pemangku kepentingan menyoroti bahwa dukungan UNICEF lainnya juga memperkuat pendekatan
terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap
perempuan, khususnya program OCSEA yang memperkuat rujukan dan respons terpadu terhadap

kekerasan seksual daring.®" Rincian program yang didukung UNICEF disajikan di Lampiran E.

Temuan menunjukkan banyak contoh koordinasi kuat antara UPTD PPA dan lembaga lain
penyedia perlindungan bagi perempuan dan anak untuk menghindari duplikasi layanan.
Pemangku kepentingan UPTD PPA melaporkan adanya mekanisme koordinasi yang baik dengan
lembaga pemangku kepentingan lain, termasuk melalui nota kesepahaman, pemberian honorarium,®
serta rapat dan komunikasi via telepon untuk menangani kasus secara terkoordinasi.®® Meskipun tidak
dilaporkan secara konsisten di semua lokasi, terdapat beberapa contoh UPTD PPA yang membentuk
fungsi konferensi kasus multisektor untuk memastikan pendekatan kolaboratif terhadap kasus
kekerasan yang kompleks (misalnya UPTD PPA Makassar - lihat bagian 7.3.2 Capaian di tingkat daerah
untuk rincian penggunaan konferensi kasus).% Some locations reported taking systematic steps to ensure
roles and responsibilities do not overlap, for example, Beberapa lokasi juga melaporkan langkah-langkah
sistematis untuk memastikan peran dan tanggung jawab tidak tumpang tindih; misalnya, Bappeda

di Maros melaporkan telah menyesuaikan dokumen perencanaan daerah dan mengadakan rapat
koordinasi dengan para pemangku kepentingan saat menyusun rencana kerja tahunan.® Koordinasi
ini meluas tidak hanya pada layanan, tetapi juga pada kegiatan peningkatan kapasitas.®®
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Misalnya focus group Discussion dengan staf UPTD PPA, Makassar, 10 September 2024; Wawancara informan kunci dengan Staf UPTD PPA,
Maros, 2 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA Makassar, 4 September 2024; Diskusi kelompok terfokus dengan staf UPTD PPA,
Makassar, 10 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA Maros, 2 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Sidoarjo, 2 September 2024.

Misalnya wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas PPPA, Kota Surabaya, 6 September 2024; wawancara informan kunci dengan
perwakilan UPTD PPA, Kota Makassar, 4 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappeda, Maros, 3 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas, Makassar, 4 September 2024.




Koordinasi untuk mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan
terhadap dilaporkan terjadi antara UPTD PPA dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk
kepolisian, rumah sakit, lembaga DP3A (seperti PUSPAGA), mekanisme dan pemangku kepentingan
perlindungan berbasis masyarakat seperti PATBM, rumah aman masyarakat, BINMAS dan BABINSA,
serta sekolah. Para pemangku kepentingan melaporkan bahwa peran dan tanggung jawab masing-
masing aktor dalam respons lintas sektor sudah jelas dan pelayanan tidak saling tumpang tindih.®’
UPTD PPA juga dilaporkan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang menyediakan
dukungan kesehatan jiwa dan psikososial serta bantuan hukum ketika sumber daya internal UPTD PPA
tidak mencukupi untuk memberikan dukungan tersebut. Temuan menunjukkan adanya koordinasi
yang sangat kuat antara UPTD PPA dan Dinas/ lembaga DP3A lainnya, seperti PUSPAGA (misalnya
UPTD PPA bekerja sama dengan konselor pendidikan PUSPAGA untuk memberikan informasi kepada
keluarga, seperti dilaporkan di Makassar).%® Koordinasi yang efektif antara UPTD PPA dan Dinas Sosial
juga ditemukan di semua lokasi; terdapat pemahaman yang jelas mengenai jenis kasus yang harus
ditangani oleh masing-masing pihak untuk mencegah tumpang tindih dalam penanganan®, dan
koordinasi ini memungkinkan Dinas Sosial memberikan dukungan jangka panjang kepada korban
(seperti akomodasi, layanan psikologis, dan program rehabilitasi) ketika layanan UPTD PPA memiliki
keterbatasan waktu.”® Para pemangku kepentingan juga secara umum melaporkan adanya koordinasi
yang kuat antara UPTD PPA dan penyedia layanan kesehatan (meskipun dalam salah satu studi kasus
di Kota Surabaya ditemukan komunikasi yang kurang baik antara UPTD PPA dan layanan kesehatan
yang sebelumnya telah terlibat dalam kasus tersebut). Pemangku kepentingan dari sektor Kesehatan
dan Sosial melaporkan bahwa SOP memastikan koordinasi yang efektif dengan UPTD PPA,”" dan
proses dukungan untuk kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan menjadi
lebih terkhusus sejak UPTD PPA didirikan.”?

Mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat (termasuk PATBM dan rumah aman
masyarakat) merupakan pemangku kepentingan utama yang berkoordinasi dengan UPTD

PPA untuk merujuk kasus kekerasan, meskipun temuan menunjukkan bahwa kekuatan dan
efektivitas koordinasi antara UPTD PPA dan mekanisme perlindungan berbasis masyarakat
beragam. Koordinasi yang efektif antara mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dan
UPTD PPA sangat penting agar UPTD PPA dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus di tingkat
desa,” dan memang dilaporkan bahwa pemangku kepentingan di tingkat desa sering kali merujuk
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ke UPTD PPA.”* Dukungan UNICEF telah memperkuat
hubungan antara mekanisme perlindungan berbasis masyarakat dan UPTD PPA. Misalnya, UNICEF
mendukung salah satu mitranya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), untuk
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Misalnya Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Maros, 2 September 2024; Wawancara informan kunci dengan Bappeda,
Maros, 3 September 2024,

Diskusi kelompok terfokus dengan staf UPTD PPA kabupaten, Makassar, 10 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan
Puspaga, Kota Surabaya, 5 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Maros, 2 September 2024.

Diskusi Kelompok Terfokus dengan staf UPTD Dinas Sosial, Gowa (Sulawesi Selatan), 6 September 2024; Wawancara informan kunci dengan
perwakilan Dinas Sosial Provinsi, Surabaya, 3 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UNICEF Indonesia, 2 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas
Kesehatan Kota Surabaya, 6 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan Rumah Sakit Sidoarjo, 6 September 2024.
Misalnya wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 6 September 2024; wawancara informan kunci
dengan perwakilan Rumah Sakit Sidoarjo, 6 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Maros, 2 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas
PPPA, Sidoarjo, 2 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan WECP, Makassar, 4 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappeda,
Maros, 3 September 2024; Diskusi kelompok terfokus dengan penyedia layanan, Makassar, 10 September 2024; Tinjauan kasus, Maros, 3
September 2024. 77 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, 3
September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan Unit di Dinas PPPA Sidoarjo, 2 September 20244.
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memberikan pelatihan dan dukungan dalam pengembangan SOP rujukan dari desa ke kabupaten di
Surabaya.”” Namun, beberapa kasus ditemukan di mana mekanisme perlindungan tingkat desa tidak
merujuk kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan (melainkan memediasi
kasus tersebut), yang merupakan kesenjangan koordinasi utama yang menghambat efektivitas
UPTD PPA dalam memberikan respons perlindungan yang tepat terhadap kasus kekerasan

terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan (dibahas lebih lanjut pada bagian 7.3.2

Capaian di tingkat daerah).”® Para pemangku kepentingan UPTD PPA mencatat bahwa layanan

di tingkat desa memerlukan pelatihan dan peningkatan kesadaran yang berkelanjutan untuk
memperkuat pemahaman tentang risiko perlindungan dan layanan yang tersedia serta memastikan
kesinambungan koordinasi.”” Bahkan, beberapa pemangku kepentingan perlindungan di tingkat
desa tidak mengetahui keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga.”® Upaya yang lebih besar perlu
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat hubungan antara mekanisme
perlindungan berbasis masyarakat/desa dan UPTD PPA.

Meskipun pemangku kepentingan UPTD PPA melaporkan adanya koordinasi dengan kepolisian
hingga tingkat tertentu, sering kali dilaporkan adanya tantangan yang menciptakan hambatan
dalam identifikasi dan penanganan kasus kekerasan oleh UPTD PPA (lihat bagian efektivitas di
bawah untuk rincian lebih lanjut). Kepolisian memiliki peran berpengaruh dalam keputusan mediasi
kasus di tingkat desa, dan tampaknya mereka tidak selalu merujuk kasus kekerasan terhadap
perempuan dan kekerasan terhadap anak ke UPTD PPA atau bekerja sama dengan UPTD PPA dalam
menangani semua kasus tersebut. Juga dilaporkan bahwa polisi tidak selalu menindaklanjuti rujukan
dari UPTD PPA, yang membatasi dukungan hukum yang dapat diberikan UPTD PPA.” Para pemangku
kepentingan berpendapat bahwa kasus kekerasan tidak dianggap serius atau menjadi prioritas oleh
kepolisian, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga.®Tantangan lain dalam koordinasi antara
UPTD PPA dan kepolisian juga dicatat, termasuk kegagalan kedua pihak dalam berbagi informasi

dan dokumen yang diperlukan untuk memproses kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan
terhadap perempuan secara tepat waktu, serta keterlambatan penyelidikan kasus oleh kepolisian.
Keterlambatan laporan dari kepolisian juga dikaitkan dengan keterlambatan UPTD PPA dalam
mengoordinasikan layanan rehabilitasi bagi korban melalui UPTD Sosial 2! Di tingkat nasional, UNICEF
mengakui bahwa belum adanya program resmi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
menjadi hambatan dalam memperkuat koordinasi kepolisian di seluruh wilayah terkait UPTD PPA.%?
Penting untuk meningkatkan koordinasi yang efektif antara UPTD PPA dan unit kepolisian di
tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk memperbaiki layanan respons terhadap kasus
kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak.

Terdapat temuan yang beragam terkait koherensi antara UPTD PPA dan penyedia layanan dari
LSM serta OMS. Di tingkat nasional, UNICEF melaporkan adanya koordinasi yang kuat dengan OMS,
di mana OMS memiliki struktur dan basis yang kuat di tingkat masyarakat/mikro untuk berkoordinasi
dengan UNICEF, sementara dukungan UNICEF sebagian besar bersifat “hulu” (berfokus di tingkat
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Diskusi kelompok terfokus dengan penyedia layanan masyarakat, Kota Surabaya, 10 September 2024; Wawancara informan kunci dengan
perwakilan mitra pelaksana LSM, Surabaya, 4 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappeda, Maros, 3 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA kabupaten, Maros, 2 September 2024.

Misalnya Diskusi Kelompok Terforkus dengan Tokoh Masyarakat, Makassar, 6 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan manajer kasus, Kota Surabaya, 9 September 2024.

Misalnya wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Makassar, 4 September 2024; wawancara informan kunci dengan
perwakilan kepolisian, Makassar, 9 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA kabupaten, Makassar, 4 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, Jawa Timur, 2 September 2024




nasional).22 Namun, wawancara tingkat nasional menyoroti bahwa sejumlah LSM dan OMS yang
beroperasi di tingkat daerah menunjukkan resistensi terhadap aspek kepemilikan pemerintah

atas UPTD PPA. Sebelum UPTD PPA dibentuk, penyediaan layanan, termasuk penanganan kasus,
sebagian besar dilakukan oleh LSM/OMS di tingkat lokal. Akibatnya, personel LSM/OMS memiliki
pengalaman luas di bidang ini dan merasa khawatir terhadap pengalaman pegawai negeri sipil yang
ditempatkan di UPTD PPA, serta menilai bahwa model layanan terpadu belum cukup inklusif terhadap
LSM.8* UNICEF juga mencatat bahwa keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan untuk
memperkuat koordinasi dan pertukaran pengetahuan secara sistematis antara UPTD PPA dan LSM
di semua lokasi; dipandang bahwa agar pengetahuan LSM tetap mutakhir serta memastikan
efektivitas layanan dan koordinasi mereka dengan UPTD PPA, perlu ada sumber daya untuk
melibatkan LSM dalam pelatihan.8

Namun, terdapat pula bukti koordinasi yang kuat dengan LSM di tingkat daerah di beberapa
lokasi, serta pemanfaatan peran LSM untuk mendukung penanganan kasus ketika sumber daya
manusia internal UPTD PPA terbatas. Misalnya, UPTD PPA Surabaya berkoordinasi dengan LSM

untuk mengisi kekosongan layanan seperti dukungan psikologis.® LSM di Surabaya dilaporkan
memanfaatkan sumber daya UPTD PPA (seperti transportasi) untuk mendukung penanganan kasus,
yang menunjukkan adanya koordinasi yang kuat.” Tampaknya LSM di Surabaya masih melaksanakan
beberapa fungsi manajemen kasus dan menerima rujukan dari pemangku kepentingan lain (alih-alih
kasus langsung dirujuk ke UPTD PPA),# dan perwakilan UPTD PPA mengakui bahwa masyarakat lebih
mengenal dan merasa nyaman merujuk ke LSM, sehingga mereka berupaya membangun sinergi dan
kolaborasi dalam konteks ini.?? Sebaliknya, di lokasi di mana UPTD PPA memiliki kapasitas internal
yang lebih tinggi daripada penyedia layanan LSM, staf UPTD PPA mengelola kasus dan berkoordinasi
dengan LSM untuk menyediakan layanan serta berkonsultasi dalam hal pendapat ahli. Misalnya,
UPTD PPA Makassar telah menijalin nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah besar LSM untuk
mendukung akses korban terhadap layanan, namun tetap mempertahankan tanggung jawab utama
atas manajemen kasus. Hubungan dan koordinasi yang kuat antara UPTD PPA Makassar dan LSM
lokal bahkan menghasilkan kemitraan di mana yayasan menyediakan tenaga sumber daya manusia
di dalam kantor UPTD PPA; khususnya, lembaga bantuan hukum LBH menempatkan paralegal untuk
bekerja paruh waktu di UPTD PPA.

Beberapa faktor tampaknya memengaruhi kekuatan koordinasi antara UPTD PPA dan
pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi beragam menurut lokasi; misalnya, hanya sedikit
contoh koordinasi dengan lembaga pendidikan di Makassar, sementara pemangku kepentingan di
Sidoarjo melaporkan adanya koordinasi yang kuat antara UPTD PPA dan sekolah, termasuk melalui
MoU untuk menangani kasus perundungan (bullying).®® Juga dilaporkan bahwa secara umum UPTD
PPA lebih mampu berkoordinasi dengan layanan di wilayah perkotaan, sementara hubungan dengan
penyedia layanan di daerah pedesaan lebih lemah (yang mungkin terkait dengan ketersediaan

83  Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, Jakarta, 16 Juli 2024.

84 Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, daring, 17 Juli 2024.

85 Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, daring, 18 Juli 2024.

86 Wawancara informan kunci dengan perwakilan mitra pelaksana LSM, Kota Surabaya, 6 September 2024; Wawancara informan kunci dengan
perwakilan Dinas Kota Surabaya, 6 September 2024.

87 Wawancara informan kunci dengan perwakilan mitra pelaksana LSM, Kota Surabaya, 6 September 2024; Wawancara informan kunci dengan
perwakilan Dinas, Kota Surabaya, 6 September 2024.

88 Wawancara informan kunci dengan perwakilan mitra pelaksana LSM, Kota Surabaya, 5 September 2024.

89 Wawancara informan kunci dengan perwakilan mitra pelaksana LSM, Kota Surabaya, 6 September 2024; Wawancara informan kunci dengan
perwakilan Dinas, Kota Surabaya, 6 September 2024.

90 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas PPPA, Sidoarjo, 2 September 2024.
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sumber daya; lihat bagian efisiensi di bawah), dan koordinasi dengan layanan kesehatan jiwa secara
umum masih menjadi tantangan.”” Kekuatan koordinasi antara UPTD PPA dan pemangku kepentingan
lain juga bergantung pada pengetahuan dan sikap personel terhadap isu kekerasan terhadap anak
dan kekerasan terhadap perempuan, hubungan antarstaf lintas lembaga, upaya untuk menjalin MoU,
sumber daya manusia dan logistik, serta kedekatan lokasi fisik dengan kantor UPTD PPA. Selain itu,
perbedaan SOP antarlembaga dalam menangani kasus juga dicatat sebagai hambatan terhadap
koordinasi dan kecepatan respons.”? Disarankan agar semua UPTD PPA mendapatkan dukungan
untuk membangun mekanisme kerja kolaboratif yang kuat dengan LSM dan OMS terkait
(misalnya melalui perjanjian kemitraan atau MoU); dalam hubungan tersebut, penting bagi
UPTD PPA untuk tetap memegang “kepemilikan” atas kasus dan manajemen kasus).

Menilai tingkat koordinasi antar-pemangku kepentingan di kabupaten pembanding

dapat membantu memberikan gambaran tentang apakah dan bagaimana UPTD PPA telah
memperkuat penyelarasan dan koordinasi antar-pemangku kepentingan. Terdapat bukti bahwa
kabupaten pembanding telah membentuk beberapa mekanisme koordinasi yang efektif dengan
lembaga-lembaga yang serupa dengan yang dibentuk dalam UPTD PPA.** Misalnya, para pemangku
kepentingan PT2PTA di Kota Batu melaporkan adanya sinergi dan koordinasi antar-pemangku
kepentingan, termasuk Dinas PPPA dan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) setempat.®*
Di Pangkep, terdapat contoh kasus koordinasi yang efektif antara pekerja kasus, kepolisian, rumah
sakit, penyedia layanan kesehatan, dan layanan sosial.®> Penyedia layanan di kabupaten pembanding
juga memahami dan terlibat dalam lingkaran koordinasi yang lebih luas,® begitu pula dengan
anggota masyarakat (sebagaimana dibuktikan dalam FGD).”” Namun, diakui bahwa belum terdapat
sistem perlindungan terpadu yang terlembagakan di kabupaten pembanding,®® dan koordinasi sangat
bergantung pada inisiatif masing-masing pekerja kasus dan penyedia layanan secara kasus per

kasus, yang dianggap sebagai keterbatasan.” Sebaliknya, kabupaten dengan UPTD PPA menunjukkan
koordinasi yang sistematis dan terlembagakan.
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Wawancara informan kunci dengan perwakilan LSM perlindungan anak nasional, daring, 18 Juli 2024.
Wawancara informan kunci dengan perwakilan staf UPTD PPA provinsi, Kota Surabaya, 3 September 2024.
Wawancara informan kunci dengan perwakilan Kantor PPA, Pangkep, 6 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan P2TP2A Kota Batu, 6 September 2024.

Wawancara mendalam dengan pekerja kasus, UPTD PPA Pangkep, 6 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan PPA, Pangkep, 9 September 2024.

Diskusi kelompok terfokus dengan warga masyarakat, Pangkep, 9 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan PPA, Pangkep, 9 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan PPA, Pangkep, 9 September 2024.
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8.3 Efektivitas

N 62

Pertanyaan evaluasi utama: Sejauh mana pendekatan UNICEF dalam layanan
perlindungan terpadu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan/keluaran
yang diharapkan di tingkat nasional dan daerah? Apakah keluaran tercapai atau
kemungkinan akan tercapai?

Capaian: Layanan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah memiliki kapasitas yang lebih baik
untuk menyediakan layanan pencegahan dan penanganan yang mudah diakses.

Tujuan: Penyedia layanan perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah memiliki sumber daya
yang memadai dan terkoordinasi untuk menyediakan layanan pencegahan dan penanganan yang
mudah diakses, inklusif, ramah anak, responsif gender, dan berkualitas.

Ringkasan temuan mengenai efektivitas

Program UPTD PPA dinilai efektif dalam memperkuat lingkungan hukum dan operasional
yang mendukung di tingkat nasional, terutama melalui kegiatan advokasi dan bantuan teknis
untuk pengembangan Permen PPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak, serta penguatan sistem pengumpulan data nasional (SIMFONI-PPA).
Pemrograman di tingkat nasional ini memungkinkan pembentukan UPTD PPA di tingkat daerah yang,
meskipun belum merata di seluruh Indonesia, telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam aspek
hukum dan programatik di tingkat daerah.

Di tingkat daerah, hasil terkait efektivitas dalam fungsi dan kualitas layanan serta proses
UPTD PPA, bersama dengan capaian bagi penerima manfaat, menunjukkan variasi. Layanan
UPTD PPA terbukti efektif dalam memperluas cakupan dan ragam layanan bagi perempuan dan
anak yang berisiko atau menjadi korban kekerasan, melalui penguatan proses manajemen kasus
untuk memungkinkan koordinasi lintas sektor antarpenyedia layanan. Para pemangku kepentingan
mencatat bahwa dukungan penguatan kapasitas UNICEF, yang difasilitasi oleh Petugas Perlindungan
Anak di Kantor Lapangan UNICEF, sangat efektif dalam mendorong kemajuan ini, terutama melalui
pelatihan Standar Layanan (CEKATAN) yang mencakup panduan teknis dalam penyusunan SOP
manajemen kasus, serta pelatihan peningkatan kapasitas lainnya. Namun, tidak semua lokasi
evaluasi melaporkan bahwa layanan berjalan efektif. Beberapa pemangku kepentingan menyebutkan
adanya tantangan dalam koordinasi internal di UPTD PPA, keterbatasan dalam kualitas dan cakupan
layanan (terutama terkait bantuan hukum dan dukungan psikologis), kendala dalam penilaian
berulang, serta tantangan dalam identifikasi risiko. Selain itu, akses anak yang berkonflik dengan
hukum (ABH) terhadap layanan masih sangat terbatas. Tantangan-tantangan ini berpusat pada
keterbatasan sumber daya keuangan dan manusia, kekurangan kapasitas teknis staf UPTD PPA,
hubungan kelembagaan yang kurang solid, serta kurangnya kejelasan mengenai kewajiban hukum
UPTD PPA dalam penanganan kasus perlindungan anak. Hambatan yang lebih luas, termasuk

norma dan struktur sosial budaya yang dominan, juga membatasi efektivitas model UPTD PPA dan
akses perempuan serta anak terhadap layanan, khususnya bagi kelompok yang lebih rentan atau
terpinggirkan.
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8.3.1 Capaian di tingkat nasional

Berdasarkan kajian dokumen dan pengumpulan data kualitatif, kemajuan dalam memperkuat
lingkungan hukum dan operasional untuk penyediaan layanan terpadu telah signifikan. UNICEF
mencapai hasil penting di tingkat nasional, dengan dukungan yang berkontribusi besar terhadap
kemajuan dalam kerangka hukum dan kebijakan yang memungkinkan implementasi model layanan
perlindungan terpadu serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan nasional dalam
merespons tantangan perlindungan melalui advokasi dan konsultasi teknis berbasis bukti.
Setelah perluasan mandat KemenPPPA untuk mencakup layanan PPA melalui Permen PPA No. 2 tahun
2020, UNICEF memberikan konsultasi teknis kepada KemenPPPA untuk mengembangkan kerangka
model layanan terpadu UPTD PPA, dengan menggunakan data dari Survei Kekerasan terhadap Anak
tahun 2015 dan 2018. Secara khusus, pada tahun 2021, UNICEF melakukan advokasi dan memberikan
bantuan teknis dalam penyusunan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan
Perlindungan Perempuan dan Anak. Dukungan UNICEF dalam pengembangan kerangka UPTD

PPA dan standar layanan minimum dinilai sangat efektif oleh para pemangku kepentingan dalam
memfasilitasi penerapan model UPTD PPA di tingkat daerah dengan menghubungkan advokasi dan
kebijakan nasional ke struktur tata kelola daerah.'® Dukungan teknis UNICEF membantu KemenPPPA
menjalankan mandat barunya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan
PPA dengan memfasilitasi perancangan dan implementasi model layanan terpadu yang relevan.

Perkembangan kerangka hukum nasional yang difasilitasi oleh UNICEF telah memperlancar
pembentukan UPTD PPA di tingkat daerah. UNICEF membangun kemitraan yang efektif dengan
kementerian, termasuk KemenPPPA dan Bappenas, untuk memberikan dukungan teknis dan advokasi
dalam pengembangan kebijakan serta kerangka hukum layanan PPA terpadu. Secara khusus, UNICEF
memberikan dukungan teknis dalam penyusunan Permen PPPA No. 2/2022 tentang Standar Layanan
Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menetapkan mandat hukum bagi pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk UPTD PPA, serta menyediakan kerangka standar bagi
model layanan terpadu tersebut. Peraturan ini dinilai efektif dalam mempercepat pembentukan UPTD
PPA di tingkat daerah dengan menciptakan mandat hukum yang mendorong implementasi.’ Dampak
dari mandat hukum ini terlihat dari jumlah UPTD PPA yang telah dibentuk di tingkat provinsi

dalam waktu singkat. Per Maret 2024, sebanyak 34 dari 38 provinsi telah membentuk UPTD
PPA.'%2 Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menegaskan kembali Permen PPPA Nomor 22

Tahun 2022, yang mewajibkan pemerintah daerah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk
membentuk UPTD PPA. Meskipun tahun 2024 berada di luar cakupan waktu evaluasi ini, Peraturan
Nomor 55 Tahun 2024 menjadi bukti keberlanjutan hasil kerja UNICEF dalam mendukung penguatan
kerangka hukum bagi UPTD PPA. UNICEF memberikan bantuan teknis dalam penyusunan Perpres
Nomor 55 Tahun 2024 yang semakin memperkuat kerangka hukum dan kebijakan di tingkat nasional
untuk pembentukan dan pelaksanaan layanan terpadu bagi perempuan dan anak di tingkat daerah.

Namun, terdapat variasi yang cukup besar dalam pelaksanaan UPTD PPA di tingkat kabupaten/
kota. Meskipun Permen PPPA 2 Tahun 2022 secara efektif menetapkan mandat bagi pelaksanaan
UPTD PPA di tingkat daerah dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024, sejumlah
besar kabupaten/kota masih belum membentuk UPTD PPA. Secara nasional, dari 511 kabupaten/
kota yang diwajibkan membentuk UPTD PPA, baru 324 yang telah melaksanakannya, sementara 187

100 Wawancara informan kunci dengan perwakilan KemenPPPA, 16 Juli 2024.
101 Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, 15 Juli 2024.
102 Data yang disediakan oleh UNICEF, Maret 2024.
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lainnya belum membentuk UPTD PPA.'® Ketidakkonsistenan ini terlihat tidak hanya secara nasional,

tetapi juga di provinsi-provinsi lokasi program UNICEF, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa
Tengah, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Tabel di bawah ini menyoroti keterbatasan tersebut serta
variasi geografisnya.

Gambar 9: Cakupan UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota
di provinsi lokasi program UNICEF, Maret 2024.%+

o SIS conmnon
Aceh 10 13 43%
Jawa Tengah 20 15 57%
Jawa Timur 28 10 74%
Sulawesi Selatan 18 6 75%
Papua 3 6 33%
Nusa Tenggara Timur 7 15 32%

Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, lokasi pelaksanaan evaluasi ini, diberi warna hijau dalam tabel di
atas, menunjukkan hasil yang serupa dalam cakupan UPTD PPA di tingkat daerah. Meskipun kedua
provinsi tersebut telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembentukan UPTD PPA, sekitar
seperempat kabupaten/kota masih belum membentuk UPTD PPA. Hal ini menyoroti keterbatasan
dalam penerjemahan mandat nasional hingga ke tingkat kabupaten/kota. Faktor-faktor

yang memengaruhi pelaksanaan model UPTD PPA di tingkat daerah terutama berkaitan dengan
kapasitas sumber daya manusia dan keuangan pemerintah daerah, serta tantangan koordinasi

antara pemerintah pusat dan daerah. Kesenjangan anggaran perlindungan anak di tingkat daerah
sebagian besar terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan,’® sebagaimana diidentifikasi oleh
para pemangku kepentingan di tingkat nasional, dan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan
model UPTD PPA di kabupaten/kota pedesaan. Saat ini UNICEF bekerja sama dengan Kemendagri
dalam perencanaan dan penganggaran perlindungan anak di tingkat daerah untuk mengatasi
kesenjangan tersebut dan menutup kesenjangan pendanaan antarprovinsi di Indonesia.

Para pemangku kepentingan di tingkat nasional juga mencatat bahwa kualitas layanan belum
konsisten di tingkat daerah, karena proses manajemen kasus dan SOP belum diterapkan di seluruh
UPTD PPA kabupaten.'® Praktik penanganan kasus di beberapa daerah bahkan disebut “sangat
buruk,"%”yang menegaskan ketidakkonsistenan pembentukan UPTD PPA secara nasional (kemajuan
dan tantangan manajemen kasus di tingkat daerah dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya). Para
pemangku kepentingan nasional juga mencatat bahwa tantangan dalam penerapan kebijakan dan
kerangka hukum nasional paling terasa di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, dan bahwa
perkembangan hukum serta kebijakan di tingkat nasional belum sepenuhnya “dikontekstualisasikan”
di wilayah-wilayah tersebut. Disarankan agar dilakukan asesmen kebutuhan di lokasi yang belum
memiliki UPTD PPA untuk mengidentifikasi kesenjangan dan hambatan, serta menentukan
dukungan yang diperlukan guna memastikan perluasan pembentukan UPTD PPA, khususnya di
tingkat kabupaten/kota.

103 Data yang disediakan oleh UNICEF, Maret 2024.

104 Data yang disediakan oleh UNICEF, Maret 2024.

105 Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, daring, 17 Juli 2024.
106 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Child Fund, Jakarta, 18 Juli 2024
107 Ibid.
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Di tingkat nasional, UNICEF telah secara efektif mendukung penguatan sistem pengumpulan
data dan manajemen informasi yang mendukung model UPTD PPA. UNICEF memberikan dukungan
berkelanjutan untuk memperkuat sistem manajemen informasi SIMFONI-PPA, serta memastikan
keterhubungan antara SIMFONI-PPA dan pelaporan korban kekerasan melalui layanan SAPA 129 milik
KemenPPPA. Dukungan UNICEF terhadap penguatan SIMFONI-PPA telah membantu menghasilkan
data dan bukti yang mendorong peningkatan investasi oleh Pemerintah Indonesia.108 Baru-baru ini,
KemenPPPA bekerja sama dengan UNICEF untuk mengintegrasikan sistem manajemen kasus Primero
ke dalam SIMFONI-PPA, dan uji penerimaan pengguna kedua (User Acceptance Test/UAT) dijadwalkan
berlangsung pada Agustus 2024.109 Setelah integrasi ini berhasil, sistem SIMFONI-PPA diharapkan
dapat berfungsi sekaligus sebagai sistem manajemen kasus dan platform manajemen informasi,
menjadi SIMFONI-PPA versi.

8.3.2 Capaian di tingkat daerah
Capaian di tingkat daerah mencakup fungsi dan kualitas layanan serta proses UPTD PPA, termasuk
akses terhadap layanan dan hasil bagi penerima manfaat.

Kualitas layanan pencegahan dan penanganan yang terkoordinasi

Tujuan utama model UPTD PPA adalah untuk memungkinkan koordinasi dan kolaborasi antar
penyedia layanan dalam jaringan UPTD PPA guna memfasilitasi penyediaan layanan terpadu yang
komprehensif bagi perempuan dan anak. UNICEF menerapkan pendekatan penguatan system untuk
meningkatkan koordinasi, melalui dukungan dan strategi perubahan yang bertujuan memperkuat
layanan PPA melalui model UPTD PPA. Hasil dalam area ini beragam. Meskipun model UPTD PPA
tampak telah memperlancar koordinasi dalam jaringan UPTD PPA, masih terdapat tantangan
dalam kolaborasi antar penyedia layanan dalam menangani kasus di bawah UPTD PPA.

Secara umum, UPTD PPA dinilai telah mendukung respons terkoordinasi terhadap kekerasan
terhadap anak dan perempuan di dalam jaringan UPTD PPA, serta meningkatkan kapasitas
layanan perlindungan dalam merespons kasus perlindungan. Di semua lokasi evaluasi, model
UPTD PPA disebut telah memungkinkan respons yang lebih efektif dan terkoordinasi terhadap
kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan UPTD PPA menetapkan mandat yang jelas dalam
penyediaan layanan, sehingga upaya koordinasi dapat dilakukan dalam satu jaringan terpadu.
Sebaliknya, di kabupaten pembanding, para pemangku kepentingan melaporkan adanya fragmentasi
dan koordinasi layanan yang lebih terbatas akibat belum adanya mekanisme koordinasi formal. Di
lokasi program, jalur koordinasi terlihat lebih jelas. Para pemangku kepentingan di seluruh lokasi
evaluasi melaporkan bahwa koordinasi internal dalam jaringan UPTD PPA telah meningkat di bawah
model baru ini, secara langsung berkaitan dengan program yang didukung oleh UNICEF. Secara
khusus, para pemangku kepentingan mencatat bahwa SOP telah memfasilitasi jalur koordinasi dan
pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, sebagaimana dijelaskan dalam kotak informasi di bawah
ini.

108 Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, daring, 16 Juli 2024.
109 Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, 16 Juli 2024.
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KOTAK INFORMASI: Contoh peningkatan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak di lokasi evaluasi dukungan

Di Kota Makassar (Sulawesi Selatan), misalnya, para penyedia layanan yang bekerja di pusat
trauma dan rumah aman Dinas melaporkan bahwa SOP UPTD PPA untuk penanganan kasus
dan penyediaan layanan telah memungkinkan terjalinnya koordinasi antara layanan mereka
dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikelola oleh UPTD
PPA."9 SOP tersebut memformalkan koordinasi antar penyedia layanan dalam jaringan layanan
UPTD PPA, sehingga kolaborasi dan penyediaan layanan dapat berlangsung secara efektif. Staf
dan penyedia layanan UPTD PPA di Makassar juga mencatat penggunaan konferensi kasus
untuk kasus-kasus kompleks yang memerlukan perhatian lintas lembaga penyedia layanan.™
Sebagai contoh, konferensi kasus diselenggarakan untuk mengoordinasikan penanganan kasus
kompleks di Makassar yang melibatkan dua anak. Satu anak mengeksploitasi anak lainnya,

dan keduanya juga menjadi korban eksploitasi oleh anggota keluarga. Karena kompleksitas
kasus dan keterlibatan banyak pihak seperti kepolisian, penyedia layanan bantuan hukum,
rumah aman Dinas, konselor, dan staf UPTD PPA, UPTD PPA menyelenggarakan konferensi
kasus untuk mempertemukan semua penyedia layanan yang menangani kasus UPTD PPA.""?
Mekanisme ini secara efektif memfasilitasi respons terkoordinasi di dalam jaringan UPTD PPA dan
memungkinkan korban menerima berbagai layanan di bawah koordinasi manajer kasus UPTD
PPA.

Kasus lain di Makassar melibatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak berusia 9
tahun terhadap korban berusia 8 tahun. Setelah asesmen awal, UPTD PPA menemukan bahwa
kedua anak tersebut berasal dari keluarga dengan masalah sosial ekonomi dan ayah mereka
sedang dipenjara. Karena kompleksitas dan latar belakang kasus yang menantang, UPTD

PPA menginisiasi konferensi kasus yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait,
termasuk Dinas Sosial, kepolisian, lembaga keagamaan, serta ketua RT/lurah.?

Di Kota Surabaya (Jawa Timur), seorang manajer kasus yang pernah bekerja di bawah model
layanan P2TP2A dan kemudian di bawah model UPTD PPA mencatat bahwa koordinasi
meningkat secara signifikan - “penanganan kasus kini lebih teratur... koordinasinya jauh lebih

baik dan sederhana”"'* dibandingkan sistem sebelumnya. Seperti halnya di Makassar, para
pemangku kepentingan di Surabaya juga mencatat bahwa jalur koordinasi yang lebih baik

telah memfasilitasi penyelenggaraan konferensi kasus yang melibatkan berbagai profesional
terkait, memastikan korban dapat mengakses layanan multisektor selama kasusnya berada
dalam penanganan UPTD PPA.115 Demikian pula, di Kabupaten Maros, staf UPTD PPA, penyedia
layanan dalam jaringan, dan lembaga rujukan melaporkan tingkat kepercayaan yang tinggi
terhadap kemampuan UPTD PPA untuk berkoordinasi secara internal dan dengan jaringan UPTD
PPA guna memastikan penanganan kasus dilakukan secara menyeluruh dan tepat waktu.

110 Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan, Makassar, 4 September 2024.
111 Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan, Makassar, 4 September 2024.
112 Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan, Makassar, 4 September 2024.
113 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Makassar, 4 September 2024.

114 Wawancara informan kunci dengan manajer kasus UPTD PPA, 9 September 2024.

115 Wawancara informan kunci dengan perwakilan LSM, Kota Surabaya, 5 September 2024.
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Mekanisme koordinasi yang lebih formal ini, yang dikembangkan di bawah model UPTD

PPA, sangat berbeda dari data yang diperoleh di lokasi pembanding evaluasi. Staf P2TP2A di
Kabupaten Pangkep (lokasi pembanding) melaporkan bahwa koordinasi dengan penyedia layanan
dilakukan secara ad hoc, dengan komunikasi langsung melalui WhatsApp dan penugasan staf/
penyedia layanan berdasarkan kapasitas petugas. Koordinasi tidak distandardisasi melalui SOP atau
jalur koordinasi formal antarlembaga, sehingga penanganan kasus sering mengalami penundaan
serius dan pertukaran informasi terhambat akibat jalur koordinasi yang tidak memadai. Model UPTD
PPA berhasil mengatasi kekurangan dalam model P2TP2A dengan menetapkan mekanisme koordinasi
yang jelas sebagaimana diatur dalam SOP yang dikembangkan di tingkat daerah.

Peningkatan proses manajemen kasus di bawah UPTD PPA telah menjadi pendorong utama
efektivitas koordinasi. Manajemen kasus merupakan salah satu dari enam layanan yang tercantum
dalam Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan
Anak, yang disusun oleh KemenPPPA dengan dukungan konsultasi teknis dari UNICEF. UNICEF
memberikan bantuan dalam penyusunan SOP untuk meresmikan pendekatan manajemen kasus

di tingkat nasional yang kemudian diintegrasikan ke dalam kerangka Standar Layanan. Bersama
KemenPPPA, UNICEF juga mengembangkan modul pelatihan penyusunan SOP untuk memandu
pelaksanaan manajemen kasus di tingkat daerah. Modul pelatihan Standar Layanan (CEKATAN) yang
dikembangkan dengan dukungan UNICEF diselenggarakan pada periode 2021-2022 di 97 kabupaten
dan 11 provinsi oleh UNICEF dan mitra, serta di 103 kabupaten dan 8 provinsi oleh Pemerintah
Indonesia.116 UNICEF membentuk kemitraan yang efektif dengan mitra pelaksana dari LSM untuk
menyelenggarakan pelatihan tersebut. Pelatihan CEKATAN diselenggarakan oleh mitra pelaksana

di tingkat provinsi di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, serta di seluruh lokasi program evaluasi ini
(Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kota Sidoarjo, dan Kota Surabaya). Dukungan yang diberikan oleh
Petugas Perlindungan Anak UNICEF di Kantor Lapangan UNICEF (di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan)
berperan penting dalam pencapaian hasil-hasil tersebut.

Para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah melaporkan bahwa pelatihan
CEKATAN yang didukung UNICEF, serta pengembangan SOP untuk memandu proses
manajemen kasus, sangat efektif dalam meningkatkan koordinasi dan dengan demikian
memperbaiki penyediaan layanan dalam model UPTD PPA. Misalnya, sebagaimana disampaikan
oleh beberapa pemangku kepentingan utama:

“Di UPTD PPA, ada orang-orang yang telah mendapat pelatihan dengan sistem manajemen
kasus yang memungkinkan membangun koordinasi dan sinergi dengan sumber solusi, seperti
rumah sakit dan lembaga perlindungan saksi.” "'’

“Sistem manajemen kasus yang baru ini sangat membantu. Dulu kami bekerja seperti berjalan
di hutan tanpa arah. Kami sering berdebat bagaimana cara menangani kasus; sekarang kami
tahu bagaimana menyelesaikannya dan bekerja berdampingan dengan pemahaman yang
sama. Untuk kasus yang membutuhkan berbagai layanan, kami mengadakan konferensi kasus
yang melibatkan lembaga lain (pendidikan, kepolisian, semuanya kami undang), bisa secara
tatap muka atau melalui Zoom” '

116 Data yang disediakan oleh UNICEF, peluncuran CEKATAN 2021-2022, diperbarui November 2023.
117 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Komisi Perlindungan Anak, Jakarta, 18 Juli 2024.
118 Wawancara informan kunci dengan perwakilan staf UPTD PPA provinsi, Jawa Timur, 3 September 2024.
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Temuan terkait peningkatan manajemen kasus untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif ini muncul
di semua lokasi evaluasi program. Staf UPTD PPA dan penyedia layanan terkait, termasuk pekerja
sosial di bawah Dinas Sosial, mencatat bahwa proses manajemen kasus memfasilitasi koordinasi yang
efisien di dalam jaringan UPTD PPA dan mempercepat proses rujukan antar penyedia layanan.

Namun, meskipun terdapat peningkatan dalam manajemen kasus dan koordinasi secara
umum, para pemangku kepentingan mencatat bahwa masih terdapat sejumlah tantangan
koordinasi dalam jaringan UPTD PPA yang memengaruhi efektivitas model secara keseluruhan.
Tantangan ini terutama berkaitan dengan keterbatasan dalam pertukaran informasi antara staf UPTD
PPA dan penyedia layanan terkait. Para pemangku kepentingan melaporkan bahwa hambatan dalam
berbagi informasi menghambat respons terkoordinasi dan memperlambat waktu antara pelaporan
kasus ke UPTD PPA dan penyediaan layanan. Staf UPTD PPA di Kabupaten Maros, misalnya, menyebut
bahwa meskipun koordinasi berjalan baik di dalam jaringan UPTD PPA, terdapat beberapa kasus di
mana hasil asesmen dan berkas kasus tidak dibagikan tepat waktu antara penyedia layanan terkait
dan manajer kasus UPTD PPA.119 Akibatnya, penanganan kasus menjadi tertunda dan korban tidak
dapat segera mengakses layanan. Para pemangku kepentingan di Maros menyoroti bahwa tantangan
ini sangat terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia di UPTD PPA dan penyedia layanan, di
mana pekerja sosial dan manajer kasus memiliki beban kerja tinggi yang terkadang tidak terkendali,
memperlambat kemajuan kasus dan menghambat pertukaran informasi yang terkoordinasi.120
Tantangan ini khususnya terlihat di UPTD PPA Maros yang pada saat evaluasi hanya memiliki tiga staf
tetap, sementara sebagian besar layanan dilakukan melalui lembaga mitra dalam jaringan. Perlu
dikembangkan (atau diperkuat jika sudah ada) protokol pertukaran informasi antara UPTD PPA
dan penyedia layanan terkait.

Selain itu, efektivitas koordinasi kadang-kadang masih bergantung pada kapasitas teknis
individu dan hubungan antarlembaga. Meskipun mekanisme koordinasi telah diformalkan di bawah
model UPTD PPA, pendekatan ini belum sepenuhnya mengatasi ketergantungan model P2TP2A pada
hubungan antarlembaga untuk memastikan koordinasi layanan yang efektif. Pekerja sosial di Sidoarjo,
misalnya, menyebut adanya “eqo sektoral akibat perbedaan kepemimpinan”'?' sebagai hambatan utama
dalam koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di bawah UPTD PPA.
Kepala Bidang PPA di Sidoarjo juga menyoroti kurangnya “komitmen kelembagaan” sebagai hambatan
dalam koordinasi antara UPTD PPA dan penyedia layanan di jaringan UPTD PPA, termasuk lembaga
Dinas dan kepolisian. Meskipun bukti koordinasi yang kurang baik antara kepolisian dan UPTD PPA
ditemukan di semua lokasi evaluasi, tingkat keparahan tantangan koordinasi antara UPTD PPA
dan kepolisian beragam, menunjukkan pengaruh hubungan antarlembaga terhadap efektivitas
koordinasi secara keseluruhan.

Di Kota Makassar, koordinasi antara kepolisian dan UPTD PPA ditemukan efektif dalam
penanganan kasus secara umum, namun terkadang terputus di tingkat kasus individual.

Staf UPTD PPA kabupaten menyampaikan bahwa kepolisian secara rutin terlibat dalam konferensi
kasus multisektor untuk mendukung koordinasi secara formal: “Sejauh ini tidak ada hambatan dalam
koordinasi karena kami selalu mengadakan pertemuan rutin setiap tiga bulan, dan jika ada konferensi
kasus, kami akan melibatkan PUSPAGA, kepolisian, Bapas, UPTD (Dinas Sosial), dan LSM.” > Namun,

119 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Maros, 2 September 2024.

120 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Maros, 2 September 2024.

121 Wawancara informan kunci dengan pekerja sosial, Sidoarjo, 3 September 2024.

122 Diskusi kelompok terfokus dengan staf UPTD PPA kabupaten, Makassar, 10 September 2024.
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beberapa pemangku kepentingan mencatat bahwa koordinasi ini kadang terputus dalam kasus
tertentu, terutama karena inefisiensi dalam berbagi informasi kasus. Seorang jaksa yang diwawancarai
selama pengumpulan data menyoroti tantangan ini dan dampaknya terhadap penanganan kasus
kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan mencatat bahwa mereka kadang menerima hasil
asesmen dan berkas kasus dari UPTD PPA terlambat, yang menghambat proses penyelidikan dan
penuntutan kasus bagi korban atau penyintas kekerasan terhadap anak dan perempuan.'?

Di Sidoarjo, para pemangku kepentingan menyampaikan bahwa hubungan antara UPTD

PPA dan unit PPA di kepolisian telah terputus, sehingga menghambat proses manajemen

kasus secara formal dan koordinasi dalam menangani kasus yang melibatkan korban/penyintas
kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan. Staf UPTD PPA melaporkan adanya
keterlambatan di pihak kepolisian, dengan menyatakan bahwa “Sinergi antara UPTD PPA dan kepolisian
tidak berjalan baik karena lamanya waktu tunggu untuk memproses kasus di kepolisian.” ' Tidak adanya
koordinasi antara kepolisian dan UPTD PPA berdampak pada efektivitas pemberian layanan dan hasil
penanganan kasus, serta meningkatkan risiko terjadinya trauma sekunder pada perempuan dan anak
akibat asesmen dan wawancara berulang; pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa pekerja sosial
sering kali tidak hadir pada tahap asesmen dalam penyelidikan kepolisian, sehingga korban harus
menjalani asesmen ulang yang berpotensi menimbulkan trauma sekunder (hal ini dibahas lebih lanjut
di bagian berikutnya). Menandai buruknya hubungan antara UPTD PPA dan kepolisian di Sidoarjo,
kepolisian bahkan memilih untuk tidak menghadiri pelatihan UNICEF tentang standar layanan

yang diselenggarakan bagi UPTD PPA Sidoarjo dan para mitrany; padahal seluruh peserta lain yang
diundang hadir.’®> Selain itu, seorang pengacara yang bekerja dalam jejaring UPTD PPA Sidoarjo juga
menyinggung sebuah kasus di Jawa Timur, di mana UPTD PPA menarik kembali kasus dari kepolisian
karena adanya keterlambatan signifikan di pihak kepolisian, dan penanganan kasus oleh kepolisian
tersebut kemudian dilaporkan ke Propam.126 Akibatnya, kasus tersebut akhirnya ditangguhkan dan
hubungan antara kepolisian dan UPTD PPA masih tegang hingga saat ini.'?’

Dengan demikian, meskipun seluruh lokasi evaluasi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan melaporkan
adanya tantangan dalam berkoordinasi dengan kepolisian terkait kasus kekerasan terhadap anak
dan perempuan, perbedaan regional dalam skala tantangan ini terlihat dari hasil pengumpulan data
kualitatif, yang menyoroti keterbatasan manajemen kasus di bawah UPTD PPA ketika menghadapi
hubungan kelembagaan yang tidak harmonis.

Efektivitas UPTD PPA dalam memberikan layanan juga terbatas pada kasus-kasus di mana
kepolisian tidak melakukan penyelidikan aktif. Staf UPTD PPA menyoroti bahwa mereka terkadang
merasa tidak dapat memberikan layanan kepada korban/penyintas ketika tidak ada penyelidikan
kepolisian yang berjalan. Para pemangku kepentingan di UPTD PPA tampak belum sepenuhnya
memahami kewenangan hukum dan mandat mereka, serta kemampuan untuk memberikan layanan
dalam kasus di mana kepolisian belum membuka penyelidikan atau ketika korban telah mencabut
laporannya. Akibatnya, berdasarkan studi kasus di berbagai lokasi evaluasi, dukungan UPTD PPA
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Wawancara informan kunci dengan jaksa, Makassar, 9 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Sidoarjo, 5 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA Sidoarjo, 5 September 2024.

Propam (Divisi Profesi dan Keamanan) merupakan satuan dalam kepolisian yang membina dan menyelenggarakan fungsi akuntabilitas profesi
dan keamanan dalam negeri, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian, serta pelayanan pengaduan masyarakat mengenai
penyimpangan tindakan anggota kepolisian.

Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Sidoarjo, 5 September 2024.




sering kali berakhir ketika kasus di kepolisian ditutup/setelah proses persidangan selesai. Sebagai
contoh, dalam sebuah kasus di Maros yang melibatkan seorang anak perempuan korban kekerasan
seksual oleh ayah tirinya, pekerja sosial yang menangani kasus tersebut melaporkan bahwa layanan
UPTD PPA dihentikan setelah keputusan pengadilan dijatuhkan: “setelah putusan pengadilan...kami
melakukan terminasi atau penutupan”®kasus tersebut. Pekerja sosial tersebut menegaskan bahwa
pemberian layanan UPTD PPA dan keterlibatan anak dalam proses layanan sangat bergantung pada
tahapan dan jangka waktu proses pengadilan. Akibatnya, tidak ditemukan indikasi dari telaah berkas
kasus maupun wawancara dengan anak, orang tua, dan pekerja sosial bahwa anak tersebut menerima
layanan penting setelah persidangan berakhir.

Selain terkait penyediaan layanan jangka menengah dan panjang, para pemangku kepentingan
UPTD PPA melaporkan bahwa mereka merasa tidak memiliki mandat untuk secara proaktif
mengevakuasi anak dari situasi berisiko tanpa keterlibatan kepolisian. Ketidakpastian mengenai
mandat hukum UPTD PPA ini berpotensi membuat anak berada dalam situasi berisiko lebih lama,
karena kemampuan UPTD PPA untuk bertindak secara proaktif menjadi terbatas. Para pemangku
kepentingan utama di lokasi pembanding maupun intervensi sama-sama menyoroti kekhawatiran ini,
dan memberikan contoh kasus di mana mereka tidak dapat mengevakuasi perempuan dan anak dari
rumah tangga yang mengalami kekerasan karena kepolisian enggan dan/atau menolak bertindak.
Perlu dicatat pula bahwa kemungkinan adanya praktik korupsi di kepolisian juga disebutkan oleh
beberapa pemangku kepentingan kunci di Jawa Timur, yang menyoroti situasi di mana masyarakat
merasa kepolisian menolak bertindak atau menghentikan kasus terhadap pelaku kekerasan (termasuk
kasus kekerasan seksual terhadap anak) atas permintaan korban atau keluarganya, yang menghambat
kemampuan UPTD PPA untuk mengambil tindakan dalam kasus-kasus tersebut.

Keterbatasan koordinasi antara kepolisian dan UPTD PPA, serta tantangan dalam respons
kepolisian terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap

anak secara umum, telah menyebabkan hasil penanganan kasus yang negatif. Misalnya,
kecenderungan kepolisian untuk menempuh jalur mediasi dalam kasus kekerasan terhadap
perempuan dan kekerasan terhadap anak ditemukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,
serta di tingkat desa. Di tingkat desa, kecenderungan untuk menempuh mediasi di kalangan aparat
kepolisian setempat dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam mekanisme perlindungan anak
berbasis masyarakat disampaikan oleh para pemangku kepentingan komunitas di berbagai lokasi
intervensi dan pembanding. Mediasi dipandang oleh masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian
kasus perlindungan yang memungkinkan permasalahan diselesaikan di dalam masyarakat tanpa
perlu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ditemukan pula bahwa mediasi digunakan bahkan dalam
kasus kekerasan dalam rumah tangga yang cukup berat, termasuk kekerasan seksual. Norma
sosial dan budaya di masyarakat memperkuat kecenderungan mediasi, karena masyarakat
menganggap bahwa kasus sebaiknya diselesaikan di lingkup lokal, *karena masyarakat tidak ingin
menyebarkan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kasus,” '?° sebab hal tersebut dapat
menimbulkan rasa malu bagi keluarga maupun anggota masyarakat. Kecenderungan mediasi di
kalangan kepolisian dan masyarakat digambarkan oleh beberapa pemangku kepentingan berikut:

128 Wawancara informan kunci dengan manajer kasus, UPTD PPA, Maros, 4 September 2024.
129 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas, Makassar,
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“Jika insiden melibatkan penganiayaan antar anak, kami tidak melaporkannya ke UPTD PPA
tetapi melakukan mediasi di antara tokoh masyarakat yang melaporkan kasus tersebut

ke kepolisian...ada juga kasus yang melibatkan orang dewasa. Misalnya jika seorang

guru menganiaya anak, kadang kami memilih mediasi daripada melanjutkan kasus ke
tingkat pengadilan...kami bisa melakukan mediasi bersama kepolisian di tingkat lokal dan
masyarakat...dalam perjanjian mediasi, kami tidak melibatkan UPTD PPA.” 10

“T: Bagaimana dengan kasus di mana kekerasannya sangat parah, dilakukan oleh ayah, dan
Anda khawatir anak dan ibunya terluka?

Di setiap desa ada polisi masyarakat, dan mereka yang akan menangani. Namun pada
akhirnya, menurut saya mereka enggan bertindak, dan kasusnya akan berakhir pada mediasi
juga. Kadang dari keluarga atau pihak kepolisian sendiri yang menyarankan mediasi. Karena
mereka tidak ingin perkara menjadi rumit dan berkata, ‘ayo berdamai saja’. Begitulah yang
kami lihat, kepolisian tidak ingin repot. Mereka ingin masalah cepat selesai. Bagaimanapun
juga, ini dianggap masalah keluarga.” ™'

Kecenderungan untuk menempuh mediasi di kalangan kepolisian dan tokoh masyarakat seperti
diuraikan di atas menghambat alur rujukan kasus dari tingkat desa ke UPTD PPA di tingkat
kabupaten/kota, sehingga membatasi akses perempuan dan anak terhadap model perlindungan
terpadu. Dengan demikian, implementasi model UPTD PPA belum berhasil menjembatani
kesenjangan antara mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat desa/
kelurahan dan model layanan terpadu UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota. Dukungan UNICEF
dalam mendukung pelaksanaan model UPTD PPA sejauh ini terutama berfokus pada kegiatan
peningkatan kapasitas dan penyusunan SOP di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, sementara
dukungan perlindungan anak yang lebih luas di tingkat desa belum terhubung secara memadai
dengan model UPTD PPA. Dukungan tersebut belum secara efektif memperkuat jalur koordinasi dan
rujukan dari tingkat desa ke kabupaten untuk memfasilitasi rujukan kasus ke UPTD PPA. Hubungan
antara mekanisme berbasis masyarakat dan UPTD PPA perlu diperkuat agar seluruh kasus
yang relevan dapat dinilai dan, bila diperlukan, dikelola oleh UPTD PPA. Upaya perlu dilakukan
di tingkat nasional (bersama Kemendagri dan Kementerian Desa), serta di tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan masyarakat, untuk melibatkan kepolisian dan memastikan mereka
memahami keberadaan UPTD PPA serta mekanisme pelaporan untuk kasus kekerasan terhadap
perempuan dan kekerasn terhadap anak. Upaya di tingkat nasional untuk meningkatkan
kolaborasi antara KemenPPPA dan kepolisian juga perlu diperkuat melalui perjanjian
multilateral seperti nota kesepahaman (MoU), guna menjamin koordinasi yang efektif dan
konsisten antara kepolisian dan UPTD PPA dalam penanganan kasus.

Kualitas proses: Asesmen, waktu tanggap, dan identifikasi risiko

Di seluruh lokasi program, proses asesmen UPTD PPA tampak cukup komprehensif, dengan
identifikasi dan tindak lanjut terhadap kebutuhan mendesak (layanan kesehatan, tempat tinggal,
akses hukum) maupun kebutuhan yang lebih luas (psikoterapi, rehabilitasi narkoba, dokumen
identitas, akses pendidikan, dan sebagainya). Para pemangku kepentingan melaporkan bahwa

130 Wawancara informan kunci dengan perwakilan unit PPA kepolisian, Sulawesi Selatan, 3 September 2024
131 Diskusi kelompok terfokus dengan tokoh masyarakat perlindungan anak, Surabaya, 10 September 2024.
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asesmen dilakukan secara tepat waktu dan berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan
korban/penyintas serta memfasilitasi pemberian layanan yang sesuai: “Asesmen dilakukan sebelum
memberikan dukungan. Untuk melakukan asesmen mendalam, terkadang dilakukan kunjungan rumah,
terutama untuk penanganan kasus penyelamatan anak. Perencanaan layanan dibuat secara individual
sesuai dengan masalah dan kebutuhan korban. Rencana ini dikembangkan bersama antara korban dan
konselor, serta [bekerja sama] dengan sektor atau layanan lain yang dibutuhkan korban.” 3 Asesmen
awal ini tampak efektif dalam menentukan kebutuhan mendesak maupun jangka panjang. Misalnya,
di Makassar, dalam kasus seorang anak perempuan berusia 17 tahun korban kekerasan dalam
rumah tangga, asesmen awal dilakukan dalam waktu 24 jam setelah UPTD PPA menerima laporan.
Asesmen awal tersebut mengidentifikasi kebutuhan hukumnya yang mendesak, dan staf UPTD PPA
mendampinginya ke kantor polisi serta memberikan layanan konseling bantuan hukum. Asesmen
tersebut juga mengidentifikasi kebutuhan konseling dan dukungan sosial-ekonomi.

Namun, evaluator mencatat adanya risiko trauma sekunder di seluruh lokasi program, dengan
ditemukannya kasus asesmen berulang oleh penyedia layanan terkait. Tantangan dalam berbagi
informasi dalam proses manajemen kasus menyebabkan penyedia layanan melakukan asesmen
ulang dan menanyakan kembali informasi yang sebenarnya telah dikumpulkan oleh UPTD PPA atau
pekerja sosial pada asesmen awal. Asesmen berulang membuat korban/penyintas harus kembali
mengingat pengalaman traumatisnya, sehingga menimbulkan risiko trauma sekunder dan tekanan
emosional/psikologis. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap
seorang perempuan dewasa di Surabaya, penyedia layanan melaporkan bahwa setiap lembaga yang
menerima rujukan dari UPTD PPA melakukan asesmen ulang. Staf puskesmas maupun psikolog
melakukan asesmen tersendiri, selain asesmen awal yang telah dilakukan oleh UPTD PPA."* Hal ini
tampaknya terjadi karena adanya kelemahan dalam proses manajemen kasus, di mana hasil asesmen
awal UPTD PPA belum dibagikan ke penyedia layanan sebelum asesmen lanjutan dilakukan. Selain
itu, cakupan asesmen awal UPTD PPA terkadang belum cukup luas, sehingga penyedia layanan
merasa perlu melakukan asesmen tambahan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna
memberikan layanan komprehensif. Dalam salah satu kasus di Makassar yang melibatkan seorang
anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, penyedia bantuan hukum dan kepolisian
melakukan asesmen ulang terhadap anak tersebut, dan menemukan informasi mengenai pernikahan
anak yang sebelumnya tidak muncul dalam asesmen awal UPTD PPA.™3*

Perlu dicatat bahwa terdapat beberapa contoh positif di mana perencanaan kasus dilakukan
secara proaktif untuk mengurangi kemungkinan asesmen berulang. Misalnya, dalam kasus yang
ditangani UPTD PPA Sidoarjo melibatkan anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya,
seorang pengacara dan konselor diundang untuk menghadiri asesmen awal bersama manajer

kasus UPTD PPA. Asesmen awal mencakup aspek sosial, psikologis, dan hukum, sehingga seluruh
pihak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendukung penanganan kasus.' Pendekatan
terkoordinasi ini memastikan anak tidak perlu menjalani asesmen berulang, sehingga secara
signifikan menurunkan risiko trauma sekunder. Untuk mencegah reviktimisasi perempuan dan
anak, penting agar asesmen dilakukan secara terkoordinasi/kolaboratif antar penyedia layanan
terkait bila memungkinkan.

132 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Sidoarjo, 5 September 2024.

133 Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan studi kasus, Surabaya, 9 September 2024.
134 Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan studi kasus, Makassar, 5 September 2024.
135 Telaah berkas kasus, Sidoarjo, 5 September 2024.
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Kadang kala, waktu tanggap UPTD PPA dalam menangani kasus dinilai lebih lambat dari yang
diharapkan, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan
meningkatnya jumlah kasus. Beban kerja staf UPTD PPA juga dilaporkan berat di semua lokasi
program, sebagaimana diilustrasikan oleh beberapa pemangku kepentingan berikut:

“Setiap tahun jumlah kasus terus meningkat dan setiap kasus memiliki tingkat kesulitannya
sendiri. Jika ditanya apakah kami mengalami kesulitan saat ini, kami masih bisa
mengendalikan. Tapi kalau lihat datanya, kasus terus meningkat. Kasus kekerasan seksual dan
pelecehan seksual meningkat, tapi jumlah sumber daya kami tetap sama.” '

“Bagi kami, adanya UPTD PPA ini sangat membantu, tapi memang perlu ada tambahan
personel. Dengan banyaknya kasus, mereka kewalahan, dan terus terang, untuk menangani
kasus anak tidak bisa hanya dilakukan dua orang saja; harus ada tambahan.” 37

Akibat beban kerja yang tinggi, staf UPTD PPA dan pekerja sosial terkait tidak memiliki kapasitas

untuk merespons kasus dalam waktu cepat. Tantangan ini paling terasa di Maros, di mana UPTD PPA
memiliki jumlah staf tetap yang sangat terbatas, dan jumlah pekerja sosial berkualifikasi di bawah
Dinas yang dapat dikerahkan juga terbatas. Penting agar UPTD PPA memiliki jumlah staf yang
memadai untuk memungkinkan respons efektif terhadap meningkatnya jumlah kasus kekeasan
terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak yang dirujuk.

Meskipun model UPTD PPA secara umum telah meningkatkan manajemen kasus untuk
kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, identifikasi dan penanganan
risiko perlindungan anak masih menjadi kesenjangan kritis. Di seluruh lokasi evaluasi, terdapat
kekhawatiran serupa terkait kegagalan dalam mengidentifikasi risiko oleh staf maupun oleh tenaga
yang terlibat dalam pemberian layanan dalam jaringan layanan yang lebih luas. Meskipun terdapat
contoh di mana UPTD PPA bertindak cepat untuk mengeluarkan anak dari situasi berisiko, tindakan
tersebut belum konsisten di semua kasus dan masih sangat terbatas dalam kasus yang kompleks
yang melibatkan lebih dari satu korban atau ketika penerima manfaat dan keluarganya tidak
kooperatif. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa risiko perlindungan tidak selalu teridentifikasi
dengan baik bagi korban dan keluarganya. Hal ini mencakup risiko terhadap penerima manfaat
langsung layanan (misalnya kegagalan dalam mengidentifikasi risiko ketika korban ditempatkan
kembali ke rumah keluarga) maupun risiko terhadap anggota keluarga lainnya (misalnya seorang
anak melaporkan bahwa saudaranya juga mengalami kekerasan, namun tidak ditindaklanjuti oleh
UPTD PPA). Sebagai contoh, dalam satu kasus yang ditangani UPTD PPA Provinsi Jawa Timur, seorang
anak perempuan berusia 15 tahun yang sedang hamil ditempatkan kembali di rumah yang sama
dengan ayah tirinya, yang merupakan pelaku dalam kasus tersebut. Dua anak kandung yang masih
sangat kecil juga tinggal di rumah itu; tampaknya risiko terhadap kedua saudara kandung tersebut
tidak diidentifikasi dengan cukup baik maupun ditindaklanjuti oleh UPTD PPA ketika informasi ini
muncul dari kasus anak perempuan berusia 15 tahun tersebut. Kurangnya kerja sama dari kepolisian
resor juga menjadi tantangan utama dalam kasus ini.

136 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Makassar, 3 September 2024.
137 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Surabaya, 9 September 2024.
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Selain itu, dalam beberapa studi kasus, tampak tidak ada pertimbangan risiko berdasarkan
riwayat kasus (lihat contoh di bawah). Kekurangan ini ditemukan baik di Sulawesi Selatan maupun
Jawa Timur. Dalam asesmen awal, terdapat kegagalan dalam menindaklanjuti dengan pihak yang
sebelumnya telah menangani kasus serupa di UPTD PPA. Akibatnya, risiko yang masih berlangsung
tidak teridentifikasi, dan korban/penyintas kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap
perempuan tidak mendapatkan dukungan atau layanan yang diperlukan. Kasus semacam ini paling
sering ditemukan dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu korban.

Tinjauan kasus di Kota Makassar: Tantangan dalam identifikasi risiko

Gambaran kasus: Tinjauan kasus di Kota Makassar menyoroti kekurangan dalam identifikasi risiko.
Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dirujuk ke UPTD PPA oleh pekerja sosial di bawah Dinas,
dengan riwayat kasus sebelumnya yang juga telah ditangani UPTD PPA karena kekerasan yang
dilakukan oleh ayahnya di rumah. Anak tersebut mengungkapkan bahwa saudara-saudaranya
juga menjadi korban kekerasan tersebut; namun hal ini tidak ditindaklanjuti oleh UPTD PPA,

dan layanan tidak diberikan kepada saudara-saudaranya. Riwayat kasus juga menunjukkan

bahwa ibunya turut menjadi korban kekerasan, namun ia tidak ditempatkan di rumah aman atau
menerima layanan apa pun.

Hasil: Anak laki-laki yang menjadi penerima rujukan langsung ditempatkan di rumah aman UPTD
PPA, namun adik perempuannya, kakak laki-lakinya, dan ibunya dikembalikan ke rumah keluarga.
Staf menyatakan bahwa adik perempuannya “terlalu kecil” (tiga tahun) untuk dipindahkan dari
rumah. Sang ibu juga tidak menerima layanan dari UPTD PPA, meskipun riwayat berkas kasusnya
telah tercantum selama proses manajemen kasus.

Kelemahan dalam identifikasi risiko kemungkinan berkaitan dengan kurangnya kejelasan
terkait mandat hukum staf UPTD PPA untuk bertindak secara proaktif dan merespons isu
perlindungan anak ketika tidak ada rujukan langsung. Terlihat adanya miskonsepsi bahwa
koordinasi dan rujukan dari lembaga lain merupakan prasyarat bagi UPTD PPA untuk memberikan
respons. Akibatnya, staf UPTD PPA melaporkan bahwa terkadang mereka merasa tidak dapat
menanggapi perempuan dan anak yang membutuhkan intervensi segera untuk memastikan
keselamatan mereka, meskipun risiko telah diidentifikasi sejak awal. Selain itu, kapasitas UPTD
PPA untuk mengidentifikasi risiko dan menanggapi kasus kompleks yang melibatkan ibu dan anak
tampak masih terbatas. Tinjauan berkas kasus serta wawancara dengan penerima manfaat dan
penyedia layanan menunjukkan bahwa staf UPTD PPA terkadang kekurangan kapasitas teknis untuk
mengidentifikasi dan menangani risiko dalam kasus yang melibatkan beberapa korban dalam satu
laporan. Dampak dari kekurangan ini paling terasa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga,
terutama ketika pelaku adalah anggota keluarga dan/atau penghuni rumah lainnya.

Meskipun demikian, terdapat bukti beberapa kasus individual di lokasi program di mana UPTD
PPA berhasil mengidentifikasi risiko dan bertindak cepat untuk mengeluarkan anak/perempuan
dari situasi berisiko. Ini termasuk kasus kompleks yang melibatkan banyak korban. Misalnya,

di Kota Surabaya, seorang ibu melaporkan kekerasan dalam rumah tangga langsung ke UPTD PPA
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dan menyampaikan bahwa dirinya serta anaknya yang berusia 8 tahun menjadi korban. Dalam kasus
ini, staf UPTD PPA bertindak cepat dan proaktif menanggapi risiko yang dilaporkan. Pada hari yang
sama, staf UPTD PPA mendatangi sekolah anak tersebut bersama polisi, lalu mengevakuasi anak dan
menempatkan keduanya di rumah aman yang terhubung dengan UPTD PPA.

Sifat yang tampak ad hoc dalam proses identifikasi dan penanganan risiko perlindungan
menunjukkan bahwa asesmen risiko belum sepenuhnya terlembaga di dalam UPTD PPA.
Kepercayaan diri dan inisiatif proaktif individu staf, serta kekuatan koordinasi antara UPTD PPA dan
penyedia layanan lainnya, tampaknya memengaruhi kapasitas UPTD PPA dalam merespons risiko
yang teridentifikasi. Misalnya, karena mandat hukum UPTD PPA untuk bertindak secara proaktif tanpa
keterlibatan polisi masih belum jelas, koordinasi dengan kepolisian sering kali menjadi kunci untuk
dapat merespons dengan cepat terhadap risiko yang teridentifikasi dan mengevakuasi korban dari
situasi berisiko (sebagaimana diuraikan dalam studi kasus di atas). Sangat penting bahwa, dalam
kasus di mana terdapat dugaan anak berada dalam risiko tinggi terhadap bahaya, harus ada
mandat hukum yang jelas bagi staf UPTD PPA untuk secara proaktif mengeluarkan anak dari
situasi berbahaya (bahkan tanpa persetujuan anak atau keluarganya), melakukan asesmen,
serta memulai proses manajemen kasus apabila diperlukan.

Lingkup dan kualitas layanan

Model UPTD PPA secara efektif telah memperluas lingkup layanan yang dapat diakses

oleh korban/penyintas kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan;

hal ini merupakan salah satu tujuan utama dari model UPTD PPA dan dukungan UNICEF yang
mendukungnya. Di seluruh lokasi program, staf UPTD PPA melaporkan bahwa ragam layanan yang
dapat mereka berikan kepada korban/penyintas kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap
perempuan telah meningkat melalui model layanan terpadu yang baru, yang dimungkinkan oleh
peningkatan koordinasi.

Koordinasi dan keterhubungan yang efektif dengan para pemangku kepentingan lainnya
tampaknya telah menciptakan sistem yang kuat, di mana anak dan perempuan dapat
mengakses berbagai layanan dalam jaringan layanan yang terhubung dan dikoordinasikan oleh
UPTD PPA. Di semua lokasi program, para penerima manfaat melaporkan bahwa mereka telah
menerima berbagai layanan, termasuk akses ke penyedia bantuan hukum, psikolog klinis, konselor,
serta layanan rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan, dengan penanganan kasus diawasi oleh
pekerja sosial. Sebagai contoh, satu kasus di Makassar melibatkan seorang anak perempuan berusia
17 tahun yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Anak tersebut melapor ke kantor
polisi, yang kemudian menghubungi UPTD PPA. Petugas UPTD PPA yang ditugaskan ke kasus tersebut
datang ke kantor polisi dan membawa anak tersebut ke UPTD PPA untuk dilakukan asesmen. Setelah
asesmen, anak tersebut dirujuk ke penyedia layanan hukum yang terhubung dan juga menerima
konseling internal serta layanan psikologis dari psikolog di PUPSAGA; ia juga dirujuk ke rumah

sakit untuk pemeriksaan medis. UPTD PPA turut mendampingi proses anak tersebut dengan pihak
kepolisian dan berkoordinasi dengan unit PPA kepolisian selama proses penyelidikan berlangsung.
Berdasarkan wawancara dengan anak tersebut, UPTD PPA membantu dalam koordinasi dengan
kepolisian, dan ia juga telah menerima dukungan dari konselor hukum. Namun, komunikasi antara
petugas kasus dan korban tampak masih kurang, karena anak tersebut tidak sepenuhnya memahami
layanan apa saja yang telah atau akan diterimanya.
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Contoh kasus lain di Maros menunjukkan koordinasi dan kolaborasi yang efektif dalam
memberikan berbagai jenis layanan. Kasus ini melibatkan seorang anak perempuan berusia 14
tahun yang menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi oleh ayah kandungnya. Kepolisian
merujuk kasus tersebut ke UPTD PPA, di mana anak tersebut kemudian dirujuk ke layanan dalam
jaringa: rumah aman/akomodasi, layanan sosial, bantuan hukum, konseling psikologis, dan dukungan
psikiatri di rumah sakit setempat.'*®

Kolaborasi kasus yang efektif (sebagaimana diuraikan pada bagian koordinasi) tampaknya
berkontribusi pada praktik yang lebih baik melalui mekanisme rujukan yang lebih efisien antara
UPTD PPA dan penyedia layanan terkait. Para pemangku kepentingan di Jawa Timur dan Sulawesi
Selatan menyoroti bahwa UPTD PPA telah memfasilitasi rujukan lintas sektor yang efektif untuk
memastikan korban/penyintas dapat mengakses berbagai layanan, sebagaimana diilustrasikan oleh
beberapa pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam penelitian kualitatif:

“Terlihat ada kemajuan dibanding sebelumnya [di bawah sistem manajemen kasus baru] -
mereka bisa mengadakan konferensi kasus yang melibatkan lebih banyak profesional dan
layanan multi-sektor. Jadi sistem rujukan sekarang lebih kuat.” '

Sejak UPTD PPA dibentuk, kami membuat regulasi dan langkah wajib - jika korban melapor,
ada langkah tindak lanjut. Korban bisa mendapatkan layanan yang lebih baik, termasuk
rujukan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kepolisian.” %

Namun, aksesibilitas layanan yang ditawarkan tidak konsisten di seluruh UPTD PPA. Lingkup
layanan yang dapat diberikan kepada korban sangat bergantung pada kapasitas keuangan
dan sumber daya manusia masing-masing UPTD PPA. UPTD PPA yang lebih besar, dengan sumber
daya manusia dan keuangan yang lebih memadai, mampu menyediakan lebih banyak layanan

secara internal, sehingga tidak perlu melakukan rujukan eksternal yang dapat menyebabkan waktu
tunggu dan keterlambatan. Sebagai contoh, UPTD PPA Makassar melaporkan memiliki sumber daya
keuangan dan manusia yang lebih besar dibandingkan lokasi evaluasi lainnya, dengan jumlah staf
yang banyak dan dukungan anggaran daerah yang berkelanjutan; Makassar memiliki empat konselor,
dua konselor hukum, satu psikolog klinis, delapan pekerja kasus, staf administrasi, serta dua petugas
rumah aman. Sebaliknya, UPTD PPA Maros memiliki sumber daya manusia yang terbatas, hanya tiga
staf tetap - kepala UPTD PPA, satu staf administrasi, dan satu pekerja kasus. Karena Maros lebih
bergantung pada rujukan ke penyedia layanan eksternal, penerima manfaat layanan UPTD PPA
sering mengalami keterlambatan dalam mengakses layanan. Keterbatasan sumber daya manusia
dan beban kerja yang tinggi pada staf UPTD PPA serta pekerja sosial dari Dinas juga disebut sebagai
faktor yang memperlambat proses rujukan ke penyedia layanan. Tantangan ini paling nyata di Maros,
sebagaimana disampaikan oleh salah satu pemangku kepentingan:

“Kendala muncul pada waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses rujukan,
misalnya dari kepolisian atau psikolog, karena kekurangan personel di UPTD PPA.” ™!

138 Telaah berkas kasus, Maros, 3 September 2024.

139 Wawancara informan kunci dengan perwakilan LSM, Surabaya, 5 September 2024.
140 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappenas, Jakarta, 17 Juli 2024.
141 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Maros, 2 September 2024.
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Ketersediaan psikolog juga menjadi tantangan utama di seluruh lokasi program. Kekurangan
dicatat baik di UPTD PPA yang memiliki psikolog internal maupun yang bekerja sama dengan
psikolog eksternal. Di Makassar, dukungan psikologis disebut sebagai area layanan yang paling
lemah meskipun terdapat psikolog tetap di UPTD PPA. Para pemangku kepentingan menyoroti
bahwa jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban kasus dan permintaan yang masuk, sehingga
sebagian layanan psikologis harus dialihdayakan. Tantangan dalam pengalihan layanan psikologis
ini juga ditemukan di seluruh lokasi program. UPTD PPA melaporkan memiliki perjanjian dengan
lembaga universitas yang menyediakan psikolog secara sukarela serta kontrak dengan psikolog
individu eksternal. Namun, ketersediaan mereka terbatas oleh komitmen universitas dan profesional,
menyebabkan keterlambatan bagi penerima manfaat UPTD PPA untuk mendapatkan dukungan

psikologis. Beberapa pemangku kepentingan menggambarkan tantangan ini:

“Kami punya cukup banyak konselor, tapi tidak cukup psikolog - untuk memastikan klien
mendapatkan penanganan segera. Ini soal kesehatan mental, pelecehan, kekerasan dalam
rumah tangga - klien tidak bisa menungqu lebih dari 24 jam. Jadi kami butuh lebih banyak
psikolog, terutama psikolog klinis.” '

“Psikolog belum tetap, mereka hanya datang saat dipanggil, sistemnya berbasis kontrak.”'#

“Pemeriksaan psikologis masih memerlukan waktu lebih lama dalam penanganan kasus.
Pelaporannya ke UPTD PPA, lalu dibawa ke pihak kepolisian, pendampingan untuk visum,
permintaan proses pemeriksaan psikologis kepada kami, khususnya untuk tahapan psikologis
ini memakan waktu lebih lama.”

Selain ketersediaan psikolog, di seluruh lokasi evaluasi juga dicatat bahwa jumlah sesi konseling
dan pemeriksaan psikologis yang diberikan umumnya terbatas pada 2-3 sesi per kasus. Para
pemangku kepentingan dan penerima manfaat menekankan bahwa jumlah tersebut tidak memadai,
karena banyak kasus yang membutuhkan dukungan psikologis dalam jangka waktu lebih panjang.

Tantangan lain yang mungkin terkait dengan kualitas layanan psikologis yang diberikan
oleh UPTD PPA juga ditemukan. Pemangku kepentingan di sejumlah lokasi evaluasi menyoroti
penggunaan terapi alternatif sebagai bentuk dukungan psikologis, termasuk terapi hypno-sleep dan
tapping. Kualitas layanan dan terapi psikologis ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami jenis dan
mutu layanan yang diberikan dalam komponen ini, serta efektivitasnya dalam memberikan dukungan
yang sesuai.

Akses terhadap bantuan hukum juga disebutkan terbatas di beberapa lokasi evaluasi. Staf
UPTD PPA melaporkan adanya keterlambatan signifikan pada kasus-kasus yang melibatkan penasihat
hukum dari jejaring layanan yang lebih luas, dengan alasan kurangnya koordinasi serta kapasitas staf
UPTD PPA yang menurun dalam menerapkan proses manajemen kasus secara efektif akibat beban
kerja yang tinggi. Selain itu, akses terhadap layanan bantuan hukum juga terbatas di beberapa lokasi

142 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Surabaya, 5 September 2024.
143 Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Maros, 2 September 2024.
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karena kecenderungan pihak kepolisian untuk memediasi/menutup kasus. Kualitas layanan konseling
hukum dan bantuan hukum juga dinilai oleh para pemangku kepentingan kadang tidak memadai,
sehingga menghambat anak dan perempuan korban kekerasan terhadap anak dan kekerasan
terhadap perempuan dalam menempuh jalur hukum. Seorang pengacara yang memberikan layanan
di bawah jejaring UPTD PPA di Sidoarjo menyoroti bahwa bantuan hukum dan litigasi merupakan area
yang perlu ditingkatkan guna memastikan akses terhadap keadilan bagi para korban.'** Beberapa
penerima manfaat UPTD PPA juga menyoroti bahwa terdapat kasus di mana staf UPTD PPA atau
pekerja sosial terkait tidak mendampingi mereka selama proses hukum, meskipun hal tersebut telah
ditawarkan atau diminta.

Penting untuk menutup kesenjangan dalam penyediaan layanan yang memadai dan
berkualitas (khususnya layanan hukum dan psikologi klinis), agar perempuan dan anak korban/
penyintas kekerasan dapat mengakses seluruh jenis layanan yang mereka butuhkan.

Kualitas hasil penanganan kasus

Secara umum, kualitas layanan yang diberikan di bawah model UPTD PPA dinilai baik oleh para
penerima manfaat. Di seluruh lokasi program, penerima manfaat melaporkan bahwa mereka puas
dengan keputusan mereka untuk datang ke UPTD PPA, bahwa layanan yang diterima membantu
mereka, dan mereka merasa mendapatkan dukungan yang baik dari UPTD PPA. Khususnya, sejumlah
penerima manfaat yang sedang menjalani proses hukum atau investigasi dengan kepolisian
melaporkan bahwa mereka merasa didukung oleh staf UPTD PPA yang mendampingi mereka selama
proses hukum. Misalnya, seorang perempuan dewasa yang kasusnya ditangani oleh UPTD PPA Maros
melaporkan bahwa layanan yang diberikan sangat membantu, dan ia merasa “sangat puas” dengan
layanan UPTD PPA atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dirinya dan anak-anaknya.
la secara khusus menyoroti pendampingan UPTD PPA selama proses persidangan sebagai hal

yang sangat bermanfaat, dan dukungan UPTD PPA selama proses hukum memastikan dirinya tetap
mendapatkan informasi tentang setiap tahapan proses hukum.'#

Selain itu, di seluruh lokasi program, para penerima manfaat yang berpartisipasi dalam
pengumpulan data menyoroti bahwa mereka merasa didengarkan dan dilibatkan dalam proses
perencanaan layanan di UPTD PPA. Para peserta memberikan tanggapan positif ketika ditanya
apakah mereka merasa didengarkan oleh staf UPTD PPA, seperti tergambar dalam kutipan dari
penerima manfaat berikut:

“Saya didengarkan dengan baik. Misalnya, saat konsultasi, petugas atau konselor menanyakan
apa yang saya butuhkan.” '#

“Semua pendapat kami diterima...misalnya, mereka mendengarkan kami ketika kami
membutuhkan seseorang untuk mengantar ke rumah sakit.” '

144 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Sidoarjo, 5 September 2024.

145 Wawancara informan kunci dengan orang tua dari anak penerima manfaat, Maros, 4 September 2024.
146 Wawancara informan kunci dengan penerima manfaat UPTD PPA, Sidoarjo, 4 September 2024.

147 Wawancara informan kunci dengan orang tua penerima manfaat anak, Maros, 4 September 2024.
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Salah satu contoh kasus di Kota Surabaya, yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
seorang ibu dan anak laki-lakinya berusia delapan tahun, menunjukkan bahwa UPTD PPA berhasil
memberikan layanan secara partisipatif melalui kolaborasi dengan penerima manfaat, dengan
menyediakan informasi dan pilihan agar korban/penyintas dapat mengambil keputusan yang tepat.
Dalam kasus ini, staf UPTD PPA melakukan asesmen awal dan menanggapi kebutuhan mendesak
klien, kemudian menjelaskan sejumlah opsi kepada ibu tersebut, termasuk pilihan tempat tinggal ke
depan, kemungkinan melanjutkan kasus ke kepolisian, serta layanan konseling dan psikologi. Sang
ibu melaporkan bahwa ia merasa didengarkan dan staf UPTD PPA memberikan pilihan yang jelas
serta dijelaskan dengan baik. Hal ini merupakan komponen penting dalam pemberian layanan yang
efektif di bawah model UPTD PPA, karena memastikan penerima manfaat merasa didengarkan dapat
menciptakan rasa memiliki terhadap proses layanan dari korban/penyintas, yang pada akhirnya dapat
memperkuat keterlibatan mereka terhadap layanan dan meningkatkan kemungkinan hasil kasus yang
positif.

Meskipun demikian, sejumlah penerima manfaat di berbagai lokasi program mencatat bahwa mereka
terkadang tidak mengetahui proses perencanaan kasus dan layanan yang dirujuk kepada mereka,
yang menunjukkan bahwa komunikasi antara manajer kasus dan penerima manfaat UPTD PPA
kadang belum memadai. Kesenjangan komunikasi ini juga dapat mengindikasikan bahwa korban/
penyintas belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan layanan mereka. Tantangan

ini tampak terjadi di semua lokasi program dan berbeda-beda pada setiap kasus. Di Makassar,
seorang gadis berusia 17 tahun yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh ayahnya
mengatakan kepada peneliti, “Saya tidak jelas tentang klasifikasi layanan yang tersedia,”'* dan
tampak belum memahami langkah selanjutnya dalam kasusnya. Namun, petugas bantuan hukum
yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut mengetahui dengan jelas langkah-langkah yang
direncanakan dan telah diambil untuk anak perempuan itu, menunjukkan bahwa meskipun layanan
telah direncanakan dengan tepat, komunikasi kepada anak tersebut belum dilakukan secara efektif.

Penggunaan mediasi oleh UPTD PPA dalam kasus yang tidak tepat juga disorot di lokasi program;
hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam kualitas layanan yang diberikan serta keterbatasan
kapasitas UPTD PPA dalam memastikan hasil yang memadai pada kasus kekerasan seksual.
Keputusan untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kekerasan antara korban dan
pelaku dalam kasus berat menunjukkan adanya tantangan serius terkait pengetahuan dan kapasitas
teknis staf UPTD PPA. Di Makassar, staf UPTD PPA kabupaten menjelaskan bagaimana mereka
berupaya menggunakan mediasi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami
terhadap istrinya:

148 Wawancara informan kunci dengan anak penerima manfaat, Makassar, 5 September 2024.
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“Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru menyebutkan bahwa jika seorang
pria memaksa istrinya untuk berhubungan seksual, maka itu dikategorikan sebagai kekerasan.

[peneliti] Jadi, dalam kasus seperti ini ketika suami merasa kebutuhannya tidak terpenuhi
tetapi istri melaporkan pemerkosaan, bagaimana Anda menyelesaikan kasus seperti ini?

Jika istri melapor, kami memanggil suami untuk klarifikasi. Pertama, kami menanyakan
apakah ia bersedia dimediasi dan kami mendengarkan penjelasan dari suami, kemudian
kami menyampaikan klarifikasi dari suami kepada istri dan membawa keduanya ke ruang
mediasi. Di ruang mediasi, mereka akan didampingi oleh pekerja kasus di UPTD PPA, dan kami
akan mencoba melakukan klarifikasi dan mediasi. Biasanya berhasil, mereka bisa mencapai
kesepakatan.

Selama mediasi, pekerja kasus akan menjelaskan konsekuensi jika kasus dilaporkan ke polisi.
Jika kedua pihak sepakat, maka kami juga menjelaskan hasil akhirnya, dan mereka bisa
menyetujuinya.”

Pendekatan seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan adanya tantangan dalam kapasitas teknis
dan pengetahuan staf UPTD PPA, serta hambatan yang lebih luas yang membatasi efektivitas
UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual, yaitu norma sosial budaya (termasuk norma
patriarkal) dan kerangka hukum (faktor-faktor penghambat ini dibahas lebih lanjut pada bagian
berikut). Penggunaan mediasi dalam kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, menyebabkan
penutupan kasus lebih awal dan kurangnya dukungan bagi korban. Bentuk dukungan lain yang juga
umum dilakukan dalam kasus kekerasan seksual adalah memfasilitasi pernikahan dan membantu
pendaftaran pernikahan secara resmi. Pendekatan ini justru menghambat korban untuk mengakses
layanan dan dapat membuat korban tetap berisiko menghadapi pelaku. Tantangan-tantangan ini
terkait dengan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual yang tampaknya belum tertangani
secara efektif dalam model UPTD PPA. Data kualitatif dari lokasi pembanding juga menunjukkan
tantangan serupa dalam respons terhadap kasus kekerasan seksual, yang menyoroti pengaruh
hambatan yang lebih luas yang membatasi efektivitas model UPTD PPA (dibahas lebih lanjut pada
bagian berikut).

Kapasitas teknis penyedia layanan

Untuk dapat melaksanakan model UPTD PPA secara efektif, UNICEF bekerja sama dengan
KemenPPPA dan LSM untuk memberikan pelatihan kepada staf UPTD PPA dan penyedia layanan
guna meningkatkan kapasitas teknis petugas perlindungan dalam memberikan layanan terpadu.
Selain pelatihan CEKATAN yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan dukungan mitra pelaksana
LSM, UNICEF juga telah menyelenggarakan pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual
(PSEA), Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial (bersama PUSPAGA), serta pelatihan tentang
Eksploitasi dan Kekerasan Seksual terhadap Anak Daring (OCSEA). Hasil di bidang ini beragam. Para
pemangku kepentingan mencatat bahwa pelatihan-pelatihan tersebut efektif dalam membantu
petugas memberikan layanan, namun juga menyoroti bahwa jumlah dan cakupan pelatihan
masih terbatas, dan keterbatasan kapasitas teknis masih menjadi tantangan yang signifikan.
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Para pemangku kepentingan mencatat bahwa di lokasi yang menerima pelatihan dukungan
dari UNICEF, sesi pelatihan efektif dalam meningkatkan kapasitas staf untuk memberikan
layanan terpadu. Secara khusus, pelatihan manajemen kasus dan standar layanan (sebagaimana
dijelaskan sebelumnya) dinilai telah meningkatkan kapasitas staf UPTD PPA dalam memberikan
layanan terpadu sesuai SOP baru. Selain itu, pelatihan tentang prinsip perlindungan anak, PSEA, dan
OCSEA juga dinilai efektif dalam memperkuat kapasitas teknis staf UPTD PPA dan penyedia layanan

di jejaring terkait, termasuk kepolisian, psikolog, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum. Di Jawa
Timur, staf UPTD PPA melaporkan bahwa mereka telah menerima beberapa pelatihan dari LPA (mitra
LSM UNICEF) yang membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus, mulai dari
asesmen, pemberian layanan, hingga reintegrasi.’ Secara khusus, para pemangku kepentingan yang
telah mengikuti pelatihan OCSEA dari mitra LSM UNICEF (termasuk Yayasan Bakti di Sulawesi Selatan)
menyoroti bahwa pelatihan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas
teknis untuk menangani kasus OCSEA.

Namun, data kualitatif menegaskan bahwa pelatihan yang diberikan belum cukup intensif
maupun luas cakupannya untuk mendukung penerapan proses manajemen kasus yang
kuat serta secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas teknis para petugas.
Para pemangku kepentingan di berbagai lokasi evaluasi mencatat bahwa pelatihan manajemen
kasus hanya diberikan kepada sedikit petugas, sehingga tidak secara efektif meningkatkan kapasitas
seluruh staf UPTD PPA maupun penyedia layanan terkait. Sementara di Sidoarjo dilaporkan bahwa
penyedia layanan terkait telah menerima pelatihan manajemen kasus (termasuk staf UPTD PPA, jaksa,
dan pekerja sosial dari Dinas Sosial), para pemangku kepentingan di Surabaya menyebutkan bahwa
pelatihan tersebut terbatas cakupannya dan hanya diberikan kepada staf UPTD PPA.™° Di UPTD

PPA provinsi Sulawesi Selatan, para pemangku kepentingan menyampaikan hal berikut saat ditanya
mengenai pelatihan manajemen kasus:

“Pelatihan ini sangat membantu kami - tetapi tidak semua bisa ikut. Untuk pelatihan
manajemen kasus, kami benar-benar membutuhkannya. Teman-teman kami dari UPTD PPA
kabupaten bilang bahwa mereka perlu pelatihan, beberapa sudah ikut, tapi masih perlu
ditambah. Harus ada lebih banyak pelatihan dan kuota untuk staf berpartisipasi (artinya lebih
banyak kesempatan bagi staf untuk ikut).” ™5

Pelatihan perlindungan dan kegiatan peningkatan kapasitas lebih lanjut yang didukung UNICEF
juga dinilai efektif bagi petugas yang menerimanya, tetapi jumlahnya kembali dinilai sangat terbatas.
Misalnya, meskipun para pemangku kepentingan di Makassar menilai pelatihan OCSEA relevan,
mereka menekankan bahwa pelatihan ini masih berskala kecil dan belum menjangkau cukup banyak
penyedia layanan yang menangani kasus di UPTD PPA:

149 Wawancara informan kunci staf UPTD PPA, Jawa Timur, 3 September 2024.
150 Wawancara informan kunci dengan perwakilan kantor WECP, Surabaya, 5 September 2024.
151 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Sulawesi Selatan, 3 September 2024.
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“Kami mendapat dukungan dari UNICEF melalui program OCSEA - ini sangat berquna bagi
kami, terutama di era digital sekarang...Tetapi cakupannya terbatas. Ada 85 pekerja rumah
aman di Makassar, tapi hanya 6 yang menerima dukungan OCSEA.”"*?

Secara keseluruhan, mengingat terbatasnya jumlah pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas
OCSEA, staf UPTD PPA di berbagai lokasi evaluasi, serta pemangku kepentingan nasional, mencatat
bahwa UPTD PPA sering kali belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani

kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring.”™ Mengingat isu ini terus berkembang
dalam tantangan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kapasitas staf UPTD PPA dan
penyedia layanan terkait untuk menanganinya secara efektif menjadi hal yang krusial dan harus
segera diatasi. Para pemangku kepentingan utama dan penyedia layanan merekomendasikan agar
diberikan pelatihan lebih lanjut untuk menjangkau lebih banyak penyedia layanan, serta mengadakan
pelatihan penyegaran bagi peserta yang sudah pernah mengikuti pelatihan.™ Untuk memastikan
berfungsinya sistem manajemen kasus secara efektif dalam model layanan UPTD PPA, pelatihan
manajemen kasus perlu diberikan kepada staf UPTD PPA (aparatur sipil negara) dan penyedia
layanan terkait agar respons terhadap kasus dapat terkoordinasi dengan baik. Pelatihan
penyegaran harus dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup kegiatan peningkatan
kapasitas terhadap isu-isu perlindungan anak yang terus berkembang (misalnya OCSEA).

Di tingkat nasional maupun daerah, para pemangku kepentingan mengungkapkan kekhawatiran
terkait kurangnya kapasitas teknis di antara staf UPTD PPA dan penyedia layanan terkait, serta
menyoroti bahwa dukungan peningkatan kapasitas yang ada belum cukup dalam dan luas
untuk secara efektif meningkatkan kapasitas teknis tenaga kerja. Secara khusus, pemangku
kepentingan dari LSM di tingkat nasional dan daerah menilai kapasitas teknis pegawai pemerintah
di UPTD PPA masih belum memadai. Sebelum pembentukan UPTD PPA di lokasi program evaluasi,
LSM berperan penting dalam penyediaan layanan dan manajemen kasus secara informal, serta
telah mengembangkan pengetahuan dan kapasitas teknis yang kuat dalam memberikan layanan
perlindungan bagi perempuan dan anak. Sejumlah petugas LSM mencatat bahwa staf UPTD PPA
yang direkrut dalam model baru belum memiliki kapasitas teknis yang sepadan, serta kurang
memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memberikan layanan secara efektif dan
komprehensif.™* Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, para pemangku kepentingan menyarankan
agar ditetapkan standar minimum/kriteria bagi staf UPTD PPA, khususnya terkait pengetahuan dan
keahlian teknis. Di tingkat provinsi Jawa Timur, kepala UPTD PPA mengakui bahwa latar belakangnya
bukan di bidang pekerjaan sosial atau perlindungan anak, dan hal ini menjadi tantangan di awal
masa jabatannya di UPTD PPA. Ia juga menyebutkan bahwa pada awalnya, tidak ada ASN yang
ditempatkan di UPTD PPA yang memiliki pengalaman di bidang pekerjaan sosial atau perlindungan
anak karena sifat rotasi jabatan ASN."™> Disarankan agar di wilayah di mana LSM memiliki
program perlindungan anak yang kuat dan tenaga ahli khusus, dikembangkan program

yang memungkinkan staf LSM memberikan dukungan manajemen kasus (misalnya melalui
pendekatan kolaborasi kasus).

152 Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan terhubung, Makassar, 4 September 2024.
153 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Jawa Timur, 2 September 2024.

154 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Child Fund, Jakarta, 18 Juli 2024

155 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Jawa Timur, 2 September 2024.

S 82 Evaluasi Formatif Layanan Perlindungan Terpadu bagi Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun 2021-2023



Terakhir, tingginya tingkat rotasi staf UPTD PPA diidentifikasi sebagai tantangan yang terus
berlanjut, memengaruhi kapasitas teknis tenaga kerja UPTD PPA dan membatasi efektivitas
model layanan terpadu. Para pemangku kepentingan menyebutkan bahwa tingkat rotasi petugas
cukup tinggi karena beban kerja yang berat dalam sistem yang memiliki keterbatasan sumber

daya manusia. Akibatnya, staf tidak bertahan lama di posisinya dan tidak sempat mengembangkan
pengalaman serta keahlian teknis yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif: “Tantangan terbesar
adalah SDM-jumlah dan kapasitasnya... tingkat pergantian orang sangat tinggi. Ketika kami melatih
seseorang, mereka kemudian dipindahkan. Ini juga menjadi tantangan bagi kepala Dinas dan UPTD PPA,
karena mereka sering mengalami rotasi.”"®

Akses terhadap UPTD PPA

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (lihat bagian relevansi), UNICEF telah mendukung
berbagai program untuk meningkatkan akses terhadap UPTD PPA, yang menghasilkan
peningkatan jumlah perempuan dan anak yang dirujuk ke UPTD PPA dari tahun ke tahun.
Bukti menunjukkan bahwa ketika kegiatan sosialisasi dilakukan di tingkat desa, hal ini efektif dalam
meningkatkan jumlah kasus yang dirujuk ke UPTD PPA oleh anggota masyarakat dan lembaga, serta
jumlah rujukan mandiri.

Namun, masih terdapat hambatan besar dalam pelaporan kekerasan terhadap perempuan
dan anak serta akses terhadap UPTD PPA yang perlu ditangani. Dilaporkan bahwa pengetahuan
masyarakat, termasuk anak-anak, tentang isu perlindungan anak dan mekanisme respons masih
rendah, yang membatasi jumlah perempuan dan anak yang dapat mengakses layanan UPTD PPA.
Orang tua dari korban kekerasan anak di Maros, misalnya, melaporkan bahwa masyarakat dan orang
tua belum tahu cara mengenali dan melaporkan kasus kekerasan: “Mereka masih belum benar-benar
tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi kekerasan terhadap anak. Dalam kasus anak saya, pelaku
sebenarnya sudah melakukannya sejak lama, tapi tidak ada yang melapor. Mungkin mereka tahu ke
mana harus melapor, tapi masyarakat cenderung ragu dan takut.”"> Penerima manfaat dan anggota
masyarakat juga menyebutkan bahwa anak-anak memiliki pengetahuan yang terbatas tentang hak-
hak mereka dan isu perlindungan anak, serta tidak tahu kepada siapa dan bagaimana melaporkan
kejadian.

Selain kurangnya pengetahuan dan kesadaran, norma sosial-budaya juga menghambat
perempuan dan anak untuk melaporkan kekerasan karena rasa malu dan aib akibat menjadi
korban. Perasaan malu dan aib ini terutama muncul dalam kasus kekerasan seksual oleh anggota
keluarga, yang membuat korban/penyintas enggan melapor. Rasa malu tersebut tidak hanya
dirasakan secara personal oleh korban/penyintas kekerasan terhadap anak dan perempuan, tetapi
juga secara komunal. Anggota masyarakat dan pemangku kepentingan utama menyoroti rasa malu
yang dirasakan korban dan keluarga ketika melapor karena dianggap sebagai aib, sehingga menjadi
hambatan utama dalam pelaporan: “Masyarakat masih merasa bahwa proses penanganan kasus
merupakan sesuatu yang memalukan atau membuka aib keluarga.”*® Akibatnya, norma sosial-budaya
yang menumbuhkan rasa malu pada korban/penyintas menghambat pelaporan baik oleh individu
maupun masyarakat, sehingga muncul situasi di mana masyarakat justru menutupi kasus, seperti
yang diungkapkan sejumlah pemangku kepentingan, anggota masyarakat, dan penerima manfaat:

156 Wawancara informan kunci dengan konsultan UNICEF, daring, 15 Juli 2024.
157 Wawancara informan kunci dengan orang tua penerima manfaat anak, Maros, 4 September 2024.
158 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappeda Maros, 3 September 2024.
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“Orang tidak mau melaporkan kasus karena kekerasan terhadap anak dianggap sebagai aib
keluarga.”™*

“Dalam kasus kekerasan rumah tangqa, karena pelaku adalah anggota keluarga, faktor sosial
membuatnya lebih sulit. Dalam konteks Indonesia, kita masih terhambat oleh nilai-nilai yang
berlaku di masyarakat. Mereka tidak ingin orang lain mengetahui urusan keluarga. Di sini
masih kuat budaya patriarki.”’®

“Masih ada rasa malu di masyarakat jika ada kunjungan penanganan kasus dari UPTD PPA.”"¢

“Banyak kasus yang tidak muncul karena mereka menganggap kekerasan seksual sebagai hal
yang memalukan dan tidak ingin orang lain tahu. Jika pelaku dekat dengan keluarga, bahkan
bisa jadi keluarganya, orang tua, paman, bahkan kakek. Untuk kasus seperti ini, masyarakat
tidak ingin membagikan informasi itu untuk keperluan identifikasi kasus. Karena itu, kita
perlu mengedukasi masyarakat untuk mengubah pola pikir agar mereka mau melaporkan
kasus. 7162168

Untuk menjembatani kesenjangan antara tingkat desa dan tingkat kota/kabupaten secara
efektif, diperlukan dukungan tambahan di tingkat desa guna meningkatkan kepercayaan

dan pengetahuan masyarakat terhadap UPTD PPA, termasuk melalui kegiatan sosialisasi
lanjutan. Pedoman Kementerian Desa yang didukung oleh UNICEF mengenai perlindungan
anak berbasis masyarakat perlu dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan secara luas ke
seluruh desa agar masyarakat di tingkat desa memiliki struktur dan kapasitas yang memadai
untuk menanggapi kasus perlindungan. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas

yang lebih luas juga perlu diperluas di tingkat desa untuk meningkatkan kemampuan para
pemimpin perlindungan anak di masyarakat dalam menangani kasus secara tepat, dengan
fokus untuk meninggalkan praktik mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini
sangat penting terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, di mana akses langsung anak dan
perempuan ke UPTD PPA mungkin tidak memungkinkan.

Kelompok tertentu yang diketahui belum terlayani dengan baik oleh UPTD PPA adalah anak
yang berkonflik dengan hukum. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) belum dapat
secara konsisten mengakses layanan dalam model UPTD PPA, yang menunjukkan bahwa model
layanan UPTD PPA dan program UNICEF yang mendukungnya belum sepenuhnya mengatasi
kelemahan ini dalam sistem perlindungan anak. Di tingkat nasional, para pemangku kepentingan
menyoroti bahwa penyediaan layanan bagi ABH merupakan salah satu kelemahan utama dalam
pelaksanaan model UPTD PPA. Meskipun mandat bagi UPTD PPA untuk memberikan layanan kepada
ABH telah berhasil ditetapkan di tingkat nasional melalui Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (yang disusun dengan dukungan teknis UNICEF),
masih terdapat tantangan dalam penerapannya di tingkat daerah. Secara khusus, para pemangku

159 Diskusi kelompok terfokus dengan penyedia layanan masyarakat, Sidoarjo, 5 September 2024.
160 Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan, Makassar, 4 September 2024.

161 Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Maros, 2 September 2024.

162 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas, Makassar, 4 September 2024.

N 34 Evaluasi Formatif Layanan Perlindungan Terpadu bagi Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun 2021-2023



kepentingan nasional menyoroti bahwa UPTD PPA di tingkat daerah masih enggan menjalankan
mandat ini, sebagian karena adanya persepsi bahwa penanganan ABH merupakan tanggung jawab
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta sistem peradilan, bukan bagian dari sistem
perlindungan anak di bawah KemenPPPA. Hal ini tergambar dari pernyataan sejumlah pemangku
kepentingan utama:

“Ini hal yang paling menantang. Banyak UPTD PPA - terutama di tingkat provinsi dan beberapa
kabupaten - menolak menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan mengatakan
bahwa itu bukan mandat mereka, bahwa mereka hanya menangani korban kekerasan, bukan
pelaku... [padahal] dalam perlindungan anak, tidak seharusnya ada pembedaan antara
perlindungan anak dan anak yang berkonflik dengan hukum - keduanya seharusnya ditangani
dalam satu wadah. Beberapa kabupaten sudah merespons, tetapi sebagian besar menilai ini
konflik kepentingan karena mereka menangani korban.” '

“UPTD PPA yang bersedia menangani anak yang berkonflik dengan hukum masih sangat
sedikit... perspektif mereka adalah UPTD PPA hanya untuk korban. UPTD PPA perlu memperkuat
layanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Saat ini, anak-anak tersebut masih
dianggap sebagai ‘anak nakal’, sehingga tidak dipahami sebagai bagian dari isu perlindungan
anak - melainkan dianggap harus ditangani secara hukum melalui sistem peradilan.” '

Dengan demikian, meskipun UNICEF telah berhasil mendukung pengintegrasian ABH ke dalam
model UPTD PPA (sebagaimana disebutkan oleh sejumlah pemangku kepentingan pemerintah dan
UNICEF), dukungan di tingkat daerah belum berhasil meningkatkan kapasitas UPTD PPA untuk
menjalankan mandat ini. Kegiatan peningkatan kapasitas juga belum secara memadai mencakup
penyediaan layanan bagi ABH atau meningkatkan pengetahuan penyedia layanan UPTD PPA tentang
ABH serta pentingnya memasukkan mereka ke dalam sistem perlindungan anak.

Efektivitas UPTD PPA dalam memberikan layanan kepada ABH, sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA
Nomor 2 Tahun 2022, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kemauan dari masing-masing
UPTD PPA, kapasitas lembaga peradilan anak di daerah, kekuatan hubungan antarlembaga, serta
sumber daya keuangan dan manusia UPTD PPA. Kekuatan dan kelemahan dalam aspek-aspek ini telah
menciptakan ketidakkonsistenan dalam penyediaan layanan bagi ABH di berbagai lokasi program.

Di Kota Surabaya (Jawa Timur), para pemangku kepentingan melaporkan bahwa penyediaan
layanan bagi ABH relatif kuat. UPTD PPA Kota Surabaya rutin menangani kasus ABH dengan
mengelola fasilitas pusat rehabilitasi bagi anak laki-laki yang berkonflik dengan hukum. UPTD PPA
memberikan dukungan psikologis, pelatinan, dan kegiatan bagi ABH selama mereka berada di pusat
rehabilitasi tersebut. Praktik penanganan rutin ini tergolong tidak umum dibandingkan dengan lokasi
program lainnya yang termasuk dalam cakupan evaluasi. Namun, perlu dicatat bahwa penyediaan
layanan bagi ABH di Kota Surabaya umumnya dikaitkan dengan Dinas PPPA yang mengelola rumah
aman rehabilitasi untuk ABH, bukan semata hasil dari dukungan UNICEF dalam pengembangan UPTD
PPA. Selain itu, unit PPA di kepolisian Kota Surabaya tampak memiliki hubungan kerja yang cukup

163 Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, Jakarta, 17 Juli 2024.
164 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Komisi Perlindungan Anak, daring, 18 Juli 2024.
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baik dengan UPTD PPA, dengan merujuk ABH untuk menerima layanan dan dukungan, serta memiliki
pemahaman tentang jenis layanan yang seharusnya diberikan kepada ABH. Meskipun demikian,
seorang pemangku kepentingan utama di Jawa Timur menekankan bahwa memberikan layanan bagi
ABH “merupakan hal yang paling menantang” > bagi UPTD PPA.

Sementara itu, di Sulawesi Selatan, para pemangku kepentingan utama melaporkan bahwa
UPTD PPA di provinsi tersebut memberikan layanan yang sangat terbatas, bahkan tidak ada,
bagi ABH selain sekadar melakukan rujukan ke lembaga lain."*® Di Kabupaten Maros, misalnya,
UPTD PPA dilaporkan tidak memberikan layanan langsung kepada ABH,'®” menunjukkan bahwa
tidak ada peningkatan di bawah model UPTD PPA dibandingkan dengan wilayah pembanding di
Sulawesi Selatan (Kabupaten Pangkep). Di Kota Makassar, UPTD PPA menangani kasus ABH hanya
jika orang tua melaporkan kasus tersebut ke UPTD PPA setelah anak ditahan oleh kepolisian. Tidak
ada mekanisme rujukan otomatis antara kepolisian dan UPTD PPA untuk kasus ABH, anak-anak ini
justru ditangani oleh lembaga vertikal seperti Kementerian Hukum. Seorang pemangku kepentingan
utama di Makassar, Sulawesi Selatan, menyoroti bahwa para pemangku kepentingan membutuhkan
pelatihan/peningkatan kapasitas tentang cara mendukung dan menindaklanjuti kasus ABH, dan
bahwa hal ini seharusnya menjadi fokus UNICEF untuk memastikan bahwa UPTD PPA dan penyedia
layanan terkait (termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum) memiliki perspektif
yang sama dalam memberikan layanan bagi ABH.'¢

Keterbatasan sumber daya keuangan dan manusia disebut sebagai alasan utama terbatasnya
layanan bagi ABH di berbagai lokasi program. Para pemangku kepentingan di Jawa Timur
menyatakan bahwa “mereka sudah kewalahan menangani korban, jadi bagaimana bisa menangani ABH
juga?” ¥ Berdasarkan temuan yang ada, diketahui bahwa UPTD PPA cenderung berfokus pada layanan
bagi korban/penyintas kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan, bukan bagi
ABH. Sebagai contoh, seperti dijelaskan sebelumnya, UPTD PPA Kabupaten Maros memiliki sumber
daya manusia dan keuangan yang sangat terbatas dan saat ini belum memberikan layanan langsung
bagi ABH, meskipun masyarakat dan para pemangku kepentingan perlindungan anak memahami
bahwa ABH “tetap harus mendapatkan layanan, seperti dukungan psikiatris,” '’ dan bahwa “masyarakat
harus memastikan keselamatan anak yang berkonflik dengan hukum.” " Meskipun ada keinginan

untuk menangani ABH di Maros, kapasitas UPTD PPA masih sangat terbatas. Faktor lain yang turut
berkontribusi adalah keyakinan bahwa ABH tidak sepantasnya menerima layanan perlindungan dari
UPTD PPA seperti korban, dan sebaiknya ditangani melalui sistem hukum. Akibatnya, stigma yang
dihadapi ABH berdampak pada proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat karena
menghambat akses terhadap layanan dukungan di bawah model UPTD PPA, sementara pendekatan
yang bersifat menghukum masih sering dianggap sebagai langkah yang tepat oleh aparat penegak
hukum.
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Selain itu, para pemangku kepentingan juga mengidentifikasi adanya kesenjangan kapasitas
di sektor peradilan yang menghambat kemampuan UPTD PPA dalam memberikan layanan
efektif bagi ABH secara terkoordinasi dengan lembaga peradilan. Koordinasi yang lemah antara
kepolisian dan UPTD PPA (sebagaimana dibahas lebih lanjut pada bagian koordinasi sebelumnya)
menghambat akses ABH terhadap layanan UPTD PPA. Lemahnya koordinasi ini sebagian disebabkan
oleh keterbatasan sumber daya dan beban kasus yang tinggi di unit PPA kepolisian, serta
kecenderungan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus secara internal di kantor polisi melalui
mediasi, sehingga kasus tidak sampai ke UPTD PPA. Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan
anak di kalangan jaksa juga dicatat selama proses pengumpulan data, yang turut menghambat
rujukan ABH ke UPTD PPA. Sebagai contoh, jaksa di Makassar menjelaskan bahwa mereka tidak
merujuk kasus ABH ke UPTD PPA karena menilai jenis asesmen dan layanan tersebut tidak diperlukan,
kecuali bagi ABH dengan disabilitas mental.’”?

Penyediaan layanan bagi ABH merupakan tantangan utama yang dihadapi UPTD PPA, dan
menjadi bidang yang perlu menjadi fokus perhatian UNICEF dan Pemerintah Indonesia ke
depan. Kegiatan peningkatan kapasitas harus dilaksanakan di tingkat daerah bagi UPTD PPA
dan penyedia layanan terkait untuk memperkuat kapasitas teknis para pemangku kepentingan
dalam penyediaan layanan bagi ABH. SOP yang mengatur mekanisme rujukan antara
kepolisian/kejaksaan dan UPTD PPA juga perlu menjadi prioritas agar penyediaan layanan bagi
ABH tidak dilakukan secara ad hoc berdasarkan kebijakan masing-masing aparat, melainkan
memastikan semua ABH memiliki kesempatan untuk menerima layanan UPTD PPA.

Responsivitas Gender UPTD PPA

Dilaporkan bahwa hierarki berbasis gender, ketimpangan, dan norma sosial terkait

gender serta peran gender menciptakan tantangan bagi perempuan dan anak-anak dalam
mengakses layanan UPTD PPA. Anggota masyarakat dan para pemangku kepentingan utama
menyoroti bahwa perempuan sering kali enggan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang
dilakukan oleh suami mereka karena ketergantungan ekonomi terhadap suami. Korban/penyintas
cenderung menormalisasi kekerasan yang terjadi di rumah tangga karena takut kehilangan dukungan
ekonomi yang diberikan oleh suami bagi mereka dan anak-anaknya.

Norma-norma patriarkal ini juga terkadang membatasi efektivitas UPTD PPA dalam menangani
kasus kekerasan seksual setelah kasus dilaporkan. Dalam beberapa kasus, UPTD PPA tidak
menanggapi dengan cara yang tepat, misalnya dengan melakukan mediasi yang dipengaruhi oleh
pandangan patriarkal tentang peran perempuan dalam perkawinan. Sebagaimana disoroti dalam
studi kasus Makassar pada bagian kualitas layanan, penyedia layanan menyebutkan bahwa ketika
mereka menerima kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perkawinan, mereka akan
berbicara dengan suami untuk mendapatkan pandangannya.

Mediasi digunakan untuk memahami bagaimana kedua pihak dianggap sama-sama “berkontribusi”
terhadap permasalahan dalam rumah tangga, termasuk untuk menilai apakah istri telah memenuhi
"kewajibannya” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemangku
kepentingan di Makassar menyoroti kesenjangan dalam kerangka hukum ini dan menunjukkan

adanya ketegangan antara penerapan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat

172 Wawancara informan kunci dengan jaksa, Kota Makassar, 9 September 2024.
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kewajiban istri memberikan bantuan “lahir” kepada suami'”3, dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Norma sosial-budaya yang didukung oleh UU No. 1 Tahun 1974
memahami bahwa memberikan bantuan lahir kepada suami merupakan kewajiban istri, oleh

karena itu, pemerkosaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak selalu
diperlakukan sebagai kekerasan seksual sebagaimana kekerasan seksual di luar perkawinan.
Pandangan tentang perkawinan dan peran perempuan ini merupakan wujud dari norma patriarkal,
sebagaimana dicatat oleh beberapa pemangku kepentingan utama: “fada] budaya patriarki yang kuat.

Perempuan harus memprioritaskan laki-laki dalam banyak hal.” '

Data primer kualitatif dari berbagai lokasi evaluasi menunjukkan adanya kekurangan kapasitas
teknis terkait pelaksanaan program yang sensitif gender. Tanggapan dari para pemangku
kepentingan dan penyedia layanan dalam wawancara mengindikasikan kurangnya pengetahuan
tentang cara merancang dan memberikan layanan perlindungan yang terintegrasi secara sensitif
gender dan inklusif agar kelompok rentan atau marjinal dapat mengakses layanan. Dalam hal
responsivitas gender, penyedia layanan menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang desain dan
penyelenggaraan layanan yang memperhitungkan prinsip responsif gender. Tanggapan staf UPTD
PPA dan penyedia layanan terkait mengindikasikan adanya keyakinan bahwa memberikan layanan
yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan merupakan bukti penerapan responsivitas gender
dalam pelayanan:

“Kami tidak membedakan layanan, tapi khusus untuk kasus kekerasan seksual, asesornya
juga akan perempuan. Karena ada keluhan jika yang menangani laki-laki - korban jadi diam
saja. Misalnya, kalau anak perempuan datang dan petugas yang menerima adalah laki-

laki lalu menanyakan soal kasus kekerasan seksual, biasanya akan diganti dengan petugas
perempuan.” 73

Meskipun ada bukti bahwa personel UPTD PPA memahami pentingnya menyediakan staf perempuan
bagi korban perempuan kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk
eksploitasi dan kekerasan seksual, peserta menunjukkan pengetahuan yang sangat terbatas
mengenai desain dan pelaksanaan program yang benar-benar mengintegrasikan responsivitas
gender. Pelatihan CEKATAN yang didukung UNICEF mencakup modul tentang kekerasan berbasis
gender,'”® dan termasuk menekankan pentingnya memberikan layanan berdasarkan prinsip non-
diskriminasi atas dasar gender;"”” namun, masih diperlukan pelatihan CEKATAN yang lebih mendalam
mengenai cara merancang dan melaksanakan program serta layanan secara responsif gender.

Selain itu, penyedia layanan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kekerasan seksual
yang dialami anak laki-laki. Seorang staf UNICEF menyatakan: terdapat “tingkat pemahaman
gender yang rendah di kalangan praktisi - [mereka] tidak memahami bahwa anak laki-laki juga dapat
menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi (termasuk OCSEA) - UNICEF perlu memperkuat area

173 Pasal 33, Hukum Perkawinan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
174 Diskusi kelompok terfokus dengan penyedia layanan masyarakat, Maros, 3 September 2024.
175 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA, Surabaya, 3 September 2024.

176 UNICEF, KemenPPPA, Panduan Pelatihan Standar Layanan, Modul 2.

177 UNICEF, KemenPPPA, Panduan Pelatihan Standar Layanan, Modul 2 & 3.
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ini.” 78Namun, para pemangku kepentingan di seluruh lokasi evaluasi (termasuk lokasi pembanding)
menunjukkan pemahaman yang kuat mengenai risiko lebih tinggi yang dihadapi anak perempuan
dalam kekerasan seksual, yang mencerminkan kesadaran terhadap ketimpangan gender struktural
dan norma sosial yang menempatkan anak perempuan pada risiko lebih besar terhadap tantangan
perlindungan tertentu.

Dukungan perubahan sosial-perilaku perlu diterapkan untuk mengatasi norma dan persepsi
gender yang mendasari, yang tidak hanya mencegah perempuan dan anak perempuan
melaporkan kekerasan seksual tetapi juga melemahkan kapasitas staf UPTD PPA dan penyedia
layanan dalam merespons kasus kekerasan seksual. Staf UPTD PPA perlu mendapatkan
pelatihan dan dukungan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
secara responsif gender, dan proses ini juga perlu tercermin dalam SOP penanganan kasus.

Akses dan responsivitas UPTD PPA terhadap anak dan perempuan yang terpinggirkan atau berada
dalam situasi rentan

Ditemukan bahwa anak dan perempuan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam
mengakses layanan di beberapa lokasi evaluasi. Para pemangku kepentingan di tingkat nasional
menyoroti penyediaan layanan bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas sebagai bidang
penting yang harus ditingkatkan dalam pengembangan model UPTD PPA ke depan. Pemangku
kepentingan nasional menyoroti adanya kesenjangan baik dalam proses asesmen maupun
penanganan kasus, serta dalam penyediaan layanan internal dan layanan terhubung.'”

Di tingkat daerah, ditemukan bahwa para penyedia layanan memiliki pengetahuan yang terbatas
mengenai risiko perlindungan yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas. Ketika ditanya
tentang tantangan perlindungan yang dihadapi, para peserta sering kali menyampaikan bahwa anak
penyandang disabilitas tidak menghadapi tantangan khusus karena mereka biasanya tinggal di rumah
bersama keluarga. Kedua, selain penyediaan bahasa isyarat, para pemangku kepentingan di tingkat
daerah juga menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai cara memastikan aksesibilitas
layanan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas. Secara khusus, staf memiliki
pengetahuan yang terbatas tentang anak dengan disabilitas non-fisik. Respons terkait penyediaan
layanan khusus sebagian besar berfokus pada penggunaan bahasa isyarat di lokasi program maupun
lokasi pembanding.

Selain kurangnya pengetahuan dan kapasitas teknis, keterbatasan sumber daya manusia dan
keuangan juga disebutkan di beberapa lokasi evaluasi sebagai faktor penghambat dalam
menyediakan layanan yang inklusif dan mudah diakses bagi perempuan dan anak penyandang
disabilitas. Di Makassar, misalnya, meskipun memiliki jumlah staf tetap yang relatif besar, para
pemangku kepentingan menyebutkan bahwa staf UPTD PPA tidak memiliki kapasitas untuk melakukan
asesmen dan penyediaan layanan khusus di internal kantor:

178 Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, Jakarta, 17 Juli 2024.
179 Wawancara informan kunci dengan konsultan teknis UNICEF, daring, 19 Juli 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan Wahana Visi,
Jakarta, 18 Juli 2024.
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“Ya, kami tidak membedakan, kami memberikan layanan yang sama untuk semua. Kami
bekerja sama dengan LSM dan OMS terkait anak penyandang disabilitas. Jadi dalam kasus
seperti itu, kami akan memfasilitasi - mereka bisa menyediakan bahasa isyarat, dll., untuk
membantu kami melakukan asesmen dan konseling bersama... Sebenarnya tantangan kami di
UPTD, kami tidak punya juru bahasa isyarat dan tidak punya keterampilan untuk melakukan
asesmen tersebut.” '

Meskipun UPTD PPA Makassar mampu berkoordinasi dengan LSM/OMS yang memiliki spesialisasi
dalam mendukung anak penyandang disabilitas untuk membantu penyediaan layanan, kebutuhan
untuk melibatkan pihak luar dalam proses asesmen menunjukkan adanya perbedaan signifikan
dibandingkan dengan proses asesmen bagi anak dan perempuan tanpa disabilitas. Perbedaan
jalur layanan ini dapat menimbulkan keterlambatan kasus bagi perempuan dan anak penyandang
disabilitas serta menciptakan situasi di mana penyandang disabilitas merasa enggan untuk mencari
bantuan ke UPTD PPA, yang pada akhirnya memengaruhi rujukan mandiri dan keterlibatan mereka.
Selain itu, penyedia layanan terkait di Makassar juga menyebutkan keterbatasan mereka dalam
memastikan aksesibilitas layanan bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas. Seperti

yang dijelaskan oleh pemangku kepentingan ini, penyedia layanan terhubung di Makassar sering
bergantung pada UPTD PPA untuk mendukung dan memastikan bahwa layanan mereka dapat
diakses, namun UPTD PPA tidak selalu menjalankan fungsi tersebut secara efektif:

“Untuk disabilitas fisik juga menjadi masalah. Untuk penyandang tuli dan bisu, belum ada
penyediaan bahasa isyarat, padahal mereka seharusnya mendapatkan dukungan selama
proses investigasi dan persidangan. UPTD seharusnya menyediakan juru bahasa isyarat,
namun mereka tidak melakukannya.” 6%

Meskipun terdapat tantangan tersebut, ditemukan pula contoh koordinasi yang efektif dengan
jejaring layanan terhubung untuk memastikan akses bagi anak penyandang disabilitas

pada kasus tertentu. Misalnya, di Maros, para pemangku kepentingan melaporkan adanya
hubungan yang kuat dengan LSM dan OMS yang memfasilitasi kolaborasi dalam kasus anak dan
perempuan penyandang disabilitas; LSM dan OMS melakukan kegiatan penjangkauan kepada anak
dan perempuan penyandang disabilitas yang diidentifikasi sebagai korban/penyintas kekerasan
terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan untuk memulai penugasan kasus UPTD PPA. Di
Surabaya, di UPTD PPA Provinsi Jawa Timur, salah satu kasus melibatkan anak berusia 4 tahun dengan
autisme dan ADHD. Dalam kasus ini, UPTD PPA berkoordinasi dengan layanan di rumah sakit untuk
memfasilitasi komunikasi antara anak dan pekerja sosial. UPTD PPA juga mengatur agar sesi konseling
dilakukan di rumah anak tersebut alih-alih di kantor UPTD PPA, untuk memastikan aksesibilitas di
lingkungan yang lebih familiar bagi anak.?QOleh karena itu, meskipun terdapat tantangan sistemik
bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas dalam mengakses layanan UPTD PPA, kasus-kasus
individu yang diidentifikasi menunjukkan bahwa UPTD PPA memiliki kapasitas untuk menyediakan
layanan yang dapat diakses melalui koordinasi antarlembaga. Namun demikian, penting untuk

180 Diskusi kelompok terfokus dengan staf UPTD PPA, Makassar, 10 September 2024.
181 Wawancara informan kunci dengan jaksa, Makassar, 9 September 2024
182 Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA provinsi, Surabaya, 3 September 2024.
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memastikan bahwa staf UPTD PPA dan penyedia layanan terhubung memiliki pengetahuan
dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan komprehensif bagi anak dan
perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban/penyintas kekerasan.

Para pemangku kepentingan dan penerima manfaat juga mencatat bahwa korban/penyintas di
daerah pedesaan menghadapi tantangan dalam mengakses dan bepergian ke UPTD PPA.

Para pemangku kepentingan utama menyebutkan bahwa karena keterbatasan Dana Alokasi Khusus
(DAK) nonfisik, UPTD PPA tidak memiliki cukup kendaraan untuk memastikan individu dari daerah
pedesaan dapat mencapai UPTD PPA. Di Surabaya, seorang pemangku kepentingan menyampaikan
keprihatinannya “Kami butuh dana untuk transportasi agar bisa menjangkau tempat-tempat ini [desa-
desa].” %3 Keterbatasan finansial berdampak pada kemampuan UPTD PPA dalam menyediakan
layanan yang mudah diakses bagi masyarakat di wilayah pedesaan atau terpencil. Di Maros, dalam
wawancara studi kasus menyeluruh dengan seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga, perempuan tersebut menyampaikan bahwa banyak orang di desanya “tidak memiliki sarana
transportasi, tidak punya kendaraan; dan mereka malu untuk meminta bantuan tetangga,” sementara
UPTD PPA tidak memiliki cukup kendaraan untuk mengatasi tantangan ini.'®*

8.4 Efisiensi
Pertanyaan: Bagaimana keluaran program layanan perlindungan terpadu UNICEF

— dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan, dan apakah sumber daya UNICEF
digunakan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan?

Ringkasan temuan mengenai efisiensi

Meskipun temuan terkait efisiensi terbatas karena adanya beberapa kesenjangan data,
tampak bahwa terdapat tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya
UNICEF untuk mendukung model UPTD PPA. Sumber daya UNICEF digunakan secara efisien dan
strategis, yang pada gilirannya mendorong keterlibatan lebih lanjut dari Pemerintah Indonesia untuk
memperkuat kepemilikan dan investasi pemerintah. UNICEF juga memanfaatkan sumber dayanya
untuk melakukan kegiatan pengembangan kapasitas bersama pemerintah dan para pemangku
kepentingan nonpemerintah. Namun, sumber daya pemerintah tampaknya belum digunakan
secara efisien. Meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) penting untuk mendukung pembentukan

dan operasionalisasi UPTD PPA, hanya 70 persen dari total dana tersebut yang dilaporkan telah
digunakan, menunjukkan pemanfaatan dana yang tidak optimal (dan karenanya tidak efisien). DAK
juga dinilai tidak fleksibel, sehingga memengaruhi cara UPTD PPA menggunakan sumber daya dan
menimbulkan ketidaksesuaian antara pendanaan yang tersedia dengan kebutuhan pembiayaan UPTD
PPA. Kekurangan sumber daya manusia dan keuangan dilaporkan di berbagai lokasi evaluasi, yang
berdampak pada efektivitas penyampaian layanan.

183 Diskusi kelompok terfokus dengan penyedia layanan, Surabaya, 10 September 2024.
184 Wawancara informan kunci dengan penerima manfaat PPA UPTD, Maros, 4 September 2024.
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8.4.1 Efisiensi investasi UNICEF

Wawancara dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional menunjukkan efisiensi yang
tinggi dalam pemanfaatan sumber daya UNICEF untuk mendukung model layanan terpadu
UPTD PPA. Sayangnya, tidak dimungkinkan untuk menentukan secara pasti jumlah pengeluaran
UNICEF dalam mendukung pembentukan model layanan terpadu tersebut, karena tidak ada anggaran
khusus dalam UNICEF untuk layanan terpadu. Namun secara keseluruhan, UNICEF telah memberikan
dana sebesar USD 1,677,38340 selama periode 2021-2024 melalui kemitraan dengan KemenPPPA,
yang mencakup kegiatan di tingkat nasional dan daerah.'> Keterbatasan sumber daya UNICEF dan
jangka waktu ketersediaannya yang relatif singkat (tiga tahun) membuat UNICEF harus bersikap
strategis dalam pendekatannya, dengan menyediakan “sumber daya pendorong untuk memberi
napas bagi pemerintah”.’® Dukungan yang diberikan UNICEF terbukti mendorong peningkatan
investasi dan rasa kepemilikan pemerintah terhadap UPTD PPA."®”Kontribusi UNICEF ini mendukung
keberlanjutan jangka panjang dengan memberdayakan pemerintah untuk memimpin pelaksanaan
dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil, sehingga dapat dinilai sangat efisien.

Investasi utama yang dilakukan UNICEF mencakup pemberian dukungan teknis kepada pemerintah
dan advokasi untuk pembentukan UPTD PPA, pengembangan kapasitas, serta dukungan pada
penguatan basis bukti untuk mendorong investasi berkelanjutan dari pemerintah (seperti
SIMFONI-PPA dan pengembangan sistem data manajemen kasus). Investasi UNICEF dinilai telah
memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam waktu relatif singkat di tingkat daerah,
terutama melalui pelatihan yang diselenggarakan dan dukungan terhadap penyusunan SOP.™

UNICEF juga telah memanfaatkan sumber dayanya untuk memperkuat model layanan terpadu UPTD
PPA dengan melibatkan mitra pelaksana di tingkat daerah yang telah memiliki keterikatan kuat
dengan masyarakat setempat. UNICEF memberikan pendanaan kepada mitra-mitra tersebut untuk
mendukung penguatan UPTD PPA dan sistem perlindungan anak, termasuk melalui penyelenggaraan
pelatihan dan peningkatan kapasitas. UNICEF memperkuat layanan perlindungan terpadu melalui
kemitraan dengan Yayasan Bakti (Sulawesi Selatan); Yayasan Setara (Jawa Tengah); LPA™™ Jatim
(Jawa Timur) dan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (Aceh).” Misalnya, melalui Bakti,

UNICEF dapat memberikan pelatihan kepada pegawai UPTD PPA dan mitra multisektoral di tingkat
provinsi, kabupaten, dan desa mengenai OCSEA, yang dilaporkan telah meningkatkan kapasitas

para pemangku kepentingan dalam menangani kasus kekerasan seksual daring,’ menunjukkan
penggunaan sumber daya UNICEF yang efisien dan efektif. Di Jawa Timur, LPA melaporkan bahwa
dengan dukungan UNICEF, mereka dapat membantu UPTD PPA menyusun SOP, memperkuat
manajemen kasus, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan utama, sekaligus
memastikan penerapan standar yang konsisten meskipun terjadi pergantian staf. Dalam beberapa
kasus, para pemangku kepentingan di tingkat lokal tidak mengetahui hubungan antara UNICEF dan
organisasi-organisasi tersebut; misalnya, para pemangku kepentingan di Maros melaporkan bahwa
mereka tidak terlibat dalam program UNICEF, tetapi mengikuti program dari Bakti (tanpa mengetahui
bahwa program tersebut didukung oleh UNICEF).™*
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Data pengeluaran disediakan oleh Kantor Negara UNICEF Indonesia, November 2024.

Wawancara informan kunci dengan pemangku kepentingan UNICEF tingkat nasional selama fase inisiasi, Jakarta, Juli 2024

Wawancara informan kunci dengan pemangku kepentingan UNICEF tingkat nasional selama fase inisiasi, Jakarta, Juli 2024.

Wawancara informan kunci dengan pemangku kepentingan UNICEF tingkat nasional selama fase inisiasi, Jakarta, Juli 2024.

Wawancara informan kunci dengan para pemangku kepentingan UNICEF dan Pemerintah Indonesia selama fase inisiasi, Jakarta, Juli 2024.
Wawancara informan kunci dengan mitra pelaksana LSM, Kota Surabaya, 4 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan mitra pelaksana LSM, Kota Surabaya, 4 September 2024.

Informasi tentang mitra daerah yang disediakan oleh UNICEF, November 2022.

Wawancara informan kunci kelompok dengan penyedia layanan, Makassar, 4 September 2024.

UPTD PPA kabupaten, Maros, 2 September 2024.
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Meskipun UNICEF telah memanfaatkan dana terbatas yang tersedia secara efisien, masih
terdapat sejumlah kesenjangan. Pendekatan multisektoral dalam pelatihan UNICEF memang
dapat dianggap efisien karena menargetkan beragam pemangku kepentingan yang terlibat dalam
pelaksanaan layanan terpadu dengan sumber daya minimal. Namun, pengumpulan data di tingkat
daerah menunjukkan bahwa cakupan pelatihan masih terbatas. Sejumlah individu di dalam UPTD
PPA belum pernah menerima pelatihan manajemen kasus, dan di semua lokasi, para pemangku
kepentingan menyatakan bahwa peningkatan kapasitas staf dan mitra UPTD PPA masih sangat
dibutuhkan agar perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap
perempuan dapat berjalan efektif. Beberapa pemangku kepentingan juga menyebutkan bahwa
mereka belum pernah menerima pelatihan sejak pembentukan UPTD PPA, yang menunjukkan bahwa
sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas belum memadai untuk
mendukung seluruh pelaksana model layanan terpadu.

8.4.2 Efisiensi investasi pemerintah

Pada periode 2021-2024, Pemerintah Indonesia mengalokasikan USD 31,2 juta untuk DAK,
yang merupakan kontribusi besar dalam mendukung pembentukan UPTD PPA. Namun,
sejumlah ketidakefisienan teridentifikasi dalam pemanfaatan DAK tersebut. Pertama, terdapat
keterlambatan dalam penerapan UPTD PPA di semua daerah; sejumlah kabupaten/kota belum
membentuk model UPTD PPA dan karenanya belum menerima DAK. Regulasi yang ada tampaknya
menjadi hambatan dalam pembentukan UPTD PPA di seluruh daerah, karena peraturan tersebut
mengarahkan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas lembaga layanan terpadu yang
sudah ada, bukan membentuk lembaga baru.™

Meskipun DAK berperan penting dalam mendukung pembentukan dan operasionalisasi UPTD

PPA, hanya 70 persen dari dana tersebut yang digunakan, menunjukkan pemanfaatan dana
yang belum sepenuhnya optimal (dan karenanya tidak efisien).®® Para evaluator tidak dapat
mengakses data rinci terkait alokasi sumber daya untuk UPTD PPA yang telah terbentuk (baik dari
APBD maupun DAK), sehingga sulit menilai efisiensi penggunaan dana. Namun, diketahui bahwa sisa
dana DAK sebagian disebabkan oleh UPTD PPA yang baru berdiri dan belum mampu menyerap dana
karena belum melaksanakan seluruh kegiatan. Di lokasi di mana UPTD PPA sudah mapan, dana DAK
tampak digunakan seluruhnya, namun dianggap masih belum cukup untuk memungkinkan UPTD
PPA menjalankan seluruh fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan; misalnya, DAK hanya menutupi
kurang dari sepertiga total biaya operasional UPTD PPA di Makassar. Rendahnya serapan dana

ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-
masing UPTD PPA. Meskipun terdapat sedikit perbedaan sebaran dana antar kabupaten dan provinsi,
para pemangku kepentingan mencatat bahwa sebaran dana tidak proporsional dengan jumlah kasus
yang diterima masing-masing unit, sehingga beberapa unit harus menangani banyak kasus dengan
dana yang sangat terbatas.’”’

Kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan DAK juga disebut sebagai salah satu bentuk
ketidakefisienan. Beberapa pemangku kepentingan menyoroti bahwa ketidakmampuan
menggunakan dana untuk sumber daya fisik atau pelatihan menjadi kesenjangan utama yang dapat
memengaruhi keberlanjutan layanan dalam jangka panjang. Pembatasan penggunaan DAK untuk

195 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Komisi Perlindungan Anak, Jakarta, 18 Juli 2024.
196 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappenas, Makassar, September 2024
197 Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Makassar, 4 September 2024.
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sumber daya fisik berdampak pada infrastruktur UPTD PPA karena adanya ketentuan ketat terkait pos
anggaran yang harus diikuti. Meskipun pedoman memperbolehkan pergeseran antarpos anggaran
hingga 20 persen, fleksibilitas ini dinilai masih kurang, sehingga menghambat UPTD PPA dalam
mengalokasikan dana ke area yang paling membutuhkan, dan membatasi kemampuan mereka

untuk berfokus pada penyediaan serta koordinasi layanan. Misalnya, pada tahun 2024, KemenPPPA
mengklasifikasikan 144 UPTD PPA kabupaten/kota sebagai memiliki “infrastruktur tidak memadai”, dan
hanya 14 persen UPTD PPA yang melaporkan memiliki anggaran untuk biaya pemeliharaan fisik pada
tahun pelaporan.’® Namun, wawancara di tingkat nasional menunjukkan bahwa mulai tahun 2025
akan ada tambahan DAK untuk infrastruktur fisik, termasuk gedung kantor; keputusan yang diambil
berdasarkan temuan evaluasi sebelumnya yang didukung oleh UNICEF.™®

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah juga dianggap belum memadai. Meskipun
peraturan mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan model layanan terpadu, desentralisasi
anggaran menyebabkan alokasi APBD untuk UPTD PPA berbeda antarwilayah dan antar tahun,
tergantung pada prioritas pemerintah daerah. Dalam tahun pemilihan kepala daerah, para pemangku
kepentingan melaporkan bahwa tahun anggaran 2024-2025 mengalami pengurangan anggaran
untuk UPTD PPA (dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum).2®
Para pemangku kepentingan juga menyoroti keterbatasan anggaran untuk perlindungan anak
secara keseluruhan. Misalnya, di kawasan timur Indonesia, anggaran tahunan untuk perlindungan
anak dilaporkan hanya sebesar 1 juta rupiah untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kasus di
bawah Dinas PPPA, termasuk berbagai kegiatan di tingkat lokal selain model layanan terpadu; hal

ini membuat pengembangan sistem perlindungan yang efektif menjadi sulit.?" UPTD PPA Maros
melaporkan bahwa pemerintah daerah belum menyediakan pos anggaran khusus bagi UPTD PPA,
dan operasional UPTD PPA masih bergantung pada ‘menumpang di dinas lain.” %%

Tema umum di semua lokasi adalah kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan fisik. Baik
DAK maupun anggaran daerah belum memperhitungkan peningkatan jumlah kasus yang diterima
UPTD PPA setiap tahun; UPTD PPA diharapkan memberikan lebih banyak layanan kepada lebih banyak
anak dan perempuan tanpa tambahan sumber daya.?”® Beberapa UPTD PPA melaporkan bahwa
keterbatasan dana menurunkan kualitas layanan, serta memperlambat dan mengurangi kelengkapan
bantuan kepada korban.?* Ditemukan pula kasus di mana staf UPTD PPA menggunakan sumber
daya pribadi untuk melaksanakan tugasnya. Dari sisi infrastruktur fisik, Bappenas melaporkan bahwa
banyak UPTD PPA masih menempati ruang sementara di kantor dinas yang sudah ada, dan beberapa
gedung tidak memiliki ruang yang memadai untuk mendukung korban.?%

Bidang-bidang spesifik di mana dana dinilai kurang di seluruh lokasi UPTD PPA mencakup
ketiadaan transportasi, fasilitas yang layak, dan sumber daya fisik lainnya. Meskipun ada pos
anggaran untuk transportasi dalam DAK, dana tersebut dianggap tidak mencukupi, dan dalam
beberapa kasus, staf melaporkan harus menggunakan uang pribadi untuk membeli bahan bakar.2%
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KemenPPPA dan Bappenas, Penilaian Cepat Kelengkapan dan Kualitas Sarana dan Prasarana di UPTD PPA, presentasi ringkasan, 11 Juni 2024.
Pertemuan kelompok dengan staf UNICEF Indonesia, Jakarta, 15 Juli 2024.

Bappeda Makassar, 10 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Komisi Perlindungan Anak, Jakarta, 18 Juli 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA kabupaten Maros, 2 September 2024.

Misalnya wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA kabupaten, Sidoarjo, 2 September 2024; Wawancara informan kunci
dengan perwakilan UPTD PPA, Makassar, 4 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA kabupaten, Sidoarjo, 2 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappenas, Jakarta, 17 Juli 2024.

Diskusi kelompok terfokus dengan staf UPTD PPA kabupaten, Makassar, 10 September 2024.
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Para pemangku kepentingan juga melaporkan bahwa korban/penyintas tidak memiliki sumber daya
finansial untuk melakukan perjalanan guna memperoleh dukungan~<%” yang menunjukkan bahwa
staf UPTD PPA belum memahami bagaimana anggaran transportasi dari DAK dapat digunakan untuk
membantu korban yang perlu bepergian, atau bahwa dana tersebut memang tidak mencukupi. Staf
juga melaporkan kekurangan perangkat teknologi informasi yang diperlukan untuk memastikan
pemantauan yang tepat waktu serta pemrosesan kasus yang efisien.?®® Beberapa UPTD bahkan
tidak memiliki sumber daya untuk menyediakan barang-barang praktis yang dibutuhkan anak-anak
ketika datang dalam kondisi darurat, seperti pakaian dan sepatu.?® Penilaian cepat yang dilakukan
KemenPPPA dan Bappenas pada tahun 2024 menegaskan temuan ini terkait kesenjangan sumber
daya fisik. Penilaian tersebut menemukan bahwa tingkat ketersediaan sumber daya dan fasilitas fisik
yang memadai sangat beragan antar-UPTD PPA. Misalnya, hanya 67 persen UPTD PPA yang memiliki
ruang berikut dalam kondisi “baik”: ruang pengaduan publik; ruang kepala UPTD PPA; dan ruang
tamu. Kurang dari 35 persen UPTD PPA memiliki ruang bermain anak, dan hanya 33 persen yang
memiliki toilet untuk digunakan oleh penerima layanan.?'

Kekurangan sumber daya manusia juga diidentifikasi sebagai hambatan besar di semua lokasi.
Dilaporkan bahwa staf UPTD PPA harus bekerja di luar jam kerja tanpa kompensasi tambahan karena
keterbatasan tenaga kerja.?"" Meskipun tidak memungkinkan untuk memperoleh data mengenai
tenaga kerja di seluruh UPTD PPA yang telah terbentuk di Indonesia, temuan di lokasi evaluasi saja
sudah menunjukkan adanya tingkat variasi yang tinggi dalam sumber daya manusia antar-UPTD PPA
di berbagai kabupaten/kota. Hal ini kemungkinan mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam
alokasi sumber daya pemerintah daerah dan pendekatan pengeluaran masing-masing UPTD PPA.
Sebagai contoh, UPTD PPA Makassar memiliki lebih dari 30 staf,?'? termasuk petugas bantuan hukum,
konselor psikologis, manajer kasus, pekerja sosial, serta staf administrasi dan manajemen, sementara
UPTD PPA Maros hanya memiliki tiga pegawai tetap.?’*Tingginya variasi dalam sumber daya manusia
ini pada akhirnya menyebabkan perbedaan dalam ketersediaan dan kualitas layanan yang diberikan,
serta membatasi sejauh mana pendekatan layanan terpadu dapat diterapkan dan hasil positif dapat
dipertahankan.

Di UPTD PPA yang hanya memiliki satu orang staf, staf tersebut dituntut untuk menjalankan proses
administratif dan pemantauan, mengelola hotline, serta memberikan nasihat hukum, dukungan
psikologis, dan penanganan kasus.?'* UPTD PPA Maros belum memiliki pekerja sosial maupun
psikolog internal,?'> sehingga Dinas Sosial tetap menjadi tim utama dalam penanganan kasus di
Maros. Kekurangan psikolog klinis menjadi perhatian utama di Sidoarjo.?"® Di UPTD PPA Surabaya,
staf mencatat bahwa orang yang sama menangani tugas administratif, memberikan dukungan
kepada korban, dan mengelola rumah aman, sementara jumlah staf yang terbatas menyebabkan
ketidakmampuan untuk menerima dan memproses kasus baru.?'” Sebaliknya, Makassar telah
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Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA kabupaten, Maros, 2 September 2024.

Diskusi kelompok terfokus dengan staf UPTD PPA kabupaten, Makassar, 10 September 2024.

Wawancara informan kunci kelompok dengan staf Dinas PPPA provinsi, Surabaya Jawa Timur, 2 September 2024.

KemenPPPA dan Bappenas, Penilaian Cepat Kelengkapan dan Kualitas Sarana dan Prasarana di UPTD PPA, presentasi ringkasan, 11 Juni 2024.
Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA provinsi, Sulawesi Selatan, 3 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Makassar, 4 September 2024.

UPTD PPA kabupaten, Maros, 2 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan staf UPTD PPA provinsi, Kota Surabaya, 3 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA kabupaten Maros, 2 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas PPPA, Sidoarjo, 2 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Sosial provinsi, Surabaya, 3 September 2024; Wawancara informan kunci dengan staf
UPTD PPA provinsi, Kota Surabaya, 3 September 2024.




membentuk unit tanggap cepat 24 jam dan memiliki staf yang memadai untuk mengelola rumah
aman.

Beberapa faktor memengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, termasuk
tingginya pergantian staf yang memerlukan investasi berkelanjutan untuk melatih pegawai
baru.?'® Beberapa UPTD PPA mempekerjakan staf dengan jenis kontrak berbeda; terdapat pegawai
negeri sipil dan pegawai informal dengan kontrak sementara (serta relawan pada beberapa
kesempatan).?’® Beberapa UPTD PPA mengandalkan staf sementara untuk memberikan layanan dan
tidak memiliki sumber daya untuk membayar gaji sesuai upah minimum yang berlaku.?2° Selain itu,
para pemangku kepentingan menyoroti bahwa sebagian staf UPTD PPA tidak memiliki latar belakang
dalam bidang kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap perempuan (kurangnya kapasitas
teknis ini dibahas lebih lanjut dalam bagian 7.3 tentang Efektivitas).??" Staf dapat ditempatkan di
UPTD PPA tanpa pengalaman karena tidak adanya persyaratan khusus sebagai pegawai pemerintah.?
Hilangnya staf nonpemerintah berpengalaman yang sebelumnya bekerja di P2TP2A selama
pembentukan UPTD PPA menjadi kekhawatiran di beberapa lokasi,?® dan juga menjadi kekhawatiran
di lokasi pembanding. Namun, di lokasi lain (misalnya Makassar), UPTD PPA telah mempekerjakan
mantan pegawai P2TP2A,?* yang mendukung efisiensi layanan UPTD PPA karena mereka telah
memiliki sebagian keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan tanpa perlu pelatihan ulang.

Kurangnya pemantauan terhadap hasil kerja UPTD PPA menyebabkan tantangan dalam
menilai masukan dibandingkan dengan keluaran. Meskipun Bappeda bertanggung jawab atas
pemantauan dan evaluasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, kegiatan UPTD PPA masih tercakup dalam pemantauan umum terhadap
kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Belum ada indikator atau mekanisme
khusus (selain pemantauan jumlah kasus melalui SIMFONI-PPA) untuk memantau pelaksanaan UPTD
PPA atau kontribusi DAK terhadap capaian. Belum ada regulasi yang memastikan pemantauan efektif
terhadap layanan terpadu bagi perempuan dan anak. Pemangku kepentingan di Bappeda menyoroti
bahwa Permen PPPA tahun 2022 yang mengatur struktur pengelolaan UPTD PPA (Permen PPPA No.
2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak) tidak menjelaskan
kegiatan spesifik apa yang perlu dipantau oleh Bappeda. Sebagai contoh, mereka tidak mengetahui
jumlah rapat koordinasi yang dilakukan antara para pemangku kepentingan yang seharusnya terlibat
dalam model layanan terpadu.?? Di beberapa lokasi, Bappeda juga tidak mengetahui sudah berapa
lama DAK tersedia.??¢ Mekanisme efektif untuk mengawasi fungsi UPTD PPA dan memantau
hasil program di seluruh Indonesia perlu dikembangkan dan diimplementasikan; misalnya
dengan memastikan bahwa indikator dan kerangka pemantauan khusus untuk UPTD PPA
dikembangkan agar dapat dipantau oleh Bappeda, alih-alih kegiatan UPTD PPA hanya menjadi
bagian dari pemantauan D3PA yang lebih luas.
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Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappeda, Maros, 3 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan mantan konsultan UNICEF, daring, 19 Juli 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Makassar, 4 September 2024.
Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF Indonesia, Jakarta, 15 Juli 2024.

Wawancara informan kunci dengan mitra pelaksana LSM provinsi, Surabaya, 4 September 2024.
Wawancara informan kunci dengan pemangku kepentingan nasional selama fase inisiasi, Juli 2024.
Wawancara informan kunci dengan perwakilan WECP, Sulawesi Selatan, 3 September 2024.
Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappeda Pangkep, 9 September 2024.

Bappeda Kota Makassar, 10 September 2024.
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Meskipun keterbatasan sumber daya menjadi kendala bagi UPTD PPA, sumber daya mereka
tampak lebih besar dibandingkan lokasi yang belum memiliki UPTD PPA. Para pemangku
kepentingan di lokasi program berpendapat bahwa kabupaten dan kota yang belum memiliki UPTD
PPA justru memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk menangani kekerasan terhadap anak dan
perempuan.??’ Data dari kabupaten pembanding menunjukkan bahwa meskipun beberapa tantangan
dalam pelaksanaan P2TP2A serupa dengan UPTD PPA (seperti keterbatasan dana transportasi dan
kesulitan menjangkau masyarakat di tingkat desa), permasalahan tampak lebih parah di kabupaten
pembanding.?® Tidak adanya DAK dianggap sebagai penghambat utama bagi P2TP2A untuk berfungsi
seefektif UPTD PPA.2°Keterbatasan sumber daya di kabupaten pembanding juga berkontribusi pada
ketiadaan mekanisme atau alur layanan yang jelas dari penerimaan hingga penyelesaian kasus (yakni
penanganan kasus yang tidak efektif)®° serta kecepatan dan kelengkapan layanan.?' P2TP2A di Batu
merasa bahwa kegiatan Dinas PPA lainnya lebih diprioritaskan dalam alokasi anggaran, dan bahwa
kegiatan P2TP2A dianggap kurang penting karena belum berstatus UPTD PPA.Z2 Sumber daya lain
yang kurang di kabupaten pembanding termasuk rumah aman (misalnya di Pangkep).?* Selain

itu, sumber daya manusia juga menjadi masalah utama di kabupaten pembanding; kurangnya staf
bersertifikat dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai serta tidak adanya jaminan kerja melalui
kontrak pemerintah dianggap sebagai penghalang utama terhadap efektivitas dan efisiensi
operasional P2TP2A, yang menyebabkan tingginya pergantian staf yang tidak memiliki spesialisasi
yang dibutuhkan.?

Walaupun input keuangan ke UPTD PPA telah menghasilkan beberapa capaian positif, penting
bagi para pemangku kepentingan dan staf untuk memiliki pengetahuan yang memadai dalam
mengelola dan mengalokasikan anggaran, serta memastikan bahwa anggaran tersedia dan
digunakan untuk menjamin jumlah staf yang cukup, berkualitas, dan terampil; Bappenas

dan UNICEF perlu memfokuskan upaya pada advokasi, pelatihan, dan penyusunan pedoman
untuk mendukung pemerintah daerah, Bappeda, dan UPTD PPA dalam mengalokasikan

dan mengelola dana (baik DAK maupun alokasi APBD), dengan mengacu pada pedoman
perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

8.4.3 Efisiensi dan pemanfaatan sumber daya di tingkat layanan

Secara keseluruhan, tampaknya UPTD PPA memanfaatkan sumber daya internalnya secara
efisien, serta berkoordinasi dengan jaringan yang tersedia untuk mengakses sumber daya
tambahan (sepanjang memungkinkan; lihat bagian Koherensi). Misalnya, di UPTD PPA dengan jumlah
staf internal terbatas, unit ini berhasil menjalin hubungan koordinasi dengan penyedia bantuan
hukum dan psikolog eksternal.?*> Di lokasi UPTD PPA, para pemangku kepentingan melaporkan
adanya efisiensi dalam memastikan setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang jelas untuk
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Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan kesehatan, Kota Surabaya, 9 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Kantor PPA kabupaten, Pangkep, 6 September 2024; Wawancara informan kunci dengan
perwakilan Dinas PU dan staf, Kota Batu, 6 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan Kepolisian, Kota Batu, 9
September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Bappeda Pangkep, 9 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan penyelenggara layanan P2TP2A, Kota Batu, 7 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan PTP2A Kota Batu, 6 September 2024

Wawancara informan kunci dengan perwakilan PTP2A Kota Batu, 6 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pangkep, 6 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Kantor PPA, Pangkep, 6 September 2024; Wawancara informan kunci dengan penyedia layanan
P2TP2A, Kota Batu, 7 September 2024.

Misalnya wawancara informan kunci dengan pemangku kepentingan utama di Maros, September 2024.




menghindari duplikasi layanan.?® Sebagai contoh, di Surabaya, di mana UPTD PPA dan P2TP2A
sama-sama beroperasi, awalnya terdapat tumpang tindih dalam peran dan layanan, namun seiring
waktu pemahaman bersama terbentuk mengenai peran masing-masing pihak, yang mendukung
efisiensi dan menghindari duplikasi.”?” Namun, beberapa ketidakefisienan tetap ditemukan. Misalnya,
koordinasi yang buruk dan/atau kurangnya kepercayaan terhadap informasi antar pemangku
kepentingan tampaknya mengakibatkan beberapa pihak di dalam maupun di luar UPTD PPA
melakukan penilaian ulang terhadap korban secara berulang, alih-alih memanfaatkan informasi yang
sudah tersedia.?®® Kekurangan sumber daya manusia di dalam UPTD PPA juga diidentifikasi sebagai
faktor utama yang memperlambat proses koordinasi pekerja kasus dengan pemangku kepentingan
lain, serta keterlambatan dalam merujuk kasus ke kepolisian dan psikolog, dan sebagainya.?

Tantangan koordinasi di kabupaten pembanding menyoroti keunggulan sumber daya UPTD
PPA dalam memfasilitasi koordinasi yang lebih efisien. Misalnya, pemangku kepentingan di Maros
melaporkan bahwa keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus menyebabkan ketidakmampuan
melaksanakan konferensi kasus dan melibatkan pemangku kepentingan multisektoral dalam
pengambilan keputusan terkait kasus anak.?%%Sebaliknya, terdapat bukti mekanisme koordinasi

yang efektif di lokasi UPTD PPA seperti Makassar.?*' Di kabupaten pembanding Pangkep, pemangku
kepentingan juga menyoroti kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi,
yang dianggap menjadi penghambat dalam berbagi pengetahuan dan membangun kapasitas.?*?
Selain itu, meskipun kabupaten pembanding melaporkan adanya koordinasi dengan beberapa
pemangku kepentingan yang sama seperti di lokasi UPTD PPA, mekanisme koordinasi diidentifikasi
bersifat informal.?* Di kabupaten pembanding Pangkep, pemangku kepentingan melaporkan
kurangnya koordinasi menjadi penyebab korban menerima layanan yang tumpang tindih atau serupa,
yang meningkatkan risiko duplikasi/tumpeng tindih layanan dan menunjukkan pendekatan yang
kurang efisien dan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan 2424

Kematangan sistem perlindungan anak secara umum dan penyediaan sumber daya oleh Dinas
PPA juga diakui sebagai hambatan bagi implementasi model layanan terpadu yang efisien.
Secara khusus, sulit menerapkan model layanan terpadu dan memberikan perlindungan kepada
perempuan dan anak ketika layanan serta program perlindungan di tingkat desa masih minim.?"

Hal ini juga diidentifikasi sebagai isu di kabupaten pembanding, di mana pemangku kepentingan
mencatat bahwa otoritas kabupaten bertanggung jawab memberikan layanan di wilayah yang luas,
sementara minimnya layanan di daerah pedesaan dan keterbatasan transportasi menjadi hambatan
bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mengakses dukungan yang dibutuhkan.?*¢ Para
pemangku kepentingan juga mengakui adanya tantangan dalam koordinasi dengan pemangku
kepentingan perlindungan di tingkat desa (lihat bagian Koherensi).
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Wawancara informan kunci dengan perwakilan di WECP, Sidoarjo, 2 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD
PPA kabupaten, Maros, 2 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Sosial Provinsi, Surabaya, 3 September 2024.

Informasi yang ditunjukkan di seluruh studi kasus di lokasi intervensi.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA kabupaten, Maros, 2 September 2024; Wawancara informan kunci dengan
perwakilan Satuan Tugas PPA Polda, Sulawesi Selatan, 3 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Kantor PPA, Pangkep, 6 September 2024

Wawancara informan kunci dengan perwakilan UPTD PPA, Makassar, 4 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas
Sosial Kabupaten, Makassar (Gowa), 11 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas PPA, Pangkep, 6 September 2024

Wawancara informan kunci kelompok dengan perwakilan PPA dan pekerja sosial, Pangkep, 9 September 2024.

Wawancara informan kunci kelompok dengan perwakilan PPA dan pekerja sosial, Pangkep, 9 September 2024.

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas PPA, Sidoarjo, 2 September 2024

Wawancara informan kunci dengan perwakilan Kantor PPA, Pangkep, 6 September 2024; Wawancara informan kunci dengan perwakilan
Bappeda, Pangkep, 9 September 2024.
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8.5 Keberlanjutan

Pertanyaan: Sejauh mana manfaat dari pendekatan strategis UNICEF terhadap
— program layanan perlindungan terpadu kemungkinan akan terus berlanjut setelah
dukungan UNICEF berakhir?

Ringkasan temuan mengenai keberlanjutan

Secara keseluruhan, model UPTD PPA menunjukkan tingkat keberlanjutan yang kuat, dengan
layanan terpadu sangat mungkin terus berlanjut setelah dukungan UNICEF berakhir. Model
UPTD PPA telah tertanam kuat dalam struktur pemerintahan pusat dan daerah, dan data menunjukkan
adanya kepemilikan yang kuat dari Pemerintah terhadap UPTD PPA di semua tingkat pemerintahan.
Faktor utama yang memengaruhi pencapaian keberlanjutan meliputi mandat hukum yang telah
ditetapkan di tingkat nasional dan daerah; alokasi anggaran khusus untuk operasional UPTD PPA
serta integrasi model tersebut ke dalam anggaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota; serta
kepemilikan nasional terhadap komponen-komponen yang mendukung berjalannya program
(misalnya sistem pengumpulan data SIMFONI-PPA). Namun, untuk menjaga kualitas dan hasil kerja
UPTD PPA dalam jangka panjang, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan sumber daya
manusia yang memadai serta peningkatan kapasitas staf UPTD PPA secara berkelanjutan.

8.5.1 Keberlanjutan model UPTD PPA

UPTD PPA berlandaskan pada kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif di tingkat
nasional. UNICEF telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk membangun dasar

bukti, melakukan advokasi, serta mendukung berbagai pengembangan hukum dan kebijakan yang
memperkuat mandat UPTD PPA. Secara khusus, Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak menetapkan kerangka dan cakupan layanan bagi
UPTD PPA.%/ Pada tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menetapkan
UPTD PPA sebagai lembaga utama yang menangani kasus-kasus terkait korban kekerasan seksual,
termasuk pemulihan dan pendampingan korban dalam layanan dasar. Pada tahun 2024, serangkaian
Peraturan Presiden (Perpres) penting terkait UPTD PPA diterbitkan, termasuk Perpres No. 55 Tahun
2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perpres No. 9
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual. Kedua Perpres ini mewajibkan pembentukan UPTD PPA oleh pemerintah
daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.?*® Para pemangku kepentingan utama di tingkat
daerah menyatakan bahwa mereka “tidak punya pilihan selain bertindak” ketika mandat hukum sudah
ditetapkan di tingkat nasional. Hal ini sangat mendukung keberlanjutan program berdasarkan mandat
hukum di tingkat nasional, model UPTD PPA wajib dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.
Sebagai contoh:

247 Bab 2, Pasal 3(1), Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
248 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 'KemenPPPA: Perpres tentang UPTD PPA Wajibkan Pembentukan UPTD PPA
di Daerah’, 4 Mei 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3NA>, diakses pada 1 Juli 2024.
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“Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual benar-benar membawa perubahan dalam
hal alokasi anggaran. Undang-undang ini memiliki dampak besar - ia menciptakan dorongan
kuat untuk implementasi, tetapi harus diikuti dengan anggaran.” *#

“UPTD PPA sudah termasuk dalam peraturan perundang-undangan... Ini memiliki dasar hukum
yang kuat, itulah sebabnya kami harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan
untuk memastikan kami dapat memberikan layanan yang komprehensif. Hal ini sudah diatur
dalam kebijakan.” »°

UPTD PPA juga telah terintegrasi ke dalam struktur pemerintahan daerah dan sebagian besar
didanai oleh sumber dana pemerintah daerah, termasuk melalui penggabungan ke dalam
anggaran Dinas dan penyediaan DAJ oleh KemenPPPA kepada kabupaten/kota dan provinsi untuk
mendukung operasional UPTD PPA (meskipun terdapat tantangan -lihat bagian Efisiensi). DAK ini
mencakup biaya operasional UPTD PPA, termasuk peningkatan kapasitas pegawai, peningkatan
standar layanan, dan sebagainya. Menurut pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan, DAK dirancang
untuk menanggung biaya operasional UPTD PPA hingga kabupaten dapat mengintegrasikannya ke
dalam anggaran mereka sendiri.' Dilaporkan pula bahwa pada tahun depan, dana khusus tambahan
akan dialokasikan untuk UPTD PPA untuk pembiayaan “fisik” seperti pembangunan atau renovasi
gedung, pengadaan peralatan, komputer, dan sebagainya. Di Kota Surabaya, diterbitkan Keputusan
Wali Kota yang menetapkan mandat pembentukan UPTD PPA beserta struktur organisasinya. Di lokasi
pembanding, dicatat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk P2TP2A dan penyedia layanan terkait
sangat terbatas, yang kemungkinan besar akan menimbulkan tantangan dalam hal keberlanjutan.
Para pemangku kepentingan di lokasi tersebut juga menyebutkan tingginya pergantian petugas
akibat beban kerja yang besar dalam sistem dengan kekurangan sumber daya manusia yang parah.

Kepemilikan pemerintah juga terlihat pada mekanisme pemantauan dan sistem data yang
digunakan dalam program. Data yang dicatat oleh UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota dan provinsi
dimasukkan ke dalam database daring SIMFONI-PPA milik KemenPPPA. Kegiatan pemantauan juga
menunjukkan kepemilikan pemerintah yang kuat, dengan adanya jalur pelaporan langsung antara
UPTD PPA dan Dinas PPPA di tingkat daerah, yang kemudian melaporkan kepada KemenPPPA di
tingkat nasional.

Dukungan UNICEF lainnya, seperti yang dilakukan di tingkat desa, juga berpotensi mendukung
keberlanjutan model layanan terpadu UPTD PPA. Para pemangku kepentingan mencatat bahwa
kegiatan pengembangan kapasitas yang diberikan kepada lembaga perlindungan anak berbasis
masyarakat berperan penting dalam membangun hubungan rujukan antara tingkat desa dan
kabupaten. Dilaporkan pula bahwa kelanjutan dukungan di tingkat desa menjadi kunci dalam
memastikan keberlanjutan program UPTD PPA.

249 Wawancara informan kunci dengan staf UNICEF, Jakarta, 19 Juli 2024.
250 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Kota Makassar, 4 September 2024.
251 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, 3

B 100

September 2024.

Evaluasi Formatif Layanan Perlindungan Terpadu bagi Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun 2021-2023



8.5.2 Keberlanjutan capaian program

Namun, efektivitas dan kualitas pelaksanaan UPTD PPA serta keberlanjutan hasilnya dari
waktu ke waktu akan bergantung pada investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan dukungan
bagi staf. Para pemangku kepentingan di semua lokasi mencatat bahwa pendanaan terbatas,

dan keberlanjutan penyediaan layanan yang komprehensif dan berkualitas tinggi dalam model

UPTD PPA sangat bergantung pada ketersediaan pendanaan di masa mendatang (lihat bagian

7.4 di atas). Anggaran yang tidak memadai, gaji staf yang rendah, dan tingginya tingkat
pergantian pegawai dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan capaian positif program,
sebagaimana diilustrasikan oleh beberapa pemangku kepentingan utama berikut:

“Pelayanannya sebenarnya sudah cukup baik, tetapi peningkatan kapasitas perlu terus
dilakukan, terutama karena pergantian pekerjaan dan staf sering terjadi. Jadi, pembelajaran
dan penyesuaian lebih lanjut tetap dibutuhkan.” %>

“Pengembangan UPTD PPA adalah proses yang berkelanjutan, dan kasus-kasus yang
melibatkan perempuan dan anak sangat beragam. Karena itu, semua pelatihan staf perlu
diperbarui dan disegarkan... terkadang ada staf baru, dan dalam hal isu etika perlindungan
anak, ini perlu diperkuat. Hal ini membutuhkan lebih banyak pelatihan, tidak cukup hanya satu
atau dua.” %3

Perlu dipastikan bahwa paket minimum pelatihan, pendampingan, dan supervisi yang
berkelanjutan dilembagakan ke dalam struktur UPTD PPA (misalnya melalui peraturan
pemerintah dan anggaran khusus) untuk menjamin keberlanjutan capaian program dalam
jangka panjang.

252 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Dinas PPA, Pangkep, 6 September 2024
253 Wawancara informan kunci dengan perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Provinsi Surabaya, 7 September 2024.
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Kesimpulan Akhir

Pengembangan UPTD PPA ditemukan sebagai respons terhadap kebutuhan nyata dalam sistem
perlindungan anak di Indonesia untuk meningkatkan koordinasi dan layanan tanggap komprehensif
bagi korban/penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dukungan UNICEF di tingkat
nasional dalam mengembangkan mandat hukum dan kerangka operasional bagi model ini menjadi
kunci bagi pelaksanaan dan keberlanjutannya. Dukungan yang diberikan oleh staf Kantor Wilayah

di tingkat daerah (kepada mitra pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) juga berperan penting
dalam mendukung pelokalan dan penerapan model tersebut. Pendekatan ini dinilai sangat relevan
dengan kebutuhan dan konteks desentralisasi di Indonesia serta cukup efektif dalam meningkatkan
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak yang lebih terpadu
dan komprehensif. Namun, beberapa tantangan juga dicatat, termasuk tantangan koordinasi
dengan pihak kepolisian dan penyedia layanan UPTD PPA yang terkadang menghambat respons
yang efektif dan efisien terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap
anak; kekurangan tenaga utama (terutama psikolog klinis dan penasihat/perwakilan hukum); serta
tantangan dalam identifikasi dan penanganan risiko, yang berpotensi menempatkan perempuan

dan anak dalam situasi berisiko. Keterbatasan pelatihan, pendampingan, dan supervisi berkelanjutan
juga tampaknya memengaruhi efektivitas layanan manajemen kasus (meskipun secara keseluruhan
ditemukan adanya peningkatan yang signifikan dalam manajemen kasus dan koordinasi di lokasi
program). Data kasus menunjukkan bahwa pembentukan UPTD PPA telah meningkatkan akses bagi
perempuan dan anak yang berisiko atau telah mengalami kekerasan. Namun, tantangan akses yang
signifikan masih ada, termasuk pengetahuan masyarakat yang terbatas, keengganan melaporkan
kekerasan dalam keluarga, dan preferensi untuk menyelesaikan kasus di tingkat masyarakat (biasanya
melalui mediasi), bahkan untuk kasus kekerasan yang serius. Anak dan perempuan penyandang
disabilitas serta anak yang berhadapan dengan hukum juga ditemukan menghadapi hambatan besar
dalam mengakses layanan.
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10. Pembelajaran

Evaluasi terhadap dukungan UNICEF terhadap Layanan Perlindungan Terpadu bagi Perempuan dan Anak
di Indonesia tahun 2021-2023 menghasilkan sejumlah pembelajaran penting yang relevan bagi program
perlindungan anak di Indonesia maupun di negara lain (terutama di konteks yang memiliki kesamaan
politik, administratif, dan sosial dengan Indonesia).

1. Dalam memastikan pelaksanaan layanan perlindungan anak yang efektif di konteks
administrasi desentralisasi, penting agar dukungan program dilakukan di berbagai tingkatan
tata kelola. Dukungan UNICEF Indonesia terhadap UPTD PPA di tingkat nasional (misalnya dalam
advokasi mandat hukum komprehensif dan pembiayaan) serta di tingkat nasional (melalui dukungan
penyusunan Standar Operasional Prosedur lokal, kegiatan peningkatan kapasitas, dan penguatan
koneksi antara mekanisme berbasis desa dan UPTD PPA) membantu memastikan adanya struktur
pendukung yang memadai bagi implementasi layanan yang efektif dan keberlanjutannya dalam
jangka panjang.

2. Untuk mengembangkan dan memastikan keberlanjutan layanan manajemen kasus yang
efektif bagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penting tidak hanya memberikan
pelatihan awal kepada staf kunci, tetapi juga memastikan adanya program pelatihan
berkelanjutan yang terintegrasi. Selain itu, perlu disediakan kesempatan pendampingan yang lebih
intensif (misalnya melalui kolaborasi dengan pekerja sosial berpengalaman di LSM, jika tersedia), serta
memastikan sistem supervisi yang efektif berjalan dengan baik.

3. Untuk memastikan respons yang efektif dan tepat waktu terhadap kasus anak yang
teridentifikasi berada dalam risiko langsung, penting untuk memiliki mandat hukum dan
proses yang jelas dalam mengidentifikasi risiko serta memberikan layanan tanggap darurat
(termasuk dalam kasus di mana keluarga tidak memberikan persetujuan). Kewajiban dan proses
penanganan kasus dengan risiko langsung perlu diatur secara jelas dalam peraturan hukum atau
SOP penanganan kasus. Selain itu, penting untuk membangun proses koordinasi yang efektif antara
layanan perlindungan anak dan kepolisian setempat.
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11. Rekomendasi

Disarankan agar UNICEF terus mendukung pelaksanaan UPTD PPA serta memperkuat pelembagaan

model ini ke dalam sistem dan anggaran di tingkat nasional maupun daerah. Rekomendasi berikut telah
dibahas, disempurnakan, dan divalidasi oleh Evaluation Reference Group dan para pemangku kepentingan
utama lainnya dalam lokakarya validasi yang dilaksanakan di Jakarta pada Januari 2025. Perlu dicatat

bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) saat ini sedang
memperbarui peraturan terkait UPTD PPA, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024
tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Regulasi tersebut diperkirakan akan diselesaikan pada semester pertama tahun 2025. Regulasi
ini mencakup Pedoman Standardisasi (BORANG) yang memberikan acuan komprehensif untuk
pengembangan layanan perlindungan terpadu. Rekomendasi berikut disusun selaras dengan
perkembangan tersebut.

Secara khusus, berikut rekomendasi untuk memperkuat UPTD PPA:
1. Penguatan kerangka hukum dan kebijakan

1.1 Memastikan pelaksanaan mandat hukum yang diatur dalam Rancangan
Peraturan dan Pedoman Standardisasi (BORANG) baru, bahwa staf UPTD PPA harus secara
proaktif mengevakuasi anak dari situasi yang membahayakan (bahkan tanpa persetujuan
anak atau keluarganya) dan melakukan asesmen, memulai proses manajemen kasus apabila
diperlukan. Langkah ini harus mencakup mandat yang jelas bagi pemerintah daerah untuk
membentuk struktur yang diperlukan guna mendukung mandat hukum tersebut.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; Kepolisian tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota
Prioritas: Tingqi

1.2 Meskipun mekanisme rujukan formal (termasuk antara UPTD PPA dan kepolisian) telah diwajibkan
dalam Rancangan Peraturan dan Pedoman Standardisasi 2025, disarankan agar ketentuan
eksplisit dimasukkan dalam Peraturan dan Pedoman baru bahwa Standar Operasional Prosedur
(SOP) dikembangkan dan diterapkan antara UPTD PPA, kepolisian, dan kejaksaan untuk anak
yang berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut
dapat mengakses layanan UPTD PPA, misalnya sebagai langkah diversi, guna mengurangi
perampasan kebebasan anak.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA

Instansi pendukung: Polri, Kemenkumham
Prioritas: Menengah
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1.3 Mengembangkan lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan dan Pedoman Standardisasi 2025,
serta mengimplementasikan (termasuk melalui alokasi anggaran khusus) paket minimum
pelatihan berkelanjutan, pendampingan, dan supervisi yang komprehensif bagi UPTD PPA. Paket
ini harus mencakup pelatihan terkait topik dan keterampilan sebagaimana diuraikan dalam
rekomendasi 2.1 di bawah.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Prioritas: Tinggi

2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia

2.1 Melembagakan pembangunan kapasitas berkelanjutan bagi staf UPTD PPA dan penyedia layanan
terkait mengenai keterampilan manajemen kasus serta peningkatan kapasitas dalam isu-isu
perlindungan anak yang terus berkembang (misalnya OCSEA) melalui Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) serta platform pelatihan lain (misalnya e-learning). Kegiatan
ini harus mencakup program orientasi terstruktur, pelatihan rutin dan penyegaran untuk
memastikan seluruh petugas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Pelatihan
khusus dalam merespons kebutuhan anak dan perempuan penyandang disabilitas juga perlu
diintegrasikan ke dalam program pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA

Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; Balai Pelatihan Nasional dan
Provinsi

Prioritas: Tinggi

2.2 Perlu dilakukan investasi dalam perekrutan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial untuk
menjamin keberlanjutan UPTD PPA. Hal ini mencakup: Penetapan Rasio Tenaga Kerja Optimal
dan Standar Kompetensi; Analisis pembiayaan untuk menentukan rasio optimal antara pekerja
sosial, psikolog, dan pendamping hukum per kasus/anak yang dilayani; pengembangan tenaga
semi-tenaga sosial berbasis masyarakat sebagai pelengkap untuk mendukung upaya jangkauan
di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas serta menghubungkan layanan di tingkat
desa; Penyusunan daftar tenaga potensial untuk memberikan dukungan atau mengisi posisi
kosong sementara.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: Kementerian Sosial, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Prioritas: Menengah

Evaluasi Formatif Layanan Perlindungan Terpadu bagi Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun 2021-2023



I 106

2.3

Menerapkan kerangka pelaporan, pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pendampingan
sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan dan Pedoman Standardisasi (BORANG);
memastikan layanan konseling dan dukungan psikologis tersedia bagi staf UPTD PPA untuk
meningkatkan kepuasan kerja dan mencegah kelelahan; serta mengintegrasikan mekanisme
umpan balik kepuasan klien sebagai bagian dari proses pemantauan UPTD PPA.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA

Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; Kepolisian Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota

Prioritas: Menengah

3. Penguatan penyelenggaraan layanan dan koordinasi

3.1

3.2

Mendukung UPTD PPA dalam membangun kerja sama yang kuat dengan LSM dan OMS terkait
(misalnya melalui perjanjian kemitraan atau MoU serta alokasi sumber daya untuk penguatan
kapasitas mekanisme perlindungan berbasis masyarakat). Dalam hubungan ini, penting untuk
memastikan bahwa UPTD PPA tetap memegang “kepemilikan” atas kasus dan proses manajemen
kasus.

Instansi penanggung jawab: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (UPTD PPAs)
Instansi pendukung: KemenPPPA, LSM, OMS
Prioritas: Menengah

Memperkuat hubungan antara mekanisme perlindungan berbasis desa/masyarakat dengan
UPTD PPA agar setiap kasus yang relevan dapat dinilai, dan jika diperlukan, ditangani oleh UPTD
PPA. Selain itu, perlu memberikan dukungan tambahan di tingkat desa untuk meningkatkan
kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap UPTD PPA, termasuk melalui kegiatan
peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas, dan pelatihan di tingkat desa.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; Kementerian Desa
Prioritas: Tinggi

4. Penguatan sistem manajemen informasi dan pemantauan

4.1

Protokol berbagi informasi perlu dikembangkan (atau diperkuat jika sudah ada) antara UPTD
PPA dan penyedia layanan terkait. Dalam pengembangan lebih lanjut sistem manajemen
informasi perlindungan anak (SIMFONI-PPA), perlu dipastikan bahwa protokol perlindungan data
dikembangkan dan diterapkan.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA

Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Prioritas: Tinggi
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4.2 Mekanisme yang efektif (termasuk alat dan panduan pemantauan dan evaluasi) untuk mengawasi
kinerja UPTD PPA serta memantau capaian program di seluruh Indonesia perlu dikembangkan
dan diterapkan sebagai komponen dari pengembangan SIMFONI-PPA, serta dalam rangka
pemantauan kepatuhan terhadap standar layanan nasional dan pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus (DAK).

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Prioritas: Menengah

5. Pembiayaan

5.1 Melakukan studi kelayakan untuk pembentukan UPTD PPA di lokasi-lokasi yang belum
memilikinya, termasuk kebutuhan pendanaan dan investasi yang selaras dengan Rekomendasi
Sumber Daya Manusia 2.2 di atas.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri
Prioritas: Menengah

5.2 Meninjau pedoman yang ada untuk alokasi DAK agar seluruh pendanaan yang tersedia dapat
digunakan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UPTD PPA,
termasuk optimalisasi mekanisme konsultasi DAK melalui KemenPPPA dengan melibatkan Biro
Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat Jenderal.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: BAPPENAS, Kementerian Keuangan
Prioritas: Menengah

5.3 Advokasi, bimbingan teknis, dan pelatihan perlu dilaksanakan untuk memastikan para pemangku
kepentingan dan staf (termasuk UPTD PPA, Dinas, dan Bappeda yang terlibat dalam proses
perencanaan) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan dan pengalokasian
anggaran, serta memastikan anggaran tersedia dan dimanfaatkan untuk menjamin jumlah staf
yang cukup, berkualifikasi, dan terampil (baik melalui DAK maupun pendanaan pemerintah
daerah). Upaya ini perlu mengacu pada peraturan berikut: Keputusan Menteri Keuangan No. 11/
KepMen 7/2024 tentang Alokasi Anggaran untuk Pendidikan, yang dapat dimanfaatkan untuk
program pelatihan UPTD PPA; Keputusan Menteri Keuangan No. 11/KepMen/2024 tentang
Infrastruktur Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan Pedoman Kementerian Dalam Negeri tentang Perencanaan
dan Penganggaran Perlindungan Anak di tingkat daerah.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA

Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri

Prioritas: Menengah

Evaluasi Formatif Layanan Perlindungan Terpadu bagi Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun 2021-2023



6. Peningkatan akses

6.1 Mengembangkan proses untuk melibatkan penerima manfaat serta anak dan remaja secara
umum (melalui Forum Anak dan saluran lainnya) dalam pengembangan UPTD.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Forum Anak
Prioritas: Menengah

6.2 Melibatkan organisasi anak (tidak hanya Forum Anak) untuk memberikan masukan dalam
pembentukan mekanisme yang ramah anak, aman, menghormati, dan mudah diakses, khususnya
bagi anak yang mengalami kekerasan atau membutuhkan layanan. Perlu dipertimbangkan
penggunaan saluran komunikasi yang disukai anak (misalnya telepon, obrolan, media sosial, dan
sebagainya), serta memastikan saluran tersebut dimonitor secara aktif oleh staf UPTD PPA.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Forum Anak
Prioritas: Tingqi

6.3 Perlu dipertimbangkan bagaimana model UPTD PPA dapat disesuaikan dengan kebutuhan
perempuan dan anak di wilayah terpencil (misalnya melalui prosedur khusus dan peningkatan
koordinasi dengan mekanisme berbasis komunitas, serta pemanfaatan TIK, dll.).

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA
Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Kementerian Desa
Prioritas: Mengenah

6.4 Mengurangi potensi stigmatisasi terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dengan
menerapkan dukungan perubahan sosial dan perilaku di tingkat masyarakat, serta memastikan
staf UPTD PPA terlatih untuk memberikan layanan dengan cara yang ramah anak, berperspektif
gender, dan sensitif terhadap kelompok minoritas.

Instansi penanggung jawab: KemenPPPA

Instansi pendukung: Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Prioritas: Tingqi
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Lampiran A: Kerangka Acuan

1. Pendahuluan

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini menetapkan tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan metodologi yang
diusulkan dalam mengevaluasi layanan perlindungan terpadu bagi anak dan perempuan di Indonesia
antara tahun 2021 dan 2023 sebagai bagian dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF.
Program ini merupakan bagian dari keseluruhan dukungan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap
tujuan pembangunan Indonesia yang dipandu oleh Agenda 2030 dalam hal Pembangunan Berkelanjutan,
dimana didefinisikan dalam Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNSDCF) 2021-2025, dalam rangka mendukung target dan prioritas Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kerangka Acuan Kegiatn (KAK) kerja ini telah disusun sejalan dengan Revisi Kebijakan Evaluasi 2023, yang
menekankan pentingnya evaluasi untuk memandu pengembangan dan implementasi program dukungan
UNICEF. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk menilai hasil antara layanan perlindungan terpadu dan
efektivitasnya. Evaluasi ini akan mendukung pemerintah dalam menyempurnakan pendekatannya demi
memperkuat strategi perancangan dan peningkatan kapasitas, serta mengalokasikan sumber daya secara
lebih efisien dalam sisa periode Program UNICEF saat ini. Evaluasi ini juga akan memberikan informasi
terkait pengembangan program dukungan UNICEF berikutnya, juga memastikan strategi berbasis bukti
untuk meningkatkan layanan perlindungan anak.
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2. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia,
memiliki lebih dari 17,000 pulau. Dengan bentangan luas wilayah lebih dari 1.9 juta kilometer persegi,
Indonesia juga negara terluas ke-14. Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa, Indonesia menempati
peringkat sebagai negara terpadat keempat di dunia dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim
terbesar. Hampir sepertiga populasi, sekitar 85 juta jiwa, adalah anak-anak, menjadikannya negara dengan
jumlah anak tertinggi ketiga di dunia.

Selama dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan perekonomian yang kuat, dengan rata-rata
pertumbuhan tahunan sebesar 5.5% dalam produk domestik bruto (PDB). Tingkat kemiskinan ekstrem
berhasil di turunkan menjadi 9.2% pada September 2019. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan
sedikit penurunan, sehingga angka tersebut meningkat menjadi 9.4% di Maret 2023.

Tantangan Perlindungan Anak di Indonesia

Di Indonesia, jutaan perempuan dan anak menghadapi kerentanan yang meluas terhadap kekerasan

dan eksploitasi, termasuk maraknya perkawinan anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan
Remaja (SNPHAR) merupakan Survei Kekerasan terhadap Anak Indonesia tahun 2018 menemukan
tingkat kekerasan yang tinggi, hingga 49 juta anak terdampak. 62 persen anak perempuan dan 61.7
persen anak laki-laki melaporkan mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka,
termasuk kekerasan seksual diranah daring. Perkawinan anak masih menjadi masalah yang krusial,
dengan sekitar 1.2 juta anak perempuan menikah setiap tahunnya sebelum usia 18 tahun, sehingga
memperpanjang siklus kemiskinan. Akses terhadap identitas hukum juga menimbulkan tantangan, karena
hanya 65 persen anak di bawah usia 18 tahun dan 56 persen di bawah usia 5 tahun yang terdaftar pada
tahun 2018. Meskipun terdapat kemajuan, seperti halnya peningkatan pelaporan kasus kekerasan dan
penurunan angka perkawinan anak, tapi hambatan substansial masih tetap ada, yang membutuhkan upaya
berkelanjutan demi melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak dan perempuan Indonesia.

Dampak COVID-19

Pandemi telah meningkatkan kekhawatiran terhadap perlindungan anak. Isolasi wilayah (lockdowns) dan
karantina, meskipun diperlukan, juga berkontribusi pada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan
pelecehan seksual, dimana dapat membahayakan kesehatan fisik dan emosional anak. Selain daripada itu,
meningkatnya interaksi secara daring anak-anak selama isolasi membuat mereka lebih rentan terhadap
predator daring dan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak secara Daring (OCSEA). Berdasarkan data
terbaru, 3 dari 10 anak mengalami OCSEA selama pandemi (ECPAT, DtZ 2020).

Kolaborasi Pemerintah dan Kolaborasi UNICEF

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 Pemerintah
Indonesia (GOI) dan komitmennya kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, UNICEF Indonesia
mengintegrasikan Perlindungan Anak sebagai elemen inti dalam Program Nasional lima tahunnya (2021-
2025). Program ini dengan rencana anggaran sebesar USD 16 juta, saat ini sedang memasuki tahun
keempat pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia 2020-2024 menetapkan untuk mencapai
target ambisiusnya bagi anak-anak, termasuk 100% pencatatan kelahiran, penurunan signifikan angka
perkawinan anak (hingga 8.7%), serta penurunan kekerasan terhadap anak. Demi mencapai target-target
tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan yang menyeluruh dan multi-sektor.
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Pertama, Pemerintah Indonesia (GOI) melakukan penguatan kerangka hukum perlindungan anak,
termasuk melalui implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. Selain itu,
pemerintah juga berfokus pada peningkatan penyediaan layanan perlindungan yang komprehensif melalui
pembantukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) di tingkat
subnasional. Unit-unit ini dibentuk berdasarkan regulasi tahun 2022 dan bertujuan untuk memberikan
layanan perlindungan anak yang terintegrasi dan responsif.

Kolaborasi memainkan peran penting dalam upaya ini. Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor
65 Tahun 2020, yang memperluas mandat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KemenPPPA) untuk mencakup pembentukan sistem rujukan, KemenPPPA dengan dukungan UNICEF
mengembangkan Kerangka Layanan Nasional (National Service Framework), dimana kerangka ini mengatur
proses pemberian layanan UPTDPPA serta strategi penguatan kapasitas lembaga dan tenaga pelaksana.

Kolaborasi antara pemerintah dan UNICEF ini menghasilkan diterbitkannya Keputusan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerangka Layanan
Nasional. Sejak saat itu, terdapat 216 kabupaten dan kota (dari 514) dan dua puluh tiga (dari 38) provinsi di
Indonesia telah memulai langkah konkret untuk membentuk UPTDPPA.

Sebagai bagian dari upaya penguatan implementasi, pemerintah mengalokasikan dana IDR 132 miliar
(sekitar USD 8.8 juta) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 demi menyelenggarakan sesi pelatihan
untuk mendukung operasionalisasi dan membangun kapasitas didalam Kementerian PPPA dengan
dukungan UNICEF.

Dalam rangka memastikan implementasi yang efektif dan pemanfaatan sumber daya yang optimal, UNICEF
juga bekerja sama dengan KemenPPPA dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dalam mengembangkan alat monitoring dan evaluasi.

Kerangka Hukum

Kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia terdiri dari sejumlah undang-undang yang telah
disahkan dalam dua dekada terakhir. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
beserta amandemen dan undang-undang turunannya, menetapkan kebijakan dasar perlindungan anak
dan menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan.

Perundangan-undangan yang relevan:
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (amandemen Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017).
Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan bagi Saksi dan Korban.
Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Isi dari undang-undang ini:
Undang-undang tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya untuk menjamin dan
melindungi anak-anak, serta perlindungan dari kekerasan.
Undang-undang tersebut memberikan mandat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KemPPPA) agar melakukan koordinasi, pemantauan, dan Pelaksanaan
Kebijakan anak serta layanan terkait Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dalam rangka
mewujudkan pemenuhan hak-hak anak di tingkat di nasional maupun daerah.
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Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan
dasar, termasuk layanan Perlindungan anak, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.

+ Masyarakat berhak dan didorong untuk berpartisipasi dalam menuntut layanan yang berkualitas
melalui Pemerintah Desa (Undang-undang momor 6 Tahun 2014).

Tata Kelola dan Pengawasan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertenggung jawab untuk memberikan pembinaan umum dan
pengawasan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, guna memastikan kualitas layanan
publik serta partisipasi masyarakat yang bermakna. Sementara itu, KemenPPPA memberikan layanan
perlindungan anak untuk kasus antar-provinsi dan internasional, sedangkan pelaksanaan layanan di
lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Pemda Kabupaten) menangani kasus di dalam kabupaten dan
pemerintah provinsi menangani kasus lintas kabupaten. Lembaga Penegak Hukum, termasuk polisi,

jaksa, hakim, dan pekerja sosial permasyarakatan, beroperasi di bawah pengawasan langsung Lembaga/
Kementerian nasional terkait.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
Program Pemerintah Indonesia (GOI) dan Rencana Aksi Program Negara (CPAP) UNICEF Indonesia selaras
dengan beberapa SDGs. Khususnya yang paling relevan berkaitan dengan Perlindungan Anak yaitu:

+ Target SDG 5.2: Menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

« Target SDG 5.3: Mengakhiri praktik-praktik berbahaya, seperti perkawinan anak.

+ Target SDG 16.2: Mengakhiri kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan terhadap anak.

+ Target SDG 16.3: Mendorong penegakan hukum dan akses terhadap keadilan untuk semua.

+ Target SDG 16.9: Menjamin identitas hukum bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Prioritas dan Desain Program Pemerintah Indonesia (GOI) - UNICEF

Berdasarkan prioritas pemerintah, Program Perlindungan Anak berfokus pada penguatan sistem
perlindungan bagi perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Seluruh
intervensi program ini mempromosikan hak asasi manusia, hak anak, dan kesetaraan gender sesuai
dengan instrument internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia; Konvensi tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (September 1984), dan Konvensi tentang
Hak-hak Anak (September 1990).

Berdasarkan skala, urgensi, dan dampak negatifnya terhadap anak-anak, program ini memprioritaskan:
Anak dan perempuan yang rentan terhadap atau terdampak oleh kekerasan serta eksploitasi dan
pelecahan seksual, baik secara daring maupun luring.

Perkawinan anak.
+ Akses terhadap identitas hukum.
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Hasil, Keluaran, dan Target Program

Hasil yang diharapkan dari Program Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pada tahun 2025, anak
perempuan dan laki-laki akan semakin diberdayakan dan terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran
dan praktik berbahaya melalui sistem perlindungan anak yang berfungsi dengan baik dan berkualitas,

serta norma-norma sosial yang positif di tingkat nasional dan subnasional, termasuk didalamnya situasi
kemanusiaan”. Dalam rangka mewujudkan hasil ini, UNICEF bekerja melalui lima keluaran (outputs)
sebagaimana dijabarkan dalam Teori Perubahan Hasil (Outcome Theory of Change'):

Output 5.1 Pemerintah Nasional dan subnasional serta para pemangku kepentingan memiliki
pengetahuan, kapasitas, data, dan akuntabilitas yang lebih baik dalam menetapkan dan
mengimplementasikan undang-undang, kebijakan, serta anggaran perlindungan anak yang
responsif terhadap gender, berwawasan iklim, inklusif, dan berbasis bukti.

Output 5.2 Anak perempuan dan laki-laki, termasuk anak penyandang disabilitas, memiliki kapasitas
yang lebih kuat - dimana termasuk literasi dan keamanan digital - serta kesempatan dalam
mengembangkan, mengakses, dan memanfaatkan informasi guna meningkatkan perlindungan dari
kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak.

+  Qutput 5.3 Keluarga dan masyarakat memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menerapkan perilaku
positif dan mempromosikan norma sosial yang dapat melindungi anak perempuan dan laki-laki dari
kekerasan, perkawinan anak, dan keterpisahan keluarga.

+ Qutput 5.4 Layanan perlindungan anak di tingkat nasional dan subnasional memiliki kapasitas yang
meningkat dalam menyediakan layanan pencegahan dan respon yang mudah diakses di bidang
kesejahteraan sosial, peradilan, dan pencatatan sipil yang memenuhi standar minimum.

+ Output 5.5 Pemerintah dan pelaku kemanusiaan di tingkat nasional dan subnasional memiliki
kepasitas yang lebih baik dalam mencegah, mengurangi dampak, mempersiapkan, dan merespons
isu perlindungan anak dalam situasi darurat secara tepat waktu dan terkoordinasi.

Teori Perubahan (Theory of Change/TOC) secara keseluruhan menggambarkan visi dan jalur perubahan
jangka menengah hingga jangka panjang tentang bagaimana setiap keluaran (output) dapat dicapai. Teori
Perubahan ini menetapkan bahwa:

+ Jika tata kelola sistem perlindungan anak terus membaik dan menjadi lebih berbasis bukti serta
kesetaraan dengan akuntabilitas yang lebih baik dari para pemangku kewajiban (duty bearers); dan

+ Jika terdapat investasi agar dapat memastikan layanan kesejahteraan anak dan keluarga yang lebih
adil, mudah diakses, dan berkualitas tersedia di tingkat subnasional, baik untuk layanan pencegahan
maupun respons bagi anak perempuan dan laki-laki yang paling terpinggirkan, termasuk remaja;
dan

+ Jika pengetahuan, motivasi, dan keterlibatan orang tua, anak, serta pemangku kewajiban (duty
bearers) lainnya dalam mempromosikan perlindungan anak, termasuk dalam situasi darurat
kemanusiaan, semakin ditingkatkan.

Oleh karena itu, lebih banyak anak dan remaja, terutama yang paling terpinggirkan termasuk anak
penyandang disabilitas, maka akan lebih mungkin terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,
penelantaran, dan norma sosial yang berbahaya.

1 Catatan Strategi Program 2021-2025 (PSN) Teori Perubahan Perlindungan Anak UNICEF, halaman 101-102.
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Asumsi

Pemerintah akan terus memprioritaskan penguatan sektor kesejahteraan sosial, termasuk
penerapan standar pelayanan minimum di tingkat subnasional serta penguatan kesejahteraan sosial
tenaga kerja melalui investasi pada standar profesional, supervisi, pengembangan kapasitas, dan
kondisi kerja.

Pemerintah akan mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan dan melaksanakan
reformasi hukum dan kebijakan termasuk pelaksanaan Undang-undang Pekerja Sosial, pelaksanaan
Undang-undang Perkawinan yang telah dilakukan amandemen dan strategi pencegahan perkawinan
anak, strategi Pencatatan Sipil, serta Peraturan Pengasuhan Anak melalui pengembangan dan
penerapan peraturan pelaksana.

Pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan mitra sektor swasta memiliki minat
untuk berkolaborasi dan bermitra dengan UNICEF dalam inovasi guna memastikan anak-anak dan
keluarga mendapatkan informasi, layanan, dan kesempatan yang diperlukan demi pencegahan dan
penanganan isu perlindungan anak.

Upaya mengurangi kekerasan terhadap anak dan pencegahan perkawinan anak akan terus

menjadi prioritas bagi Pemerintah dan para mitra, dengan ketersediaan data serta dorongan untuk
melakukan diskusi terbuka mengenai isu-isu tersebut.

Risiko

Pengaruh yang terus berlanjut dari kelompok konservatif dan meningkatnya intoleransi dapat
berdampak negatif terhadap pengakuan hak-hak anak dalam proses reformasi hukum dan
kebijakan. Risiko utama adalah disahkannya amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan penolakan terhadap reformasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Guncangan ekonomi yang membatasi ruang fiskal, terutama di tingkat subnasional akan berdampak
langsung terhadap alokasi sumber daya untuk layanan perlindungan anak, dimana hal tersebut yang
menjadi mandate dan dilaksanakan di tingkat kabupaten dan desa.

Pemerintah tidak berinvestasi secara memadai dalam pembangunan kapasitas dalam
mempersiapkan dan merespons bencana, sehingga kapasitas mitra menjadi terbebani dalam
memenuhi kebutuhan kemanusiaan saat terjadi bencana berskala besar.

Strategi Perubahan dan Mitra Program
Strategi perubahan yang diadopsi meliputi:
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Pembangunan bukti

Pemanfaatan sektor bisnis

Perubahan norma sosial

Kemitraan dan koordinasi lintas berbagai Lembaga dan tingkat pemerintahan
Partisipasi remaja

Inovasi untuk anak-anak

Bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya

Program yang responsive terhadap gender

Penguatan tenaga kerja layanan sosial

Menjembatani kemanusiaan dan pembangunan
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Cakupan Geografis dan Strategi Peningkatan Skala

Seksi Perlindungan Anak UNICEF berfokus pada lima provinsi: Jawa Tengah, Jawa Tmur, Sulawesi, Aceh
and Nusa Tenggara Barat. Pemilihan ini memanfaatkan kehadiran lapangan UNICEF, menggabungkan
indeks deprivasi anak yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) UNICEF - dengan
pembobotan kemiskinan anak serta mempertimbangkan program yang sedang berlangsung dan analisis
resiko.

Di dalam provinsi-provinsi fokus tersebut, intervensi yang sukses dari beberapa kabupaten terpilih akan
ditingkatkan skalanya dengan memanfaatkan strategi implementasi menuju pemenuhan hak-hak yang
efektif dan efisien secara multisektoral. UNICEF mendukung pemerintah daerah dalam mengambil alih
kepemilikan terhadap peningkatan skala intervensi yang telah terbukti di kabupaten lainnya, dengan
setelahnya melakukan konsultasi dengan mitra di tingkat provinsi dan kabupaten. Advokasi yang intensif,
berbagi pengetahuan, memperkuat kapasitas teknis, dan advokasi pengelolaan keuangan publik di tingkat
provinsi dan kabupaten akan mendukung proses perluasan (scale-up). Selain daripada itu, dana khusus
dari UNICEF akan disalurkan kepada pemerintah provinsi (Bappeda) melalui Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) untuk memfasilitasi koordinasi dan pemantauan di tingkat provinsi.

Mitra strategis mencakup pemerintah nasional dan subnasional, organisasi masyarakat sipil (OMS),

serta badan-badan PBB lainnya. Mitra nasional utama meliputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa (Kemendes),
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di tingkat subnasional, Program Perlindungan Anak bekerja
sama secara erat dengan dinas-dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, beserta Bappeda, Dinas Sosial, Pencatatan Sipil, mitra pelaksana dari
organisasi masyarakat sipil, dan dan organisasi berbasis keagamaan (FBO).
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UNICEF Indonesia Child Protection Theory of Change 2021-2025

Outcome: By 2025, girls and boys are progressively empowered and protected from violence,
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:=-I exploitation, neglect and harmful practices by functioning, quality child protection system
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3. Fokus Evaluasi (Objek Evaluasi)

Area focus yang akan menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah layanan perlindungan anak, Output 5.4.
Sebagai kontribusi terhadap tujuan Pemerintah Indonesia (GOI) dalam menyediakan layanan perlindungan
anak yang berkualitas, Rencana Aksi Program Nasional (CPAP) menetapkan target spesifik dalam layanan
perlindungan anak:
123 kabupaten/kota di 6 provinsi terpilih dengan layanan Perlindungan anak yang mudah diakses,
dengan manajemen kasus yang memadai.
30 kabupaten/kota di 6 provinsi terpilih memiliki fasilitas dan layanan komprehensif untuk sistem
peradilan anak yang sesuai dengan Sistem Peradilan Anak yang sesuai dengan Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) (dengan fokus pada penyediaan tempat penampungan, bantuan hukum, sistem
peradilan ramah anak, lembaga permasyarakatan, dan layanan berbasis masyarakat).
5 provinsi terpilih melaksanakan selected provinces implementing Strategi Nasional Pencatatan Sipil
dan Statistik Vital (CRVS) yang mencakup pendaftaran kelahiran, perkawinan, dan perceraian.

Pemerintah Indonesia (GOI) telah melakukan investasi yang signifikan dalam pembentukan layanan
perlindungan bagi Perempuan dan anak sejak tahun 2020. Namun, terdapat kurang dari 50 persen
kabupaten telah memulai upaya membentuk unit layanan tersebu. Selain itu, KemenPPPA mengidentifikasi
bahwa tidak semua unit layanan menyesuaikan diri pada standar nasional. Seiring dengan memasuki tahun
ke-4 pelaksanaan program ini, tahun ini menjadi waktu yang tepat untuk meninjau efektivitas dukungan
UNICEF dalam pengembangan layanan tersebut serta demi memahami hambatan dalam penerapan

dan kepatuhan terhadap standar nasional, agar UNICEF dapat memberikan dukungan yang lebih

optimal kepada pemerintah dalam menyempurnakan strategi penguatan layanan yang sudah ada dan
memperluasnya ke kabupaten lainnya.

4. Tujuan, Sasaran, Pendengar, Penggunaan yang Diharapkan

Evaluasi formatif yang dipimpin oleh pemerintah ini akan berfokus pada menghasilkan pembelajaran dari
pelaksanaan dan hasil dari program layanan perlindungan terpadu untuk anak dan perempuan selama
periode 2021 - 2023, dimana didukung menjadi bagian dari Program Perlindungan Anak.

Evaluasi ini diharapkan dapat menilai hasil antara (intermediate outcomes) dari layanan perlindungan
terpadu, dimana hal yang sangat penting demi memahami efektivitas unit layanan dalam merespons
kebutuhan anak dan perempuan. Dengan mengidentifikasi ‘apa yang berhasil’ dan ‘apa yang tidak berhasil’
dalam jalur dari tingkat keluaran (output) menuju hasil antara, UNICEF dapat membantu pemerintah

dalam menyempurnakan pendekatan untuk memperkuat desain dan strategi perluasan program serta
mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Evaluasi ini juga akan mendukung penyusunan Program
Negara (Country Programme) berikutnya, dengan memastikan strategi yang berbasis pada bukti demi
peningkatan layanan perllindungan anak.

Evaluasi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan utama berikut:
Apa yang ingin (atau direncanakan) dilakukan oleh UNICEF-Gol?
Apa yang sebenarnya terjadi/hasil apa yang telah dicapai? Tim evaluasi diharuskan untuk
mengembangkan sub-Teori Perubahan (sub-Theory of Change), termasuk hasil antara, yang spesifik
dalam Layanan Perlindungan Anak Terpadu, dimana yang akan membantu menjawab pertanyaan ini.
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Apa yang berjalan dengan baik (dan/atau apa yang tidak berjalan dengan baik), dan mengapa?
+ Apa yang dapat ditingkatkan (dan mengapa), dan apa yang harus kita rubah dalam Program Negara
berikutnya?
+ Apakah intervensi ini akan bertahan lama?
+ Dapatkah intervensi ini dengan mudah diimplementasikan di area lain?

Wawasan dan pembelajaran yang diperolah dari evaluasi ini sangat penting guna membentuk arah
program UNICEF, khususnya bagaimana mendukung penguatan sistem layanan perlindungan anak yang
dipimpin oleh Pemerintah.

Tujuan Evaluasi
Evaluasi ini bertujuan demi mencapai sasaran utama sebagai berikut.

+ Menilai relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari program layanan
Perlindungan terpadu bagi anak dan perempuan sebagai bagian dari komponen Perlindungan Anak
dalam Program Negar (Country Programme) 2021-2025.

+ Mengidentifikasi pembelajaran dan praktik baik serta merumuskan serangkaian rekomendasi yang
berwawasan ke depan dan dapat ditindaklanjuti bagi pemerintah dan UNICEF demi meningkatkan
desain, implementasi, dan keberlanjutan layanan yang ada serta meningkatkan skala intervensi yang
telah terbukti ke daerah-daerah yang saat ini kekurangan layanan perlindungan esensial untuk anak
dan perempuan.

Pengguna Inti dan Tujuan Penggunaan

Tabel di bawah ini menunjukkan pengguna utama dan sekunder dari evaluasi ini serta tujuan penggunaan
dari hasil evaluasinya. Pengguna utama dari evaluasi ini adalah Lembaga-lembaga pemerintah, yaitu
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Bappenas, Kemendagri,
Kemendes, Kemensos, dan pemerintah daerah, yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pengguna
lainnya mencakup UNICEF Indonesia, Kantor Regional UNICEF Asia Timur dan Pasifik, UNFPA, mitra
Pembangunan inti dan donor, serta pemangku hak dan pemegang kewajiban (duty bearers and rights
holders) - (khususnya anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan).

Tabel di bawah ini juga menggambarkan pendengar utama dan sekunder dari evaluasi serta tujuan
penggunaan temuan evaluasi tersebut.

Pendengar dari Evaluasi dan Tujuan Penggunaan

Pendengar dari Evaluasi Tujuan Penggunaan Evaluasi

Utama (Primary) + Mendapatkan informasi mengenai kemajuan
KemenPPPA, terhadap target yang telah ditetapkan dalam layanan
Bappenas, Perlindungan anak.

Kemendagri, Mengidentifikasi intervensi strategis demi merancang

Kemendes i T ofic
' program yang lebih efektif, efisien, mempercepat,
Kemensos, dan berkélanjutan.

Pemerintah Daerah Pelaksana Program . . o
Memberikan umpan balik dalam proses finalisasi

RPJMN 2020-2024 dan RPJP 2020-2045 serta

penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP).

Menjadi dasar dalam pengembangan Program
Negara Pemerintah Indonesia dan UNICEF 2026-
2030.
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Pendengar dari Evaluasi dan Tujuan Penggunaan
Pendengar dari Evaluasi Tujuan Penggunaan Evaluasi

Kantor UNICEF Indonesia

Menjadi acuan dalam pengembangan Program
Negara Indonesia (GOI) dan UNICEF 2026-2030.

Menyempurnakan strategi dan pendekatan guna
mendukung pemerintah dalam memperkuat layanan
Perlindungan terpadu bagi perempuan dan anak
yang sudah ada serta mempercepat pelaksanaannya
di seluruh kabupaten.

Pemegang hak (Right holders) - Perempuan dan anak-
anak; Forum anak

Menggunakan hasil evaluasi dalam memperkuat
aksi dan partisipasi untuk meningkatkan permintaan
terhadap layanan perlindungan yang berkualitas.

Sekunder (Secondary)
Kantor UNICEF di negara dengan konteks serupa; Kantor
regional UNICEF Asia Timur dan Pasifik; Markas Besar

(HQ)

Memberikan kontribusi terhadap pemikiran strategis
mengenai pendekatan terpadu dalam program
Perlindungan anak.

Memberikan informasi perencanaan dan dukungan
di area Kantor Regional sebagai strategi dan
pendekatan Kantor UNICEF di Indonesia terhadap
kegiatan program Perlindungan Anak.

UNFPA

Memberikan informasi di kolaborasi UNICEF-UNFPA
untuk memperkuat layanan perlindungan terpadu
bagi perempuan dan anak juga meningkatkannya
agar mencapai hasil yang lebih hemat biaya dan
berkelanjutan.

Lembaga Pembangunan yang bekerja di sektor
Perlindungan Anak di Indonesia

Menjadi acuan dalam pengambilan keputusan
pendanaan pada area yang membutuhkan dukungan
dan peningkatan guna memperkuat hasil bagi
perempuan dan anak.

Mendapatkan bukti objektif dan pembelajaran agar
meningkatkan desain dan Pelaksanaan Kebijakan
serta inisiatif program Perlindungan anak di
Indonesia

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bekerja di sektor
Perlindungan Anak di Indonesia dan mitra pelaksana

Menjadi dasar dalam memperkuat strategi advokasi
dan Pelaksanaan program Perlindungan anak.

5. Cakupan Evaluasi

Scope Tematik

Evaluasi ini pada utama akan menilai dukungan UNICEF terhadap komponen Program Perlindungan Anak
dalam Negara (GOI)-UNICEF (2021-2023) dengan fokus secara khusus pada layanan perlindungan terpadu
bagi anak dan perempuan. Evaluasi ini akan menelaah hal-hal berikut:

+ Pendekatan dan strategi yang digunakan dalam mendukung pemerintah dalam meningkatkan
layanan tersebut di tingkat nasional dan subnasional.

+ Kualitas dan kesenjangan dalam layanan Perlindungan terpadu. Penilaian ini akan sangat
bergantung pada wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussions) dengan
penerima manfaat dan pemegang hak untuk memahami pengalaman dan persepsi mereka. Evaluasi
ini tidak secara langsung menilai efektivitas layanan Perlindungan terpadu itu sendiri, tetapi akan
menilai sejauh mana dukungan UNICEF berkontribusi terhadap kualitas dan jangkauan layanan

tersebut.
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Hasil dari intervensi program serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian atau kegagalan
pada sasaran, terutama pada tingkat hasil antara (intermediate outcome).

Peristiwa, tindakan, dan Kebijakan penting yang mendukung atau menghambat Pelaksanaan
program.

Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pembelajaran yang bermanfaat demi
meningkatkan kelanjutan layanan yang sudah ada, serta menawarkan strategi untuk membangun layanan
perlindungan anak di wilayah yang saat ini belum memiliki layanan tersebut. Meskipun fokus utama
evaluasi ini, sebagaimana juga dalam program GOI-UNICEF, tetap pada anak-anak, sehingga layanan
perlindungan terpadu dirancang untuk melayani baik perempuan maupun anak-anak. Oleh karena itu,
evaluasi ini juga akan menelaah dampak layanan terhadap perempuan.

Mengingat kompleksitas Program Perlindungan Anak dan banyaknya mitra yang terlibat dalam
pelaksanaannya, evaluasi ini tidak bertujuan untuk mengukur dampak langsung dari intervensi
program pada tahap ini. Namun, evaluasi akan menilai sejauh yang memungkinkan kontribusi Program
Perlindungan Anak UNICEF terhadap pencapaian hasil di Tingkat nasional dalam bidang perlindungan
anak serta efektivitasnya agar mencapai hasil yang diharapkan pada Tingkat keluaran (output) dan hasil
(outcome).

Cakupan Geografis
Evaluasi ini mencakup layanan perlindungan terpadu di Tingkat nasional dan subnasional. Di Tingkat
subnasional, fokusnya pada provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Cakupan Kronologis
Evaluasi ini fokus pada Program Perlindungan Anak yang dilaksanakan dari tahun 2021 hingga 2023
sebagai bagian dari Program Negara Pemerintah Indonesia (GOI)-UNICEF 2021-2025.

6. Kriteria dan Pertanyaan Evaluasi

Evaluasi ini akan menggunakan kriteria OECD-DAC seperti Relevansi, Koherensi, Efisiensi, Efektivitas,
dan Keberlanjutan. Selain dari kriteria tersebut, perspektif gender, kesetaraan, dan hak asasi manusia
akan dibuat menjadi hal yang biasa (mainstreamed) dalam sebuah pertanyaan evaluasi di kelima kriteria
acuan dan dalam seluruh proses evaluasi.

Pertanyaan Evaluasi Awal (Preliminary Evaluation Questions)
Pertanyaan-pertanyaan awal (preliminary) ini akan disempurnakan selama tahap inisiasi (inception phase)
dan dapat disesuaikan oleh pihak penyusun proposal teknis.

Relevansi -Tingkat sejauh mana pendekatan program layanan perlindungan terpadu sesuai dengan kebutuhan,
prioritas, dan kebijakan para pemangku kepentingan secara nasional dan subnasional yang relevan, serta
kebutuhan anak, Perempuan, dan masyarakat.

* Sejauh mana intervensi program selaras dengan kebutuhan yang berkembang dari para pemangku
kepentingan serta kepada penerima manfaat dan pemegang hak, termasuk anak perempuan dan
perempuan dewasa secara nasional dan subnasional?
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Sejauh mana program ini sejalan dengan tujuan, prioritas, dan Kebijakan para pemangku
kepentingan yang relevan secara nasional dan subnasional?

Apakah strategi perubahan, pendekatan, dan metode Pelaksanaan program tetap relevan (valid) dan
mampu menanggapi konteks serta prioritas yang saat ini berlaku dan terus berubah?

Koherensi - Tingkat kesesuaian program layanan perlindungan terpadu dengan program dan intervensi lainnya
di sektor-sektor terkait (contohnya Kesehatan, Pendidikan, serta Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH), juga
Kebijakan Sosial/Perlindungan Sosial)

Sejauh mana pendekatan program layanan perlindungan terpadu dapat melengkapi, menyelaraskan,
dan berkoordinasi dengan intervensi lainnya yang dilaksanakan oleh mitra pemerintah terkait,
pemangku kepentingan lainnya, dan program UNICEF lainnya dalam konteks yang sama dengan
menghindari terjadinya duplikasi upaya?

Efisiensi — menilai keluaran (output) dari program layana perlindunga terpadu UNICEF dibandingkan dengan
sumber daya (inputs) yang digunakan serta apakah program tersebut menggunakan sumber daya UNICEF
dengan biaya serendah mungkin dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Sejauh mana pendekatan program layanan perlindungan terpadu efisien dalam mencapai hasil yang
diinginkan dalam hal pemanfaatan sumber daya (manusia, teknis, keuangan) dan penyampaian yang
tepat waktu? Adakah penundaan yang signifikan dalam implementasi program dan pencapaian hasil,
dan jika ya, mengapa?

Sejauh mana para pemangku kepentingan berkoordinasi dan memanfaatkan sumber daya serta
kapasitas secara efisien dalam mencapai hasil?

Sejauh mana struktur koordinasi dan kolaborasi dapat menghindari duplikasi di antara para
pemangku kepentingan utama?

Efektivitas - sejauh mana pendekatan UNICEF untuk program layanan perlindungan terpadu berkontribusi
dalam mencapai tujuan/keluaran yang diinginkan di tingkat nasional dan subnasional, apakah keluarannya
tersebut sudah tercapai atau kemungkinan akan tercapai?

Sejauh mana hasil yang diharapkan telah/memungkinkan untuk tercapai, dengan
mempertimbangkan potensi dampak yang berbeda di antara berbagai kelompok? Hasil yang
diharapkan mencakup tingkat pemanfaatan layanan dan persepsi terhadap kualitas layanan di
tingkat subnasional.

Sejauh mana serta strategi dan pendekatan perubahan mana yang berkontribusi terhadap
pencapaian hasil Program Perlindungan Anak (Child Protection/CP Programme)?

Faktor-faktor apa yang memengaruhi pencapaian atau ketidakberhasilan pencapaian hasil yang
diharapkan, termasuk strategi, kemitraan, kolaborasi antar lembaga, dan koordinasi di antara tingkat
pemerintahan? Apa tantangan kebijakan, kapasitas keuangan, dan sumber daya manusia yang
terkait dengan layanan perlindungan terpadu di tingkat nasional dan subnasional?

Apakah terdapat konsekuensi yang tidak diinginkan dari program ini pada tingkat nasional dan
subnasional?
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Keberlanjutan - sejauh mana kemungkinan manfaat dari pendekatan strategis UNICEF terhadap program
layanan perlindungan terpadu akan berlanjut setelah dukungan UNICEF berakhir?

Sejauh mana kemungkinan kegiatan dan hasil program akan berlanjut setelah dukungan UNICEF
berakhir? [Meneliti sejauh mana intervensi memiliki kemampuan untuk mempertahankan hasil
positif dalam jangka panjang, termasuk kemampuan beradaptasi terhadap perubahan keadaan dan
kebutuhan].

Faktor-faktor utama apa yang dapat memengaruhi tercapainya atau tidak tercapainya keberlanjutan?

Apakah model atau pendekatan layanan perlindungan terpadu dapat dilembagakan dan diperluas ke
wilayah-wilayah di mana layanan tersebut belum ada?

Kesetaraan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia

Sejauh mana layanan perlindungan sudah diimplementasikan di wilayah dengan kebutuhan
terbesar? Apakah yang menjadi pertimbangan jika kesetaraan telah diintegrasikan pada setiap tahap
siklus program?

Pendekatan dan intervensi apa yang sudah memberikan kemajuan dalam meningkatkan akses
terhadap layanan perlindungan bagi kelompok yang kurang beruntung, terpinggirkan, dan sulit
dijangkau, termasuk anak-anak penyandang disabilitas?

Apakah terdapat pelajaran konkret yang dapat direplikasi untuk meningkatkan akses yang setara
terhadap layanan perlindungan bagi anak-anak yang paling rentan atau kurang beruntung?

Catatan: [su gender, kesetaraan, dan hak asasi manusia akan dibuat menjadi suatu hal yang biasa
(mainstreamed) dalam seluruh pertanyaan evaluasi di lima kriteria tersebut.

Para peserta tender didorong untuk mengusulkan perubahan terhadap pertanyaan dan sub-pertanyaan,
serta menambahkan sub-pertanyaan baru dalam proposal mereka. Proposal teknis juga harus mencakup
matriks evaluasi awal yang mengaitkan kriteria evaluasi dan pertanyaan/sub-pertanyaan dengan indikator
yang sesuai, metode pengumpulan dan analisis data yang diusulkan, serta sumber data yang akan
digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan evaluasi (dan mengeksplorasi sub-pertanyaan).

Tim evaluasi yang terpilih akan mengembangkan matriks evaluasi yang lebih rinci selama tahap permulaan
(inception). Dengan kesepakatan antara Kelompok Referensi Evaluasi (Evaluation Reference Group) dan
bersama tim manajemen saat sesi konsultasi pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan di atas dapat
diprioritaskan dan dimodifikasi oleh tim evaluasi selama tahap inception. Matriks evaluasi tersebut akan
mencakup:

Pertanyaan dan sub-pertanyaan evaluasi serta indikator/ukuran disesuaikan pada keberhasilannya

Metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan sumber data

7. Desain dan Metodologi Evaluasi

Evaluasi ini menggunakan pendekatan berfokus pada pemanfaatan (utilization-focused approach), dengan
menggabungkan pendekatan berbasis teori (theory-based) dan metode campuran (mixed methods) dalam
memastikan bahwa temuan evaluasi relevan dan dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan.
Metode campuran akan diterapkan sejauh memungkinkan. Evaluasi akan mengandalkan metode
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pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang akan ditriangulasi. Bukti akan dikumpulkan terutama
melalui kajian dokumen (desk review), analisis data sekunder, serta dilengkapi dengan informasi yang
diperoleh langsung dari para pemangku kepentingan utama di tingkat nasional dan subnasional melalui
wawancara informan kunci (key informant interviews/KI1s), diskusi kelompok terarah (focus group discussions/
FGDs), dan metode relevan lainnya.

Dengan penekanan kuat pada aspek pemanfaatan hasil evaluasi, keterlibatan pengguna utama evaluasi
sepanjang proses menjadi hal yang sangat penting. Hal ini mencakup keterlibatan para pemangku
kepentingan dalam desain evaluasi (tahap inception), dalam validasi data yang dikumpulkan dan hasil
sementara, serta dalam perumusan dan validasi rekomendasi. Pendekatan ini akan meningkatkan relevansi
pertanyaan evaluasi, kesesuaian data, serta tingkat kegunaan yang dapat-ditindaklanjutinya sebagai
rekomendasi.

Dalam rangka memperkuat proses pengumpulan data, tim evaluasi diharapkan bermitra dengan lembaga
atau tim lokal yang memiliki keahlian teknis dan operasional yang memadai.

Diharapkan dengan dilakukannya kajian menyeluruh terhadap dokumentasi program dan bahan

relevan lainnya (comprehensive desk review). Kajian ini harus menghasilkan sintesis dari dokumen yang
ditelaah dan disertakan sebagai lampiran dalam Laporan Inception (Inception Report).

Wawancara informan kunci (Key Informant Interviews/KII): Diskusi dengan para pemangku kepentingan
utama dapat dilakukan secara tatap muka dan jarak jauh. Laporan Awal akan membahas jumlah partisipan
dan sifat KII. Konsultasi awal dengan sebagian besar focal point Pemerintah dan UNICEF akan dilakukan
pada tahap awal untuk membentuk proses awal.

Diskusi kelompok terfokus (FGD): Jika sesuai, umpan balik dari para pemegang hak, termasuk anak-anak,
perempuan atau orang tua, pengasuh, dan pemangku tugas, akan dikumpulkan melalui diskusi kelompok
terfokus. Meskipun partisipasi penyintas dalam FGD juga penting, partisipasi tersebut harus sepenuhnya
bersifat sukarela. Kami hanya akan mengikutsertakan penyintas yang merasa nyaman untuk berbagi
pengalaman mereka. Jumlah partisipan dan sifat FGD akan dijelaskan dalam Laporan Awal.

Triangulasi data akan memastikan validitas, kelengkapan, dan kekokohan temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi. Tiga jenis metode triangulasi yang diadopsi:

* Referensi silang dari berbagai sumber data, termasuk KII, FGD, dan peninjauan dokumen.
« Triangulasi peneliti melalui penempatan beberapa evaluator.

Peninjauan oleh partisipan untuk validasi melalui pertemuan dengan responden dan konsultasi

dengan responden kunci dari UNICEF dan pemerintah selama proses penyusunan laporan.
Upaya triangulasi akan diuji lagi demi memastikan konsistensi hasil, dengan pengakuan bahwa
ketidakkonsistenan tidak serta-merta melemahkan kredibilitas hasil, tetapi justru dapat mencerminkan
kompleksitas dan nuansa yang melekat serta dapat tertangkap melalui berbagai metode pengumpulan
data. Hal ini memastikan validitas, menetapkan tema dan tren yang umum, serta mengidentifikasi
pandangan yang berbeda.
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Ketelitian metodologis akan menjadi pertimbangan penting dalam penilaian proposal. Oleh karena itu, peserta
tender diundang untuk menilai secara kritis pendekatan dan metodologi yang diuraikan dalam kerangka acuan
serta mengusulkan perbaikan atau pendekatan alternatif yang mereka anggap lebih sesuai. Proposal harus
secara jelas membahas pengumpulan data, strategi pengambilan sampel dan kriteria pemilihannya, trianqulasi,
pertimbangan etika?, dan batasan metodologis beserta langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Hal ini akan
dijabarkan lebih lanjut dan difinalisasi oleh tim evaluasi terpilih bersama UNICEF dan Kelompok Referensi
Evaluasi (Evaluation Reference Group) selama fase awal.

Rencana Analisis Data

Peserta tender diharapkan menunjukkan kemampuan berpikir evaluatif yang kuat di seluruh proposal
mereka, terutama dalam hal analisis data. Proposal tersebut harus mengartikulasikan rencananya secara
jelas untuk:

+ Alat dan pendekatan spesifik dalam menganalisis dan mensintesis data yang dikumpulkan melalui
berbagai metode, termasuk:
o Data Kualitatif: Dapat mencakup penggunaan perangkat lunak transkripsi serta penerapan teknik
analisis seperti analisis tematik (thematic analysis) dan analisis naratif (narrative analysis).
o Data Kuantitatif: Bergantung pada sifat datanya, dimana metode statistik yang sesuai akan
diterapkan.

+ Strategi untuk mengintegrasikan berbagai hasil analisis guna menghasilkan temuan dan kesimpulan
yang komprehensif dan koheren.

Norma dan Standar

Evaluasi ini akan mengikuti Norma dan Standar UNEG untuk Evaluasi (Norms and Standards for
Evaluations) dan Prosedur UNICEF tentang Standar Etika dalam Penelitian, Evaluasi, Pengumpulan Data,
dan Analisis (UNICEF Procedure for Ethical Standards in Research, Evaluation, Data Collection and Analysis).
Evaluasi juga harus mempertimbangkan Panduan UNEG tentang mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dan
Kesetaraan Gender dalam Evaluasi (UNEG Guidance on integrating Human Rights and Gender Equality in
Evaluation) dan Indikator Kinerja Evaluasi UN-SWAP (UN-SWAP Evaluation Performance Indicators). Laporan
evaluasi akhir harus mematuhi standard Laporan Evaluasi UNEG yang diadaptasi oleh UNICEF (UNICEF-
Adapted UNEG Evaluation Reports standards) dan kriteria peninjauan Sistem Pengawasan Laporan Evaluasi
Global (GEROS) UNICEF (UNICEF's Global Evaluation Reports Oversight System (GEROS)) serta disusun
sesuai dengan Panduan Gaya UNICEF, Toolkit Publikasi UNICEF dan Toolkit Merek UNICEF. Peringkat
kualitas secara keseluruhan dan laporan evaluasi tersedia di situs web UNICEF: https://www.unicef.org/
evaluation.

Keterbatasan

Keterbatasan evaluasi harus dipertimbangkan dalam proposal teknis dan dalam perancangan metodologi
serta pendekatan yang akan diikuti. Peserta tender didorong untuk mengidentifikasi keterbatasan metode
yang diusulkan dan risiko apa pun yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi serta langkah-langkah
mitigasi terhadap keterbatasan dan risiko ini dalam proposal.

2 mengidentifikasi dengan jelas setiap potensi masalah etika dan pendekatan, serta proses peninjauan etika dan pengawasan proses evaluasi
dalam proposal mereka
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Pertimbangan Etika

UNICEF mewajibkan bahwa seluruh kegiatan pengumpulan bukti harus sepenuhnya mematuhi
pertimbangan etika, termasuk dalam proses evaluasi, penelitian, dan pengumpulan data. Pertimbangan
etika juga akan dinilai dan didokumentasikan, sehingga persetujuan (clearance) harus diperoleh sebelum
pengumpulan data dapat dimulai. Tim evaluasi akan menyiapkan dokumentasi untuk memperoleh
persetujuan etik sesuai dengan persyaratan UNICEF dan pedoman PBB, termasuk namun tidak terbatas
pada Pedoman Etika UNEG tentang Evaluasi (UNEG Ethical Guidelines for Evaluation) (2020); Kode Etik
Kelompok Evaluasi PBB tentang Evaluasi dalam Sistem PBB (UN Evaluation Group Code of Conduct for
Evaluation in the UN System), 2007/8; dan Prosedur UNICEF tentangNN Standar Etika dan Penelitian,
Evaluasi, serta Pengumpulan dan Analisis Data (UNICEF Procedure for Ethical Standards and Research,
Evaluation and Data Collection and Analysis). Peninjauan etika oleh Dewan Peninjau Independen (IRB)
harus dipertimbangkan dalam proposal dan jadwal pelaksanaan dan merupakan tanggung jawab
konsultan. Praktik-praktik baik lainnya yang tidak tercakup di sini juga harus diikuti. Setiap isu atau
kekhawatiran yang bersifat sensitif harus dilaporkan kepada Manajer Evaluasi segera setelah teridentifikasi.
Selama proses evaluasi, kepatuhan penuh terhadap semua pedoman etika UNEG dan UNICEF akan
diwajibkan. Semua informan harus diberikan pilihan demi menjaga kerahasiaannya untuk semua metode
yang digunakan. Penyebaran atau

pengungkapan hasil dan produk sementara lainnya harus mengikuti aturan yang disepakati dalam kontrak.
Dalam proposalnya, peserta tender harus menjelaskan protokol perlindungan data dan dokumen yang
akan diterapkan. Pengungkapan informasi tanpa izin dilarang keras.

8. Jadwal dan Hasil Evaluasi

Evaluasi ini dilaksanakan dalam tiga tahap yang berbeda, yang masing-masing dirancang agar memastikan
kejelasan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan temuan yang kuat.

Fase Awal (Inception phase)

Fase awal inisiasi akan dimulai dengan kajian awal dokumen (desk review) dan diskusi dengan para
pemangku kepentingan utama, yang akan menghasilkan laporan awal (Inception Report/IR). Laporan Awal
(IR) merupakan elemen kunci dalam memastikan pemahaman bersama tentang apa yang akan dievaluasi,
termasuk wawasan tambahan terkait pelaksanaan evaluasi. IR menyajikan pendekatan metodologi

yang lengkap, dengan semua instrumen yang telah dirancang secara lengkap. Semua isu terkait desain
yang masih dalam pembahasan akan diselesaikan dalam IR, termasuk revisi pertanyaan evaluasi, peran
kelompok referensi Evaluasi (Evaluation Reference Group), pengaturan supervisi, dan jaminan mutu.

Laporan tersebut akan mencakup, antara lain:

Tujuan dan ruang lingkup evaluasi, konfirmasi terhadap sasaran evaluasi, serta wilayah geografis
yang menjadi fokus.

+ Kriteria dan pertanyaan evaluasi.

Metodologi evaluasi (termasuk kriteria pengambilan sampel), beserta deskripsi metode
pengumpulan data dan sumber datanya (termasuk alasan pemilihannya), rancangan awal instrumen
pengumpulan data, misalnya kuesioner, matriks evaluasi yang mengidentifikasi pertanyaan deskriptif
dan normatif serta kriteria untuk mengevaluasi bukti, metode analisis data dan rencana analisis data,
diskusi tentang cara meningkatkan reliabilitas/keandalan dan validitas pada kesimpulan evaluasi,
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deskripsi proses peninjauan mutu, serta diskusi tentang keterbatasan metodologi dan pertimbangan
etika.

« Struktur laporan akhir yang akan diusulkan.

Evaluasi rencana kerja dan jadwalnya, termasuk revisi terhadap rencana kerja dan perjalanan dinas
(jika berlaku) dan jadwal penyampaian hasil (deliverables timeline).

+ Lampiran (misalnya, matriks penyusunan pertanyaan evaluasi, perangkat pengumpulan data (data
collection toolkit), kerangka kerja analisis data (data analysis framework).

Hal tersebut akan memungkinkan tim evaluasi untuk sepenuhnya memahami kriteria dan tujuan evaluasi,
serta keterbatasannya, dan akan membantu menyempurnakan tujuan, ruang lingkup, serta pertanyaan
evaluasi. Keterlibatan pengguna utama (key users) dalam tahap ini akan menjadi kunci untuk memastikan
pendekatan pemanfaatan yang partisipatif dan efektif. Temuan awal akan mengarah pada penyempurnaan
metodologi evaluasi dengan persetujuan yang erat dari para manajer evaluasi. Laporan awal akan
merangkum semua perubahan yang dilakukan dan mencakup perangkat untuk pengumpulan data, matriks
evaluasi, serta Jadwal evaluasi yang lebih rinci dan terkini.

Fase pengumpulan, analisis, penyusunan, dan validasi data

Persetujuan etik (Ethical Clearance): Sebelum pengumpulan data, evaluasi harus memperoleh persetujuan
etik yang dapat diterbitkan oleh dewan eksternal maupun internal, tergantung pada kasusnya dan sesuai
ketentuan serta peraturan UNICEF yang telah diwajibkan (lihat bagian persetujuan etik).

Fase kedua akan mencakup peninjauan dokumen yang lebih mendalam, pengumpulan data, triangulasi,
dan analisis. UNICEF akan mendukung tim evaluasi untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan utama.
Setelah proses pengumpulan data selesai dan draf laporan disusun, akan dilaksanakan lokakarya validasi
tatap muka untuk mempresentasikan draf laporan evaluasi kepada Kelompok Referensi Evaluasi dan

para pemangku kepentingan terkait yang diundang oleh UNICEF guna mendapatkan umpan balik dan
komentar. Draf laporan harus mencakup temuan dari peninjauan dokumen dan pengumpulan data (primer
dan sekunder) dengan upaya awal untuk melakukan triangulasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
Presentasi juga harus menyajikan matriks data yang dikumpulkan untuk menjawab setiap pertanyaan
evaluasi dan menunjukkan kesenjangan yang menghambat selama proses tahap pengumpulan data.

Draf laporan harus sepenuhnya sesuai dengan Sistem Pengawasan Laporan Evaluasi Global (Global
Evaluation Report Oversight System (GEROS)) yang idealnya terdiri dari 40-60 halaman tetapi tidak lebih dari
70 halaman, ditambah ringkasan eksekutif dan lampiran yang akan direvisi hingga disetujui.

Fase Finalisasi - Penyelesaian Laporan Akhir dan Gambaran evaluasi

Draf laporan akhir akan disusun dengan menggabungkan semua komentar dan temuan. Selain itu, akan
disiapkan catatan gambaran evaluasi (evaluation briefing note) sepanjang empat hingga lima halaman yang
memuat temuan-temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi. Catatan gambaran evaluasi ini berbeda
dari ringkasan eksekutif dalam laporan evaluasi, karena ditujukan untuk audiens yang lebih luas, non-
teknis, dan di luar UNICEF. Sebuah presentasi PowerPoint dari laporan akhir juga harus dikembangkan
untuk membagikan temuan evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi akhir kepada Kelompok Referensi
Evaluasi dan untuk acara diseminasi di masa mendatang. Tim evaluasi diharapkan untuk menghasilkan
versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari laporan akhir, catatan gambaran evaluasi, dan presentasi
PowerPoint.
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Peserta tender diundang untuk merefleksikan setiap kerangka acuan (outline) dan membuat modifikasi
yang diperlukan guna meningkatkan cakupan dan kejelasannya. Produk yang dihasilkan diharapkan sesuai
dengan jumlah halaman yang ditentukan, jika berlaku.

Catatan penting:

*Hasil pemantauan (monitoring deliverables) tentang kemajuan pekerjaan tidak tercantum disini tetapi
akan diminta secara berkala.

Batas jumlah halaman, jika ada, akan ditetapkan di periode awal. Umumnya, laporan akhir tidak
boleh melebihi 70 halaman dan bertujuan untuk kejelasan, ikhtisiar yang ringkas, dan daya tarik
visual.

Laporan akan disusun sesuai dengan Panduan Gaya UNICEF, Perangkat (toolkit) Merek UNICEF, dan
Perangkat Publikasi UNICEF (yang akan dibagikan kepada pemenang lelang) serta Standar Laporan
Evaluasi UNEG yang Diadaptasi UNICEF sesuai pedoman GEROS (dirujuk sebelumnya). Semua hasil kerja
(deliverables) harus disusun menggunakan bahasa Inggris standar tingkat profesional, dan harus disunting/
diperiksa oleh penutur yang fasih (proficient) berbahasa Inggris.

Jadwal Evaluasi yang Diusulkan

Fase/Kegiatan April  Mei Jun Jul

Fase Awal (Inception phase)

Pertemuan pembukaan (Kick-off meeting)

Penyusunan draf laporan awal (termasuk
peninjauan dokumen awal dan diskusi dengan
pihak-pihak utama UNICEF)

Peninjauan/Penjaminan Mutu (QA) dari laporan
awal oleh Kelompok Referensi Evaluasi (Evaluation
Reference Group (ERG))

Persetujuan etik (Ethical approval)

Laporan awal final (Final inception report)

Fase Pengumpulan Data, Analisis, Penyusunan Laporan, dan Validasi

Peninjauan dokumen mendalam (In-depth desk
review)

Wawancara informan kunci dan diskusi kelompok
terarah (focus group discussions (FGD))

Draf awal laporan evaluasi akhir (Zero draft final
evaluation report)

Peninjauan/Penjaminan mutu (QA) draf laporan
akhir oleh ERG (putaran 1)

Lokakarya validasi (presentasi temuan awal dan
rekomendasi kepada ERG)
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Fase/Kegiatan April  Mei Jun Jul Ags Sep Okt
Fase Finalisasi
Peninjauan/Penjaminan mutu (QA) draf laporan
akhir dan catatan gambaran

evaluasi (evaluation briefing note) oleh ERG
(putaran 2) setelah di lakukannya lokakarya
validasi

Merevisi draf laporan akhir dan catatan gambaran
evaluasi berdasarkan umpan balik dari ERG

Pembuatan slide PowerPoint yang dapat
digunakan untuk diseminasi

Laporan akhir dan catatan gambaran evaluasi

9. Waktu/Durasi Kontrak

Konsultansi secara keseluruhan diperkirakan akan berlangsung selama 7 bulan, dimulai pada pertengahan
April 2024 dan selesai pada Oktober 2024.

10. Rencana Diseminasi

Hasil evaluasi akan dibagikan kepada para pemangku kepentingan terkait di sektor Perlindungan Anak di
Indonesia, khususnya audiens primer dan sekunder yang telah diidentifikasi, termasuk mitra pemerintah
pusat dan daerah, mitra OMS, lembaga pembangunan lainnya, LSM Internasional (INGO), dan komunitas
pembangunan yang lebih luas.

Ringkasan evaluasi yang merangkum temuan-temuan utama, kesimpulan, pembelajaran, dan rekomendasi
akan dikembangkan dan disebarluaskan kepada para mitra utama melalui berbagai cara seperti daftar
mitra terkait melalui email, publikasi di situs web UNICEF, distribusi di acara-acara utama UNICEF dan para
mitranya.

Di lingkungan internal UNICEF Indonesia, hasil evaluasi akan dipresentasikan kepada staf, namun lebih baik
melalui sesi khusus atau rapat kantor rutin. Hasil evaluasi juga akan dibagikan kepada Kantor Regional Asia
Timur dan Pasifik (EAPRO) untuk disebarluaskan ke negara-negara lain di kawasan tersebut dan ke kantor
pusat untuk disebarluaskan dalam skala yang lebih besar.

Setelah disetujui, laporan evaluasi akan diserahkan secara elektronik ke dalam Sistem Integrasi Informasi
Bukti Global (EISI) UNICEF dalam waktu 15 hari sejak tanggal penyelesaian. Manajemen Kantor Negara
UNICEF (Country Office/CO) diharapkan menyusun dan melaksanakan rencana aksi dua tahun sebagai
tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. CO juga akan mengunggah rencana aksi tersebut ke EISI
untuk pemantauan dan pelaporan kemajuan triwulanan.
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11. Hasil Kerja (deliverables) dan Pembayaran

Hasil Kerja (Deliverables)/Persyaratan Pelaporan dan Pembayaran

Hasil Kerja/ Persyaratan Laporan Perkiraan Tanggal | Ketentuan Pembayaran
(asumsi mulai pada
April 2024)
1. Laporan Awal (Inception Report*) (setelah Pertengahan-juni ) .
mgmberikan umpael balik gari Kelompok Referensi | 2024 ’ 20% dari total nilai kontrak
Fvaluasi) termasuk metodologi, matriks evaluasi dibayarkan setelah UNICEF
final, serta instrumen/perangkat evaluasi mengkonfirmasi bahwa hasil kerja

telah selesai dan memenuhi standar
kualitas minimum

2a. Draf Awal Laporan Evaluasi Akhir (Zero Draft Final | Juli 2024
Evaluation Report*)

e : 50% dari total nilai kontrak

2b. Lokakarya Validasi (Validation Workshop) Juli 2024 dibayarkan setelah UNICEF
mengkonfirmasi bahwa hasil telah
selesai dan memenuhi standar
kualitas minimum

2c. Draf Laporan Evaluasi dan Gambaran evaluasi Agustus 2024
(evaluation brief*) (setelah memberikan umpan
balik dari Kelompok Referensi Evaluasi dan
komentar dari lokakarya validasi)

3 Laporan Evaluasi Akhir, arahan evaluasi, dan slide | September- 30% dari total nilai kontrak
PPT* (setelah penggabungan umpan balik dari Oktober 2024 dibayarkan setelah UNICEF
Kelompok Referensi Evaluasi) mengkonfirmasi bahwa hasil kerja

telah selesai dan memenuhi standar
kualitas minimum

Semua hasil kerja yang ditandai dengan tanda Bintang (*) akan ditinjau oleh Kelompok Referensi Evaluasi
(diberikan waktu 2 minggu bagi ERG untuk meninjau) dan memberikan umpan balik. Semua hasil kerja harus
sesuai dengan Standar Laporan Evaluasi UNEG yang diadaptasi UNICEF, (UNICEF-Adapted UNEG Evaluation
Report Standards), Norma dan Standar UNEG tentang Evaluasi (UNEG Norms and Standards for Evaluations) dan
Alat Penjaminan Mutu Evaluasi GEROS (GEROS Evaluation Quality Assurance Tool)

12. Kualifikasi yang Diperlukan

Tim evaluasi inti dapat terdiri dari 3-4 orang ahli dengan satu pakar evaluasi tingkat senior sebagai Ketua
Tim untuk memimpin pelaksanaan evaluasi. Organisasi yang memimpin diharapkan bermitra dengan
lembaga atau tim lokal dalam melaksanakan evaluasi. Tim tersebut harus memiliki keahlian yang saling
melengkapi dalam evaluasi dan Perlindungan Anak. Komposisi tim yang seimbang secara gender dan
beragam secara budaya, termasuk anggota tim nasional, sangat dianjurkan. Apabila terdapat konflik
kepentingan dalam bentuk apa pun (misalnya, pernah bekerja untuk salah satu mitra pelaksana Layanan
Perlindungan Anak terpadu di Indonesia dalam perancangan atau implementasi Layanan Perlindungan
Anak terpadu) maka kandidat tersebut akan didiskualifikasi.

Berikut ini adalah contoh profil disoroti.

Ketua Tim/Team Leader

+ Memiliki kepemimpinan tim dan rekam jejak manajemen yang kuat serta komitmen untuk
memberikan hasil evaluasi yang tepat waktu dan berkualitas tinggi.
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Memiliki keahlian luas dalam bidang evaluasi (minimal 10 tahun) dengan cakupan yang
komprehensif dengan keterampilan kuat dalam evaluasi metode campuran (mixed methods) dan
fleksibilitas dalam menggunakan metode evaluasi non-tradisional dan inovatif.

Latar belakang di bidang Perlindungan Anak, khususnya dalam layanan perlindungan, termasuk
pengetahuan yang mendalam tentang aspek kebijakan dan sistemnya; pemahaman yang baik
tentang sektor lain, yaitu kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, termasuk peran sistem
PBB, kemitraan, manajemen berbasis hasil, perencanaan dan pemantauan, kebijakan, advokasi,
program hulu, dan isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Memiliki pengalaman yang teruji dalam melibatkan para pemangku kepentingan pemerintah secara
partisipatif selama proses evaluasi.

Pemahaman yang baik tentang program pembangunan, kebijakan dan advokasi, serta pengalaman
mengevaluasi inisiatif multisektoral akan menjadi nilai tambah.

Memiliki pengetahuan tentang agenda hak asasi manusia, kesetaraan gender dan keadilan dari PBB,
dan pengalaman dalam menerapkannya terhadap evaluasi.

Memilki keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik; mampu berinteraksi dengan berbagai
pemangku kepentingan dan mengungkapkan ide serta konsep secara ringkas dalam bentuk tertulis
dan lisan.

Kemahiran berbahasa: Fasih berbahasa Inggris adalah wajib.

Sebagai ketua tim, ia bertanggung jawab untuk menyiapkan keseluruhan rencana kerja dan mengawasi
pelaksanaannya, memastikan koherensi pendekatan analitis, dan memastikan bahwa semua hasil evaluasi
diselesaikan sesuai standar dan tepat waktu. Ia juga akan bertanggung jawab untuk memastikan isu-

isu lintas sektoral, misalnya kesetaraan gender, keadilan, dan hak asasi manusia, termasuk hak anak,
dipertimbangkan dengan baik; menjamin pelaksanaan evaluasi yang etis; dan juga memastikan integrasi
umpan balik dari anggota tim lainnya ke dalam laporan evaluasi yang koheren.

Anggota Tim/Team Members - internasional/nasional

B 132

Memiliki pengalaman signifikan dalam evaluasi dan/atau penelitian kebijakan dengan latar belakang
Perlindungan Anak atau bidang terkaitnya (minimal 5 tahun pengalaman yang relevan); memiliki
pengalaman dalam mengevaluasi program atau inisiatif multi-sektoral (paham dengan konteks
sosial-ekonomi negara-negara Asia Tenggara akan menjadi nilai tambah).

Memiliki pengalaman kerja dan jaringan yang kuat di sektor Perlindungan Anak di Indonesia
(menjadi nilai tambah).

Memiliki keterampilan konseptualisasi, analitis, dan menulis yang kuat, serta kemampuan untuk
bekerja secara efektif dalam tim.

Memiliki pengalaman nyata dalam melibatkan para pemangku kepentingan pemerintah secara
partisipatif selama proses evaluasi.

Memilki pengalaman langsung dalam pengumpulan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif.

Memahami agenda hak asasi manusia, kesetaraan gender dan keadilan PBB serta penerapannya
dalam evaluasi.

Komitmen dan kemauan untuk bekerja di lingkungan yang menantang serta kemampuan untuk
menghasilkan karya berkualitas dengan bimbingan dan pengawasan yang terbatas.
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Memiliki keterampilan komunikasi dan hubungin interpersonal yang baik; memiliki kemampuan
untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan untuk mengungkapkan ide serta
konsep secara ringkas dan jelas dalam bentuk tertulis dan lisan.

+ Kemahiran berbahasa: Fasih berbahasa Inggris wajib; kemampuan berbahasa Indonesia yang baik
diutamakan.

Ahli Teknis Nasional

Memiliki pengalaman langsung dalam penelitian, termasuk pengumpulan dan analisis data
kuantitatif dan kualitatif, idealnya dengan beberapa pengalaman dalam Perlindungan Anak.

+ Pemahaman yang baik tentang lembaga-lembaga di Indonesia serta isu-isu ekonomi, politik, sosial,
dan budaya.

+ Pemahaman tentang keadilan, kesetaraan gender, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

« Memiliki kemampuan berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris.

Koordinator Penelitian/Research Coordinator - bertugas mendukung koordinasi, pengumpulan data,
pengorganisasian, dan dokumentasi rapat evaluasi, termasuk acara validasi, serta memberikan dukungan
administratif dan logistik yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi. Harus warga negara Indonesia.
Setiap invidivu lainnya yang disebutkan dalam proposal harus memiliki pengalaman dan keterampilan yang
melengkapi Ketua Tim. Pengetahuan dan pengalaman dalam Perlindungan Anak merupakan persyaratan
penting. Jika Ketua Tim tidak memiliki pengalaman di Indonesia, konsultan pendukung senior harus
memiliki pengalaman ini.

Catatan: Semua anggota tim harus memiliki:

*+  Keterampilan interpersonal yang kuat dan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan para
pemangku kepentingan senior/jabatan tinggi.

+ Memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan hasil yang tepat waktu dan berkualitas tinggi, yaitu
evaluasi yang kredibel demi meningkatkan keputusan strategis.

Komitmen dan keinginan untuk bekerja secara mandiri, dengan pengawasan rutin yang terbatas; ia
harus menunjukkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas, orientasi klien, praktik etis yang teruiji,
inisiatif, serta memperhatikan akurasi dan kualitas.

Kemampuan untuk mengungkapkan ide dan konsep secara ringkas dan jelas dalam bentuk tertulis dan
lisan, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam bahasa
Inggris.

Catatan Penting:

Lembaga pelaksana bertanggung jawab untuk memperoleh izin yang diperlukan dan menanggung semua
biaya terkait, termasuk biaya hukum, guna memperoleh dan mempertahankan persyaratan kerja di
Indonesia, termasuk persetujuan etik untuk kegiatan penelitian. UNICEF tidak akan bertanggung jawab
atas pengaturan tersebut.
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13. Kriteria Evaluasi?

Proposal teknis dan keuangan diberi bobot masing-masing 70% dan 30%, dengan total skor 100%. Skor
minimum yang disyaratkan untuk proposal teknis adalah 49 poin. Proposal teknis dengan skor kurang
dari 49 poin akan dianggap tidak responsif dan akan ditolak. Proposal keuangan hanya akan dinilai untuk
organisasi yang memenuhi skor minimum yang disyaratkan pada komponen teknis.

Proposal teknis dan keuangan akan diberi bobot masing-masing 80% dan 20%, dengan total skor 100%.
Skor minimum yang disyaratkan untuk proposal teknis adalah 64 poin. Proposal teknis dengan skor kurang
dari 64 poin akan dianggap tidak responsif; oleh karena itu, akan ditolak. Proposal keuangan hanya akan
dinilai untuk organisasi yang memenuhi skor minimum yang disyaratkan pada komponen teknis.

Proposal yang diajukan akan dinilai menggunakan matriks berikut. Tautan (hyperlink) ke dokumen
pendukung harus dicantumkan, harap tidak mengirimkan salinan fisik (hard copy).

NILAI NILAI

KATEGORI KELULUSAN

MAKSIMUM

MINIMUM

1. KAPASITAS ORGANISASI 10 7
1.1 Rincian pengalaman relevan dan daftar klien dalam lima tahun terakhir,
termasuk detail kontak (nama, alamat email, dan nomor telepon yang
dapat digunakan sebagai referensi)
1.2 Laporan Keuangan dan Neraca (lebih diutamakan yang telah diaudit)
dalam tiga tahun terakhir.

2. KUALITAS PROPOSAL TEKNIS 25 18

2.1 Metodologi dan pendekatan yang diusulkan dengan mengacu pada
tujuan dalam Kerangka Acuan (TOR)

2.2 Jadwal pelaksanaan: identifikasi tugas-tugas utama dan jadwal
pelaksanaan; penanggung jawab untuk setiap kegiatan/hasil (deliverable)
harus diidentifikasi.

2.3 Risiko proyek yang diantisipasi serta langkah mitigasi dan jaminan
kualitas

3. PERSONEL KUNCI 35 24
3.1 Nama dan CV lengkap dari personel lembaga yang akan terlibat langsung
dalam kegiatan konsultasi (lihat TOR).
3.2 Kombinasi staf yang memadai dan sesuai dengan tugas serta hasil yang
diharapkan (lihat TOR); serta pengalaman relevan sebelumnya dengan
cakupan dan kompleksitas yang serupa.

TOTAL PROPOSAL TEKNIS 70 49

*  Peserta tender harus memenuhi nilai kelulusan minimum ini untuk Evaluasi
Teknis agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk Evaluasi Finansial

HARGA/PROPOSAL FINANSIAL 30

Proposal finansial harus mencakup semua biaya, termasuk biaya jasa, perjalanan
dinas, subkontrak, dan pengeluaran lain yang diperlukan.

TOTAL NILAI 100

3 Lihat Lampiran 1 tentang Detil Kriteria Evaluasi Proposal Teknis
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14. Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Evaluasi

Manajer Evaluasi akan terdiri dari Spesialis Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi (PME) UNICEF dan
Spesialis Evaluasi Multi-Negara UNICEF yang berkoordinasi erat dengan Kepala Perlindungan Anak (UNICEF
Indonesia), Petugas Perlindungan Anak (UNICEF Indonesia), Penasihat Evaluasi Kantor Regional UNICEF
EAP (EAPRO), dan Penasihat Perlindungan Anak UNICEF EAPRO, di bawah arahan dan tanggung jawab
keseluruhan dari Perwakilan UNICEF Indonesia.

Manajer evaluasi akan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan evaluasi sehari-hari,
termasuk pengelolaan anggaran evaluasi, memastikan kualitas dan independensi Evaluasi serta
keselarasannya dengan Norma dan Standar UNEG serta Pedoman Etika.

Kelompok Referensi Evaluasi (ERG) akan dibentuk untuk memberikan panduan/umpan balik teknis bagi
evaluasi dan menjamin kualitas semua hasil evaluasi (dari sudut pandang teknis), yang meliputi laporan
awal, draf laporan, dan laporan akhir. Secara spesifik, ERG akan memiliki peran sebagai berikut:

+  Memberikan kontribusi dalam persiapan dan perancangan evaluasi, termasuk memberikan umpan
balik dan komentar terhadap Laporan Awal dan kualitas teknis pekerjaan konsultan.

+  Memberikan komentar dan umpan balik substantif untuk memastikan kualitas - dari sudut pandang
teknis — draf dan laporan evaluasi final.

Membantu mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal yang akan
dikonsultasikan selama proses evaluasi; serta memberikan dokumentasi yang diperlukan kepada tim
evaluasi.

« Berpartisipasi dalam rapat tinjauan yang diselenggarakan oleh Tim Manajemen Evaluasi bersama
Tim Evaluasi sesuai kebutuhan.

Memainkan peran kunci dalam pembelajaran dan berbagi pengetahuan dari hasil evaluasi,
berkontribusi dalam menyebarluaskan temuan evaluasi dan berpartisipasi dalam penyusunan dan
validasi rekomendasi.

Kelompok referensi ini akan terdiri dari perwakilan senior pemerintah terpilih dari Kementerian PPPA,
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian dan lembaga pemerintah terkait lainnya, mitra
pembangunan, seperti UNFPA, pakar terpilih dari kalangan akademisi (PUSKAPA, Universitas Hasanuddin)
dan lembaga penelitian (BRIN, SMERU) serta dari Manajemen Senior UNICEF Indonesia, Kepala
Perlindungan Anak, Spesialis Perlindungan Anak, Spesialis PME, Spesialis Evaluasi Multi-Negara, Kepala
PME, Penasihat Evaluasi UNICEF EAPRO, dan Penasihat Perlindungan Anak UNICEF EAPRO, dengan UNICEF-
PME sebagai sekretariat. Kerangka Acuan untuk Evaluasi Kelompok Referensi akan dikembangkan.

Tim Evaluasi harus mematuhi semua dokumen panduan evaluasi UNEG dan UNICEF yang disebutkan di
atas selama proses evaluasi berlangsung. Tim juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua
hasil yang dihasilkan mematuhi Standar Laporan Evaluasi UNEG yang diadaptasi UNICEF, Norma dan
Standar UNEG tentang Evaluasi, dan Alat Penjaminan Mutu Evaluasi GEROS sebelum diserahkan kepada
UNICEF.
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15. Nomor Referensi untuk Rencana Pengadaan:

7315

Lampiran 1 - Detil Kriteria Evaluasi untuk Proposal Teknis

Kriteria Evaluasi Teknis

Dokumen Pendukung

Penilaian

Skala

Skor

yang Diperlukan

Pengalaman Perusahaan (maksimum 10 poin)

Maksimum

dari 5 tahun dalam kegiatan
serupa.

Rekam jejak dan keahlian teknis | Laporan proyek, Pengalaman 15 tahun atau 4
dalam bidang Perlindungan surat referensi, dan lebih.
Anak; pendekatan multi- sebagainya.
sektoral; serta pemahaman Pengalaman 10-14 tahun. 3 .
tentang konteks Indonesia dan i
kerja sama dengan lembaga Pengalaman 5-9 tahun. 2
pemerintah/internasional. Kurang dari 5 tahun 1
pengalaman.
Pengalaman kerja di Asia Detail lokasi, mitra di Cakupan di 4 negara atau 3
Tenggara atau secara khusus di | wilayah tersebut, dan lebih termasuk Indonesia.
Indonesia. sebagainya. i
Cakupan di 2-3 negara. 2
Cakupan di 1 negara. 1 3
Cakupan di 0 negara. 0
Tidak ada. 0
Rekam jejak dan keahlian teknis | Laporan/contoh proyek. | 3 atau lebih contoh relevan. 3
dalam melakukan evaluasi
berkualitas tinggi sesuai 1-2 contoh relevan. 1 3
dengan kriteria UNEG dan/atau '
. : Tidak ada contoh yang 0
standar evaluasi global lainnya. diberikan.
Pengalaman Tim yang Diajukan (maksimum 35 poin)
Pengalaman ketua tim dalam Profil dan CV ketua tim | Ketua tim memiliki
bidang serupa sebagaimana serta contoh hasil kerja | pengalaman kerja relevan 15
tercantum dalam TOR (misalnya | sebelumnya. gabungan 15 tahun atau
dalam evaluasi/peninjauan lebih dalam kegiatan serupa.
program negara, termasuk . .
keahlian dalam penguatan Ketua tim memiliki
sistem, perumusan Strategi, pengalaman kerja gabungan |
manajemen berbasis hasil, 10-14 tahun dalam kegiatan
serta keterlibatan dengan serupa. 15
pemanglu kepentingan Ketua tim memilid
pemerintah secara partisipati .
: ) pengalaman kerja gabungan
sepanjang proses evaluasi). 5.9 tahun dalam kegiatan 5
serupa.
Ketua tim memiliki
pengalaman kerja kurang 0
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Skor
Maksimum

Dokumen Pendukung

Kriteria Evaluasi Teknis Penilaian Skala

yang Diperlukan

Pengalaman dari 3 anggota
tim paling berpengalaman
lainnya (tidak termasuk

ketua tim) dalam kegiatan
serupa (misalnya evaluasi,
asesmen, tinjauan, penelitian,
keterlibatan dengan pemangku
kepentingan pemerintah
secara partisipatif sepanjang

CV anggota tim.

Anggota tim memiliki
pengalaman kerja gabungan 10
15 tahun atau lebih dalam
kegiatan serupa.

Anggota tim memiliki
pengalaman kerja gabungan 8
10-14 tahun dalam kegiatan
serupa.

menghasilkan keluaran pada
setiap tahap sebagaimana
dijelaskan dalam TOR, termasuk
uraian mengenai desain dan
aktivitas evaluasi, pertimbangan
etis, mekanisme kerja,
pemangku kepentingan yang
akan dilibatkan, kriteria seleksi,
serta strategi keterlibatan
pemangku kepentingan

proses evaluasi) serta di sektor An . .
. ggota tim memiliki
tPeerllgstdungan Anak dan sektor pengalaman kerja gabungan ;
' 5-9 tahun dalam kegiatan

serupa.
Anggota tim memiliki
pengalaman kerja kurang 0
dari 5 tahun dalam kegiatan
serupa.

Mitra nasional untuk Profil lembaga lokal dan | Jumlah tahun pengalaman kerja

mendukung kegiatan evaluasi | CV tenaga ahli teknis gabungan dalam kegiatan serupa,

di tingkat nasional dan nasional. memahami isu kelembagaan

subnasional. terkait pengembangan program
Perlindungan Anak di Indonesia.
Pengalaman 10 tahun atau 10
lebih.

10

Pengalaman 8-9 tahun. 8
Pengalaman 6-7 tahun. 6
Pengalaman 4-5 tahun. 4
Pengalaman 3 tahun atau 2
kurang.

Metodologi (maksimum 25 poin)

Unsur utama yang dinilai Deskripsi metodologi Metodologi yang diusulkan

meliputi pemahaman yang yang diusulkan dan menjelaskan secara

jelas tentang konteks dan pengaturan jaminan menyeluruh pendekatan

TOR, struktur, kualitas, dan kualitas yang direncanakan untuk

kelengkapan proposal, menghasilkan keluaran,

serta kemampuan yang termasuk uraian terperinci

ditunjukkan dalam melakukan tentang desain evaluasi,

pengumpulan data secara aktivitas, mekanisme kerja,

etis. Ini mencakup uraian pemangku kepentingan dan

rinci tentang metodologi strategi keterlibatan, serta

yang diusulkan, pendekatan jaminan kualitas semua

yang akan digunakan untuk produk evaluasi 25
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Skor
Maksimum

Dokumen Pendukung

Kriteria Evaluasi Teknis Penilaian Skala

yang Diperlukan

(metodologi harus sesuai
dengan TOR). Bagian ini
juga mencakup pengaturan
internal yang diusulkan
untuk memastikan kualitas
semua produk evaluasi yang
diserahkan kepada UNICEF.

Metodologi yang
diusulkan sebagian

besar memberikan
deskripsi yang memadai
tentang pendekatan

yang direncanakan

untuk menghasilkan
keluaran, termasuk

uraian umum tentang
aktivitas, mekanisme kerja,
pemangku kepentingan dan
strategi keterlibatan, serta
jaminan kualitas semua
produk evaluasi.

20

Metodologi yang diusulkan
hanya memberikan

uraian parsial tentang
pendekatan yang
direncanakan, termasuk
uraian sebagian tentang
aktivitas, mekanisme kerja,
pemangku kepentingan dan
strategi keterlibatan, serta
jaminan kualitas semua
produk evaluasi.

10

Tidak ada metodologi
atau uraian kegiatan yang
disampaikan.

25

TOTAL SKOR TEKNIS

70
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Lampiran B: Protokol Etika

1. Pendahuluan

Sesuai Prosedur UNICEF tentang standar etika dalam penelitian, evaluasi, pengumpulan dan analisis data“,
karena penelitian ini akan melibatkan subjek manusia, maka metodologi, alat pengumpulan data, serta
protokol dan instrumen etika perlu menjalani peninjauan etika internal. Untuk evaluasi ini, telah diputuskan
bahwa peninjauan etika akan dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia.

Proyek penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan Piagam Etika UNICEF dan Panduan Penelitian Etis
yang Melibatkan Anak®> yang dikembangkan oleh UNICEF dan lembaga lainnya serta Pedoman Etika untuk
Penelitian Lapangan dengan Anak dari Coram International.® Hal ini mencakup prinsip-prinsip panduan
berikut.

Tidak menimbulkan bahaya dan mengutamakan kepentingan terbaik anak

Sangatlah penting bagi evaluator untuk melindungi kesejahteraan fisik, sosial, dan psikologis, serta hak,
kepentingan, dan privasi partisipan. Ini berarti bahwa kesejahteraan dan kepentingan terbaik partisipan
merupakan pertimbangan utama yang memandu perancangan metodologi dan metode pengumpulan
data. Hal ini berlaku untuk partisipan penelitian dewasa dan anak-anak.

Sehubungan dengan partisipan anak-anak, semua penelitian dipandu oleh Konvensi Hak-Hak Anak (KHA),
khususnya Pasal 3.1 yang menyatakan: “Dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang
dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan, atau badan legislatif,
kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ‘tidak merugikan’ berlaku di seluruh proses evaluasi, termasuk dalam seleksi dan rekrutmen
partisipan, pengembangan metodologi dan perangkat penelitian, serta dalam analisis, pelaporan, dan
publikasi data dan temuan.

Evaluator berkewajiban untuk mengidentifikasi dan menghindari dampak buruk. Jika evaluator
mengidentifikasi bahwa mereka menyebabkan bahaya pada partisipan, evaluasi akan dihentikan dan Ketua
Tim akan diberitahu.

Kehati-hatian khusus akan diberikan untuk memastikan bahwa pertanyaan diajukan secara sensitif dan
ramah anak, sesuai dengan usia, jenis kelamin, etnis, dan latar belakang sosial partisipan. Bahasa yang
jelas akan digunakan untuk menghindari viktimisasi, menyalahkan, dan menghakimi. Jika wawancara jelas
berdampak negatif pada partisipan, wawancara akan dihentikan. Setiap masalah perlindungan anak atau
masalah keamanan lainnya diidentifikasi dan ditangani dengan tepat (sebagaimana dijelaskan dalam
protokol etik ini).

4 UNICEF, UNICEF procedure on ethical standards in research, evaluation, data collection and analysis (2021), Document Number PROCEDURE/
OO0R/2021/001.

5 Graham, A, Powell, M., Taylor, N., Anderson, D. dan Fitzgerald, R. Penelitian etika yang melibatkan anak-anak (2013), UNICEF Innocenti:
Florence.

6  Berman, G, Pertimbangan etika untuk pembuatan bukti yang melibatkan anak-anak pada pandemi COVID-19 (2020), UNICEF Innocenti:
Florence, DP 2020:01; The Market Research Society, MRS Panduan karantina wilayah pasca-Covid-19: melakukan pengumpulan data tatap
muka yang aman, 14 Juli 2020.
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Wawancara dapat mencakup materi yang sangat sensitif atau traumatis, dan penting untuk memastikan
bahwa partisipan merasa diberdayakan dan tidak seperti ‘korban’. Langkah-langkah akan diambil untuk
memastikan hal ini, sebagaimana tercantum dalam protokol etik ini.

Inklusi dan Non-Diskriminasi

Desain dan proses evaluasi akan mematuhi prinsip non-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam pasal 2
Konvensi Hak Anak (CRC). Hal ini berarti semua anak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam
penelitian tanpa diskriminasi atau bias. Kelompok anak tertentu akan ditargetkan untuk diikutsertakan
dalam evaluasi ini sesuai dengan fokus Program; namun, hal ini hanya akan dilakukan sejauh yang
diperlukan untuk tujuan evaluasi (sebagaimana tercantum dalam laporan awal).

Seleksi dan rekrutmen partisipan akan dilakukan secara inklusif dan dengan cara menghindari
mengukuhkan kembali kerentanan, ketidaksetaraan, atau marginalisasi yang sudah ada terhadap
kelompok tertentu. Metode dan alat evaluasi harus memungkinkan partisipasi dari berbagai kelompok
masyarakat yang beragam.

2. Analisis Bahaya/Manfaat (Harm/Benefit Analysis)

Prinsip dasar dalam penelitian etis yang melibatkan partisipan manusia (khususnya anak-anak dan remaja)
adalah ‘tidak menimbulkan bahaya (do no harm)'. Ini berarti bahwa kesejahteraan dan kepentingan terbaik
partisipan merupakan pertimbangan utama dalam memandu perancangan metodologi dan metode
pengumpulan data.

Pedoman etika UNICEF dan Coram International mewajibkan adanya pertimbangan apakah penelitian
perlu dilakukan, apakah anak-anak perlu dilibatkan, dan jika ya, dalam kapasitas seperti apa. Diperlukan
analisis mengenai potensi bahaya dalam penelitian terhadap anak-anak dan partisipan lain yang
diperlukan, beserta penilaian manfaat penelitian. Selain itu, strategi diperlukan demi memastikan bahwa
anak-anak tidak dirugikan akibat partisipasi mereka dalam penelitian, dan demi meminimalkan tekanan

emosional yang mungkin timbul selama proses penelitian.

Analisis Manfaat (Benefit Analysis)

Penting untuk menetapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak
dan komunitas mereka secara umum serta penelitian ini memang diperlukan (proses penelitian
akan menghasilkan informasi atau pengetahuan baru). Selain itu, yang juga harus dibuktikan apakah
keterlibatan anak-anak dalam penelitian sebagai partisipan merupakan hal penting.

UNICEF Indonesia saat ini sedang dalam proses pelaksanaan Program Perlindungan Anak 2021-2025.
Objek evaluasi ini adalah Keluaran 5.4 (Output 5.4) dari Program Perlindungan Anak, dengan fokus khusus
pada pengembangan model layanan terpadu UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak). Pada tahap ini, penilaian dan evaluasi terhadap hasil dan metode implementasi
Program terkait UPTD PPA menjadi sangat penting guna memastikan bahwa Program ini relevan dengan
konteks lokal, selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan global, dilaksanakan secara efektif dan
efisien, serta keberlanjutan intervensi. Evaluasi ini akan merefleksikan hasil yang telah dicapai sejauh ini,
menyoroti kelemahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan mengidentifikasi kesenjangan yang masih
ada dalam pengembangan dan implementasi model layanan UPTD PPA. Pengetahuan dan data yang
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dihasilkan melalui evaluasi ini akan mendukung proses pembelajaran dan pengambilan keputusan guna
meningkatkan layanan terpadu bagi perempuan dan anak di Indonesia, serta memberikan serangkaian
rekomendasi yang berorientasi ke depan dan dapat ditindaklanjuti bagi pemerintah dan UNICEF bertujuan
meningkatkan desain, implementasi, dan keberlanjutan layanan yang ada serta memperluas skala
intervensi yang telah terbukti efektif ke wilayah-wilayah yang saat ini kekurangan layanan perlindungan
esensial/dasar bagi anak dan perempuan.

Penerima manfaat utama dari model layanan UPTD PPA adalah perempuan dan anak yang membutuhkan
layanan perlindungan, khususnya mereka yang berisiko atau menjadi korban kekerasan, pelecehan,

dan penelantaran. Kelompok ini termasuk perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas serta
kelompok perempuan dan anak-anak rentan atau terpinggirkan lainnya. Dalam rangka memahami

hasil pengembangan dan implementasi UPTD PPA sebagai bagian dari Program Perlindungan Anak
UNICEF, penting untuk mendengarkan pengalaman dan pandangan para perempuan dan anak-anak
tersebut beserta keluarganya. Selain itu, beberapa intervensi tertentu yang diterapkan untuk mendukung
implementasi model UPTD PPA, dimana penerima manfaat langsung mencakup beragam kategori
profesional dan praktisi, termasuk profesional dan praktisi garis depan (misalnya, sebagai partisipan
pelatihan). Pandangan dan pengalaman para pemangku kepentingan ini juga penting untuk mengevaluasi
hasil dan kemungkinan dampak Program.

Oleh karena itu, evaluasi ini akan melibatkan pengumpulan data primer, yang terdiri dari KII, wawancara
individu/kelompok semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan utama dan pekerja garis depan,
dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussions/FGD) dan wawancara mendalam dengan anak-
anak beserta orang tua/wali sah mereka dan perempuan. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan
data kualitatif primer di tingkat nasional dan subnasional, termasuk wawancara informan kunci (KII),
wawancara mendalam/kelompok dengan anak-anak dan perempuan, wawancara mendalam/kelompok
dengan penyedia layanan dan pekerja garis depan dan survei staf dan mitra UNICEF. Pengumpulan data
primer akan dilakukan di tingkat nasional di Jakarta juga untuk kegiatan pelatihan, uji coba instrument, dan
pengumpulan data tingkat nasional, serta pengumpulan data juga akan dilakukan di di enam kabupaten
di tingkat subnasional, dan lokasi tingkat provinsi. Kabupaten-kabupaten tersebut akan diambil sampelnya
dari dua provinsi intervensi (Jawa dan Sulawesi Selatan), yang mencakup dua kabupaten perkotaan, dua
kabupaten perdesaan, dan dua kabupaten pembanding di mana unit layanan UPTD PPA belum terbentuk.
Penelitian ini juga akan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang ada dan relevan dengan
unit layanan UPTD PPA. Data Ini akan mencakup literatur yang disediakan oleh Kantor Perwakilan UNICEF
Indonesia, data administratif mentah dan terhimpun yang dimiliki oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia,
kumpulan data survei, basis data kasus layanan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan, laporan
program, rencana kerja, kerangka kerja pemantauan, evaluasi yang sudah ada, dan dokumentasi relevan
lainnya.

Oleh karena itu dalam mengevaluasi model UPTD PPA dalam Program Perlindungan Anak UNICEF,
termasuk yang berkaitan dan melibatkan pemegang hak/penerima manfaat (rights holders/beneficiaries)
dalam pengumpulan data. Hal ini krusial/penting guna mengevaluasi program berdasarkan umpan

balik dari mereka yang terdampak langsung. Dengan demikian, rekomendasi perbaikan program akan
berdasarkan pada pandangan dan pengalaman nyata anak-anak dan perempuan yang menjadi sasaran
utama program. Selain itu, keterlibatan anak-anak dalam evaluasi juga sangat penting karena partisipasi
anak dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka merupakan hak dasar (fundamental right).”

7 Lihat pasal 12 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.
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Analisis Dampak Bahaya (Harm Analysis)

Anak-anak dan perempuan yang terlibat dalam evaluasi berpotensi mengalami trauma sekunder,
karena mereka kemungkinan akan membahas materi yang cukup sensitif (pengalaman pribadi tentang
dampak buruk perlindungan). Perlu dicatat bahwa pengumpulan data akan dilakukan sesuai dengan
prinsip “jangan merugikan” - yaitu, jika pengumpulan data berpotensi menimbulkan dampak negatif
bagi partisipan, oleh karena itu kebutuhan partisipan akan menjadi prioritas utama. Meskipun demikian,
pentingnya partisipasi anak dan perempuan dalam proses pengumpulan data diakui dapat memberikan
manfaat positif; juga diakui bahwa, dengan kondisi yang tepat, anak dan perempuan dapat merasa
terberdayakan (empowered) ketika berbagi pengalaman mereka dan memahami bahwa hal ini dapat
berkontribusi pada peningkatan program perlindungan bagi anak dan perempuan yang berisiko
mengalami bahaya.

Para profesional garis depan dan para ahli juga berpotensi menghadapi dampak negatif, termasuk

risiko terhadap pekerjaan mereka, jika diketahui bahwa mereka telah mengungkapkan pandangan yang
dianggap negatif atau bertentangan dengan norma sosial, nilai, atau keyakinan sosial yang dominan.
Namun, risiko ini akan dimitigasi melalui proses persetujuan informasi (informed consent), pengingat
kepada partisipan bahwa mereka bebas untuk mengundurkan diri dari wawancara atau menolak
menjawab pertanyaan, dan melalui penerapan protokol anonimitas dan perlindungan data yang ketat (lihat
di bawah).

Strategi untuk memitiqgasi risiko bahaya

Dengan menerapkan strategi berikut untuk memitigasi risiko bahaya ini, para evaluator
mempertimbangkan bahwa manfaat dari pelaksanaan evaluasi ini lebih besar daripada potensi risiko
khususnya terkait dengan pelaksanaan pengumpulan data primer dengan daftar partisipan yang
